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PUTUSAN

Nomor : 24 / TIPIKOR / 2013 / PT. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI BANDUNG,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan

tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADANG LUKMAN, SH Als H. LUKMAN bin H. YUSUF;

Tempat lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

Pendidikan

. Nama lengkap

Tempat lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

Pendidikan

: Islam ;

: Indonesia ;

: Karawang ;

: 58 Tahun/ 5 Juni 1954 ;

: Laki-laki ;

: Indonesia ;

: JI. Kemuning Rt.74 / Rw.08 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan

Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;

: Pensiunan PNS ;

: Sarjana (S.1) ;

: AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR CICIN ; --------

: Cianjur ;

: 52 Tahun/ 12 Desember 1960 ;

. Laki-laki.;

: Kp.Pangupukan Rt.01/Rw.01 Kelurahan Munjul Jaya

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta/ JI. A. Yani

Rt.012/Rw.006 Kelurahan Sindang Kasih Kecamatan

Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;

: Islam;

: Pensiunan PNS ;

: SMEA ;

Terhadap Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari
2013;
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3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sejak tanggal 27 Desember 2012

sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26 Januari 2013
sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;

5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat
Banding, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ; -----------
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat
Banding, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ; ------------
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak
tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat
Banding, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ; -------

Dalam perkara ini Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama MAS
MOHAMAD KHUDRI, SHM.Si dan R. LUKMAN ZAELANI, SH., Advokat &
KONSULTAN HUKUM, dari Kantor Hukum Mas Mohamad Khudri, SH, M.Si & Rekan,
berkedudukan di Jalan Veteran No.122 B Purwakarta-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 8 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung pada tanggal 09 Januari 2013 dibawah Nomor : / KUASA / Pid.Sus / 2012 / PN.
Bdg dan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama MUHAMMAD
BASTARI, SH, ROHMADANIYATULYAQIN, SH, MUHAMMAD TABRONI, SH dan
KUSMIADI, SH., Para Advokat pada Law Officer Muhammad Bastary & Partners, berkantor
di Rukan Kav.3 Lt.2 Jalan Soekarno Hatta No.482 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 03 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung pada tanggal 09 Januari 2013 dibawah Nomor : / KUASA / Pid.Sus / 2012 / PN. Bdg

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut :
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 April 2013 Nomor : 88 /
Pid. Sus / TPK /2012 / PN. Bdg ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta
Nomor : PDS-01/PRWAK/11/2012 tertanggal 30 Nopember 2012 sebagaimana
diuraikan dibawah ini :

DAKWAAN
Primair
Bahwa terdakwa I. H. ADANG LUKMAN.SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H.

YUSUF  selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten Purwakarta bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD Z AENUDIN BIN

AHMAD YASIR CICIN selaku Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purwakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta Nomor. 280.1/53/SK/KPU-PWK/X1/2007 tanggal 19 Nopember 2007
Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor : 280.1 / KPU-Pwk / IX / 2007 Tentang Penunjukan Pengganti Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Atasan Langsung Bendahara/Penatausahaan
Keuangan dan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007, dan saksi I DADAN KOMARUL
RAMDAN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, saksi ASEP
FAKAR dan saksi YUSUF MAULANA (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada
hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Nopember
2007 sampai dengan bulan Maret 2008, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun
2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta yang beralamat di JI Flamboyan No. 60 Purwakarta atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak
Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
191/KMA/SK/X11/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan
Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,
yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai
suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. H. ADANG
LUKMAN, SH, ALIAS H. LUKMAN, SH BIN H. YUSUF bersama-sama dengan terdakwa
II. AHMAD ZAENUDIN BIN AHMAD YASIR CICIN dengan cara—cara antara lain

sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Murni Kabupaten Purwakarta terdapat kode rekening 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga Organisasi Swasta dengan turunan kode rekening 5.1.4.05.01 untuk Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta (KPU) sejumlah Rp 7.000.000.000-, (tujuh
milyar rupiah), berdasarkan Perda No. 1 tahun 2007 tentang APBD tanggal 23 Pebruari 2007
dan dalam APBD Perubahan tahun 2007 terdapat kode rekening 5.1.4.05.01 untuk KPU
Kabupaten Purwakarta sejumlah Rp.5.409.750.000,- (lima milyar empat ratus sembilan juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 tanggal 29 Oktober
2007, sehingga total seluruh anggaran belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
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Daerah sebesar Rp. 12.409.750.000,- (dua belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah), anggaran tersebut berada pada Bagian Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta .

Bahwa sebagai tindak lanjut bantuan belanja hibah yang diperuntukan untuk Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian
Bantuan Belanja Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani
oleh Bupati Purwakarta yaitu saksi Drs. LILI HAMBALI HASAN, Msi selaku Pihak Pertama
dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh saksi Ir.
DADAN KOMARUL RAMDAN selaku Pihak Kedua dengan Surat Perjanjian Bantuan
Belanja Hibah Nomor : 410/30/SPBH/PEMDA/X1/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Pasal 3
ayat (4) berbunyi : “pihak kedua berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) atas penggunaan Bantuan Belanja Hibah Kepada Pemberi Hibah”.

Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan belanja hibah dari Pemerintah Daerah
(Pemda) Kabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Purwakarta pada awalnya saksi SYACHRUL KOSWARA selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) pada Bagian Kesbang dan Linmas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta
bersama saksi HALIM RUSMANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima surat
permohonan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Purwakarta dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta
sebagaimana Surat Nomor: 260.1/265/KPU-Pwk.X1/2007 tanggal kosong pada bulan
Nopember 2007 beserta rincian kebutuhannya yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADAN
KOMARUL RAMDAN, selanjutnya atas dasar surat permohonan tersebut saksi HALIM
RUSMANA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang
ditandatangani dan diketahui oleh saksi SYACHRUL KOSWARA selaku Kuasa Pengguna
Anggaran pada Bagian Kesbang dan Linmas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten

Purwakarta antara lain sebagai berikut :

- SPP Nomor : 612/SPP-LS/BP/2007 tanggal 24 September 2007 sejumlah Rp.
1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- SPP Nomor : 794/SPP-LS/BP/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh ribu rupiah).

- SPP Nomor : 846/SPP-LS/BP/2007 tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp.
9.317.060.000,- (Sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah).

Atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DUDUNG B SUPARDI

antara lain sebagai berikut :
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- SPM Nomor : 900/616/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp.

1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- SPM Nomor : 900/796/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh ribu rupiah).

- SPM Nomor : 900/868/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp.
9.317.060.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah).

Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diterbitkan kemudian diajukan ke Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi Drs. MOKH. IRSYAD NASUTION,
MM, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu :

- SP2D Nomor : 664/BTL-LS/2007 tanggal 26 September 2007 sejumlah Rp.
1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- SP2D Nomor : 838/BTL-LS/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh ribu rupiah).

- SP2D Nomor : 920/BTL-LS/2007 tanggal 17 Desember 2007  sejumlah
Rp.9.317.060.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh ribu
rupiah).

Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diterbitkan lalu di pindah
bukukan dari rekening Kas Daerah pada Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta Nomor
0180420023450 ke Nomor rekening : 18.00.03.001729.4 pada Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta
atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah saudari OYOK SULASTILAH, kemudian dipindah
bukukan ke Nomor rekening 000666700100 atas nama Keg.Pem. Satlinmas/Jaenal A/Halim pada Bank
Jabar Banten Cabang Purwakarta, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.409.750.000,- (dua
belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi
HALIM RUSMANA dana tersebut ditransfer ke rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta yaitu ke rekening Nomor : 0003283895001 di Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta
sebesar Rp. 11.282.490.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan
puluh ribu rupiah), sebagaimana tercatat dalam rekening koran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta, periode 26-09-2007 s/d 1-09-2008 melalui beberapa tahap/termin yaitu :

1 TahapI tanggal 26-09-2007 Rp. 1.600.000.000,-

2 Tahap Il tanggal 28-11-2007 Rp.  1.492.690.000,-
3 Tahap Il tanggal 24-12-2007 Rp.  5.200.000.000,-
4  Tahap IV tanggal 18-01-2008  Rp. 2.062.100.000,-
5 Tahap V tanggal 25-03-2008 Rp. 927.700.000,-

Sedangkan sisa dana yang ada di rekening saksi HALIM RUSMANA selaku
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Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebesar Rp.1.127.260.000,- (satu milyar seratus

dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ditransfer ke rekening Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta namun dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimana

Surat Tanda Setoran (Bend.17) nomor kosong tertanggal 11 Maret 2008.

Bahwa selanjutnya untuk mengelola anggaran sebesar Rp. 11.282.490.000,-
(sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Purwakarta saksi Ir. DADAN
KOMARUL RAMDAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan
Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 875.1/Kep.393-Pemb/2007 tanggal 20 Agustus 2007
tentang Pelimpahan Wewenang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen/Atasan Langsung Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara
Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, telah menunjuk kembali
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola dana bantuan belanja hibah tersebut,
tanpa adanya Surat persetujuan Bupati Purwakarta dengan menerbitkan Surat Pengganti

Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

1. Surat No. 280.1/Kep.29/KPU-PWK/IX/2007 tanggal kosong bulan September 2007
Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengelola Dana
Hibah di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2007 yang menunjuk saksi ASEP FAKAR, jabatan Sekretaris KPU menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan AGUS SURYANATA (ALM), jabatan Staf KPU
menjadi Bendahara untuk mengelola anggaran sebesar Rp.783.000.000,- (tujuh ratus

delapan puluh tiga juta rupiah).

2. Surat No. 280.1/Kep.30/KPU-PWK/1X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 280.1/Kep.29/KPU-PWK/IX/2007
tanggal kosong bulan September 2007 Tentang Penunjukan Pengganti Kuasa
Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen /Atasan Langsung Bendahara /Penata
Usahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 yang menunjuk saksi
YUSUF MAULANA, jabatan Kasubag Hukum dan Humas KPU Kabupaten
Purwakarta menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan AGUS SURYANATA
(ALM), jabatan Staf KPU menjadi Bendahara untuk mengelola anggaran sebesar Rp
715.000.000. (tujuh ratus lima belas juta rupiah).

3. Surat No. 280.1/53/SK/KPU-PWK/X1/2007 tanggal 19 Nopember 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor :
280.1/KPU-Pwk/IX/2007 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendaharawan Pengelola Dana Hibah di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 yang menunjuk Terdakwa I H. ADANG
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LUKMAN, SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H. YUSUF jabatan Sekretaris KPU

menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II AHMAD ZAENUDIN
BIN AHMAD YASIR CICIN, jabatan Staf KPU menjadi Bendahara untuk mengelola

anggaran sebesar Rp. 9.784.490.000,- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh

empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk terdakwa I dan terdakwa II yang khusus mengelola anggaran sebesar
Rp. 9.784.490.000.- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah), telah menggunakan anggaran untuk kegiatan tanpa berpedoman
atau tanpa merujuk kepada Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Tentang Penyusunan Anggaran
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor : 280 / BA54 /
KPU-PWK / XI / 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir.
DADAN KOMARUL RAMDAN, MT, saksi Drs. H. ASEP MASKAR DWIGUNA, SH, MH,
saksi H. ACHMAD SADELI, SH, saksi NURLAELA MUKAROMAH, S.Pdi, dan saksi D.
HUTAGALUNG, SH, yang mana pada paragraf 7 (tujuh) pada Berita Acara tersebut
menjelaskan : “Bahwa dalam mencantumkan penggunaan anggaran Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Purwakarta perhitungannya masih didasarkan kepada
asumsi-asumsi yang pelaksanaan nyatanya disesuaikan dengan keadaan yang nyata
dikemudian”, bahwa selanjutnya para terdakwa telah merealisasikan dana tersebut dengan
cara, terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani cek yang juga
ditandatangani oleh terdakwa II selaku Bendahara, selanjutnya oleh terdakwa II cek yang
telah ditandatangani tersebut dicairkan melalui Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta
Nomor rekening 0003283895001 yang tercatat dalam rekening koran Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 / 2008.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II
tidak mencatatkan kegiatan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) berikut rincian anggarannya
dan pada kenyataannya ada SPJ yang dibuat oleh para terdakwa tersebut tidak sesuai
sehingga dari anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 9.784.490.000,- (sembilan milyar
tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan
berdasarkan bukti pengeluaran hanya terdapat pengeluaran sejumlah Rp. 8.955.660.178.-
(delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu seratus
tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 828.829.822,- (delapan ratus dua
puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua

rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi I, DADAN KOMARUL
RAMDAN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta setelah

Halaman 7 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Purwakarta tahun 2007/2008 tidak pernah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Kepala daerah Kabupaten Purwakarta.

Bahwa anggaran sebesar Rp. 828.829.822,- (delapan ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), tersebut tidak
dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena anggaran
tersebut digunakan untuk memperkaya para terdakwa atau orang lain diluar peruntukan
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta
tahun 2007/2008, hal tersebut atas sepengetahuan saksi Ir. DADAN KOMARUL
RAMDAN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah menggunakan anggaran
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta
tahun 2007/2008 diluar peruntukannya serta tidak dapat mempertanggungjawabkan

penggunaannya bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 133 ayat (2) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “ Penerima subsidi,
hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan
uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 12 tahun 2005
sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2005 Tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada sebagaimana diatur kembali dengan
Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 28 ayat (2) yang
berbunyi : “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban
penggunaan belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada
Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.”

- Surat Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 410 / 30 / SPBH
/ PEMDA / XI / 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Bantuan
Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana Ketentuan pasal 3 ayat (4)

yang berbunyi : “Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan = Surat
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Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Bantuan Belanja Hibah Kepada

Pemberi Hibah”.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, atas perhitungan kerugian
daerah terhadap belanja hibah untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
tahun 2007/2008 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor :
700/501/Irban.I1/2012 tanggal 25 Oktober 2012, akibat perbuatan para terdakwa tersebut
Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengalami kerugian sebesar Rp.
828.829.822,- (delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu

delapan ratus dua puluh dua rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu .

--------- Perbuatan terdakwa I H. ADANG LUKMAN, SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H.
YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD ZAENUDIN BIN AHMAD YASIR
CICIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo
pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I H. ADANG LUKMAN.SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H.
YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Purwakarta bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD ZAENUDIN BIN
AHMAD YASIR CICIN selaku Bendahara pada Kantor Komisi Pemilhan Umum Daerah
Kabupaten Purwakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta Nomor. 280.1/53/SK/KPU-PWK/X1/2007 tanggal 19 Nopember 2007
Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 280.1/KPU-Pwk/IX/2007 Tentang Penunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran /
Pejabat Pembuat Komitmen / Atasan Langsung Bendahara / Penatausahaan Keuangan dan
Bendaharawan Pengelola Dana Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2007, dan saksi Ir. DADAN KOMARUL RAMDAN selaku
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta, saksi ASEP FAKAR dan
saksi YUSUF MAULANA (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Nopember 2007
sampai dengan bulan Maret 2008, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun
2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta yang beralamat di JI Flamboyan No. 60 Purwakarta atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
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pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak

Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:191/KMA/SK/X11I/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri
Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta
melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai
suatu berbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I.H. ADANG
LUKMAN, SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H. YUSUF bersama-sama dengan terdakwa
II. AHMAD ZAENUDIN BIN AHMAD YASIR CICIN dengan cara-cara antara lain

sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I H. ADANG LUKMAN, SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H.
YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Purwakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta Nomor: 280.1 / 53 / SK / KPU-PWK / XI / 2007 tanggal 19
Nopember 2007 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta Nomor: 280.1 / KPU-Pwk / IX / 2007 Tentang Penunjukan Pengganti Kuasa
Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Atasan Langsung Bendahara /
Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 mempunyai tugas, kewajiban

dan kewenangan sebagai berikut :

1.  Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan .

2. Bertanggungjawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun fisik yang berkaitan
dengan pembiayaan operasional pemilu.

3. Wajib mengadakan pemeriksaan Kas / keuangan terhadap Bendahara Proyek
sedikitnya 3 bulan sekali agar diketahui dan dikendalikan.

4. Komitmen yang dibuat tidak melampaui batas anggaran jumlah uang/dana yang
tersisa.

5.  Dilarang mengadakan kegiatan pengadaan perlengkapan teknis yang pelaksanaannya
melampaui batas anggaran yang tersedia.

6. Bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan pengadaan perlengkapan teknis tepat

waktu.

Dan tugas tanggung jawab serta wewenang dari terdakwa II. AHMAD ZAENUDIN BIN
AHMAD YASIR CICIN selaku Bendahara pada Kantor KPU sebagaimana Keputusan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tersebut diatas sebagai berikut :
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1.  Bertanggungjawab atas keselamatan uang.

2. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur penggunaan uang.
3. Wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya kepada penanggung jawab kegiatan dan Kuasa Pengguna

Anggaran Dana Hibah.

Bahwa pada tahun 2007 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Murni Kabupaten Purwakarta terdapat kode rekening 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga Organisasi Swasta dengan turunan kode rekening 5.1.4.05.01 untuk Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta (KPU) sejumlah Rp 7.000.000.000-, (tujuh
milyar rupiah), berdasarkan Perda No. 1 tahun 2007 tentang APBD tanggal 23 Pebruari 2007
dan dalam APBD Perubahan tahun 2007 terdapat kode rekening 5.1.4.05.01 untuk KPU
Kabupaten Purwakarta sejumlah Rp.5.409.750.000,- (lima milyar empat ratus sembilan juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 tanggal 29 Oktober
2007, sehingga total seluruh anggaran belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebesar Rp. 12.409.750.000,- (dua belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah), anggaran tersebut berada pada Bagian Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Bahwa sebagai tindak lanjut bantuan belanja hibah yang diperuntukan untuk Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian
Bantuan Belanja Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang
ditandatangani oleh Bupati Purwakarta yaitu saksi Drs. LILI HAMBALI HASAN, Msi
selaku Pihak Pertama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang
ditandatangani oleh saksi Ir. DADAN KOMARUL RAMDAN selaku Pihak Kedua dengan
Surat Perjanjian Bantuan Belanja Hibah Nomor : 410/30/SPBH/PEMDA/X1/2007 tanggal 26
Nopember 2007 Pasal 3 ayat (4) berbunyi : “pihak kedua berkewajiban menyampaikan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Bantuan Belanja Hibah Kepada Pemberi
Hibah”.

Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan belanja hibah dari Pemerintah Daerah
(Pemda) Kabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Purwakarta pada awalnya saksi SYACHRUL KOSWARA selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) pada Bagian Kesbang dan Linmas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta
bersama saksi HALIM RUSMANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima
surat permohonan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Purwakarta dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Purwakarta sebagaimana Surat Nomor: 260.1/265/KPU-Pwk.X1/2007 tanggal kosong pada

bulan Nopember 2007 beserta rincian kebutuhannya yang ditandatangani oleh saksi Ir.
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DADAN KOMARUL RAMDAN, selanjutnya atas dasar surat permohonan tersebut saksi

HALIM RUSMANA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya
yang ditandatangani dan diketahui oleh saksi SYACHRUL KOSWARA selaku Kuasa

Pengguna Anggaran pada Bagian Kesbang dan Linmas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten
Purwakarta antara lain sebagai berikut :

- SPP Nomor : 612 / SPP-LS / BP / 2007 tanggal 24 September 2007 sejumlah Rp.
1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- SPP Nomor : 794 / SPP-LS / BP / 2007 tanggal 21 Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh ribu rupiah).

- SPP Nomor : 846 / SPP-LS / BP / 2007 tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp.
9.317.060.000,- (Sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah).

Atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DUDUNG B SUPARDI

antara lain sebagai berikut :

- SPM Nomor : 900 / 616 / BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 25 September 2007
sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- SPM Nomor : 900 / 796 / BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 28 Nopember 2007
sejumlah Rp. 1.492.690.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam
ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- SPM Nomor : 900 / 868 / BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah
Rp. 9.317.060.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh ribu
rupiah).

Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diterbitkan kemudian diajukan ke Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi Drs. MOKH. IRSYAD NASUTION,
MM, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu :

Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diterbitkan lalu di
pindah bukukan dari rekening Kas Daerah pada Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta
Nomor 0180420023450 ke Nomor rekening : 18.00.03.001729.4 pada Bank Jabar Banten
Cabang Purwakarta atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah saudari OYOK
SULASTILAH, kemudian dipindah bukukan ke Nomor rekening 000666700100 atas nama
Keg.Pem. Satlinmas/Jaenal A/Halim pada Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta, dengan
jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.409.750.000,- (dua belas milyar empat ratus sembilan
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi HALIM RUSMANA dana
tersebut ditransfer ke rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yaitu ke

rekening Nomor : 0003283895001 di Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta sebesar Rp.
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11.282.490.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan

puluh ribu rupiah), sebagaimana tercatat dalam rekening koran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta, periode 26-09-2007 s/d 1-09-2008 melalui beberapa tahap/termin
yaitu :

1 Tahap I tanggal 26-09-2007 Rp.  1.600.000.000,-
2 Tahap Il tanggal 28-11-2007 Rp. 1.492.690.000,-

Tahap III tanggal 24-12-2007 Rp.  5.200.000.000,-

A~ W

Tahap IV tanggal 18-01-2008 Rp. 2.062.100.000,-
5 Tahap V tanggal 25-03-2008  Rp. 927.700.000,-

Sedangkan sisa dana yang ada di rekening saksi HALIM RUSMANA selaku Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP) sebesar Rp.1.127.260.000,- (satu milyar seratus dua puluh
tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ditransfer ke rekening Komisi Pemilihn
Umum Kabupaten Purwakarta namun dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimana Surat

Tanda Setoran (Bend.17) nomor kosong tertanggal 11 Maret 2008.

Bahwa selanjutnya untuk mengelola anggaran sebesar Rp. 11.282.490.000,-
(sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta saksi Ir. DADAN
KOMARUL RAMDAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan
Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 875.1/Kep.393-Pemb/2007 tanggal 20 Agustus 2007
tentang Pelimpahan Wewenang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Atasan Langsung Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara
Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, telah menunjuk kembali
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola dana bantuan belanja hibah tersebut,
tanpa adanya Surat persetujuan Bupati Purwakarta dengan menerbitkan Surat Pengganti

Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

1. Surat No. 280.1 / Kep.29 / KPU-PWK / IX / 2007 tanggal kosong bulan September
2007 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengelola
Dana Hibah di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2007 yang menunjuk saksi ASEP FAKAR, jabatan Sekretaris KPU
menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan AGUS SURYANATA (ALM),
jabatan Staf KPU menjadi Bendahara untuk mengelola anggaran sebesar
Rp.783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

2.  Surat No. 280.1 / Kep.30 / KPU-PWK / IX / 2007 tanggal 11 Oktober 2007 Tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 280.1 / Kep.29 / KPU-PWK / IX
/ 2007 tanggal kosong bulan September 2007 Tentang Penunjukan Pengganti

Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Atasan Langsung
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Bendahara / Penata Usahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007
yang menunjuk saksi YUSUF MAULANA, jabatan Kasubag Hukum dan Humas
KPU Kabupaten Purwakarta menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan AGUS
SURYANATA (ALM), jabatan Staf KPU menjadi Bendahara untuk mengelola
anggaran sebesar Rp 715.000.000. (tujuh ratus lima belas juta rupiah).

3.  Surat No. 280.1 / 53 / SK / KPU-PWK / XI / 2007 tanggal 19 Nopember 2007
Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta Nomor : 280.1 / KPU-Pwk / IX / 2007 Tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah di Lingkungan Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 yang
menunjuk Terdakwa I H. ADANG LUKMAN, SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H.
YUSUF jabatan Sekretaris KPU menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
Terdakwa II AHMAD ZAENUDIN BIN AHMAD YASIR CICIN, jabatan Staf KPU
menjadi Bendahara untuk mengelola anggaran sebesar Rp.  9.784.490.000,-
(sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh

ribu rupiah).

Bahwa untuk terdakwa I dan terdakwa II yang khusus mengelola anggaran sebesar
Rp. 9.784.490.000.- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah), telah menggunakan anggaran untuk kegiatan tanpa berpedoman
atau tanpa merujuk kepada Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Tentang Penyusunan Anggaran
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor : 280 / BA54 /
KPU-PWK / XI / 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir.
DADAN KOMARUL RAMDAN, MT, saksi Drs. H. ASEP MASKAR DWIGUNA, SH, MH,
saksi H. ACHMAD SADELI, SH, saksi NURLAELA MUKAROMAH, S.Pdi, dan saksi D.
HUTAGALUNG, SH, yang mana pada paragraf 7 (tujuh) pada Berita Acara tersebut
menjelaskan : “Bahwa dalam mencantumkan penggunaan anggaran Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Purwakarta perhitungannya masih didasarkan kepada
asumsi-asumsi yang pelaksanaan nyatanya disesuaikan dengan keadaan yang nyata
dikemudian”, bahwa selanjutnya para terdakwa telah merealisasikan dana tersebut dengan
cara, terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani cek yang juga
ditandatangani oleh terdakwa II selaku Bendahara, selanjutnya oleh terdakwa II cek yang
telah ditandatangani tersebut dicairkan melalui Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta
Nomor rekening 0003283895001 yang tercatat dalam rekening koran Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007/2008.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II
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tidak mencatatkan kegiatan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) berikut rincian anggarannya

dan pada kenyataannya ada SPJ yang dibuat oleh para terdakwa tersebut tidak sesuai
sehingga dari anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 9.784.490.000,- (sembilan milyar
tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan
berdasarkan bukti pengeluaran hanya terdapat pengeluaran sejumlah Rp. 8.955.660.178.-
(delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu seratus
tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 828.829.822,- (delapan ratus
dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua

rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ir. DADAN KOMARUL
RAMDAN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta setelah
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Purwakarta tahun 2007 / 2008 tidak pernah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Kepala daerah Kabupaten Purwakarta .

Bahwa anggaran sebesar Rp. 828.829.822,- (delapan ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), tersebut tidak
dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena anggaran
tersebut digunakan untuk menguntungkan mereka terdakwa atau orang lain  diluar
peruntukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta tahun 2007 / 2008, hal tersebut atas sepengetahuan saksi  Ir. DADAN
KOMARUL RAMDAN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Bahwa perbuatan terdakwa I  yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang
lain seperti tersebut diatas, dan telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya
sehingga tidak dapat ~mempertanggungjawabkan penggunaan wuang sejumlah
Rp. 828.829.822, (delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan
ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu untuk
kepentingan diluar penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Purwakarta bertentangan dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana
diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor: 280.1 / 53
/ SK / KPU-PWK / XI / 2007 tanggal 19 Nopember 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor: 280.1 / KPU-Pwk / IX /
2007 Tentang Penunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat
Komitmen / Atasan Langsung Bendahara / Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan
Pengelola Dana Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

Tahun Anggaran 2007 yang diatur dalam angka 2 yang berbunyi :

Angka “2. Bertanggungjawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun fisik yang

berkaitan dengan pembiayaan operasional pemilu.” Dan untuk terdakwa II telah
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menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya selaku Bendahara sebagaimana

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tersebut diatas yang diatur:
Angka “2 Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur penggunaan uang.

Angka “3. Wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya kepada penanggung jawab kegiatan dan Kuasa

Pengguna Anggaran Dana Hibah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, atas perhitungan kerugian
Daerah terhadap belanja hibah untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
tahun 2007/2008 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor
700/501/Irban.11/2012 tanggal 25 Oktober 2012 akibat perbuatan para terdakwa tersebut
Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengalami kerugian sebesar Rp.
828.829.822, (delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu

delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

————————— Perbuatan terdakwa I H. ADANG LUKMAN.SH ALIAS H. LUKMAN SH BIN H.
YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD ZAENUDIN BIN AHMAD YASIR
CICIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal
64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Purwakarta No. Reg. Perkara : PDS-01 / PRWAK / 03 / 2013 tanggal 28 Maret 2012, yang
pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa I H. Adang Lukman, SH Alias H. Lukman, SH dan terdakwa II

Ahmad Zaenudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ” tindak
pidana Kkorupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa I H. Adang Lukman, SH Alias H. Lukman, SH dan terdakwa
IT Ahmad Zaenudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”

tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”
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sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. Adang Lukman, SH Alias H. Lukman, SH
dan terdakwa IT Ahmad Zaenudin masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua)
Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.68.000.000,-
(enam puluh delapan juta rupiah) masing-masing untuk terdakwa I H. Adang Lukman, SH
Alias H. Lukman, SH sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan
terdakwa II Ahmad Zaenudin sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan
apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah
putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta
benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan
apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

ODNER SP) NOPEMBER 2007 :

1. Honorarium Tim Dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Wabup

2. Honorarium Sekretariat Tim Dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati / Wabup.

3. SSP No. 002964807409000 tentang pembayaran PPh Pasal 21 Honor Tim Dokter dan
Sekrtariat Tim Dokter Cabup dan Cawabup Rp 1.436.250,- tanggal Desember 07

4. Kwitansi tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2007 Biaya Operasional PPK dan PPs
Kecamatan Campaka sejumlah Rp. 19.650.000,-

5. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Cibatu sejumlah Rp. 25.550.000,-

6. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Purwakarta sejumlah Rp. 25.550.000,-

7. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Sukasari sejumlah Rp.23.850.000,-

8. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Bungursari sejumlah Rp 22.400.000,-

9. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
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dan PPS kec. Jatiluhur sejumlah Rp 25.550.000,-

10. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Kiarapdes sejumlah Rp.24.150.000,-

11.Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Babakan Cikao sejumlah Rp.29.525.000,-

12. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Bojong sejummlah Rp.40.150.000,-

13. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Wanayasa sejummlah Rp.37.275.000,-

14. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Darangdan sejummlah Rp. 42.275.000,-

15. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Tegalwaru sejummlah Rp. 33.150.000,-

16. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Plered sejummlah Rp. 44.200.000,-

17. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Maniis sejummlah Rp. 27.400.000,-

18. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Sukasari sejummlah Rp. 39.450.000,-

19. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Pasawahan sejummlah Rp 29.400.000,-

20. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Pondoksalam sejummlah Rp 33.775.000,-

21. Kwitansi tanggal 30 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya Pengamanan
Stationer sejumlah Rp. 5.000.000,-

22. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretria Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 1 sebesar Rp 3.600.000,-

23. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 2 sebesar Rp 3.600.000,-

24. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 3 sebesar Rp 3.250.000,-

25. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 4 sebesar Rp 1.325.000,-

26. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 5 sebesar Rp 1.325.000,-

27. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 6 sebesar Rp 1.325.000,-

28. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
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Umum Kab.Purwakarta Paket 7 sebesar Rp 1.325.000,-

29. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 8 sebesar Rp 1.325.000,-

30. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 9 sebesar Rp 675.000,-

31. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 10 sebesar Rp 675.000,-

32. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 11 sebesar Rp 675.000,-

33. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 12 sebesar Rp 675.000,-

34. Daftar Rekapitulasi Pengeluaran Uang Lembur Bulan Nopember 2007 tanggal 29
Nopember 2007 sejumlah Rp. 4.575.000,-

35. Daftar Lembur Pegawai pada Komisi PemilihanUmum Kab. Purwakarta Bulan
Nopember 2007 lembar 1, 2 dan 3 tanggal Nopember 2007 sebesar Rp. 4.200.000,-

36. Daftar Lembur Pegawai pada Komisi PemilihanUmum Kab. Purwakarta Bulan
Nopember 2007 lembar 4 tanggal Nopember 2007 sebesar Rp. 375.000,-

37. Daftar Hadir lembur Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat KPU kab. Purwakarta
Bulan Nopember 2007 tanggal; 2,5,6,sd,8 -9 Nopember 2007

38. Tanda terima honorarium Nara Sumber Rapat Kerja PPK se Kab. Purwakarta,
tanggal 29 Nopember 2007, tempat Aula Rapat KPU kab. Purwakarta sebesar Rp.
1.450.000,-

39. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

40. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

41. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

42. Undangan Rapat Koordinasi tertanggal 28 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh
Ketua KPU

43. Daftar Hadir Ketua PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal 29
Nopember 2007

44. Daftar Hadir Bendahara PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta
tanggal 29 Nopember 2007

45. Daftar Hadir Sekretaris PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal
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29 Nopember 2007

46. Daftar Hadir Anggota dan Sekretariat KPU pada Acara Rapat Kerja PPK pada acara

Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal 29 Nopember 2007

47. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 tentang Honorarium Peliputan Pers
Untuk Wartawan sebesar Rp. 750.000,-

48. Kwitansi tanggal 28 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja ATK ke
Toko Wisuda Purwakarta sebesar Rp. 2.795.500,-

49. Kwitansi tanggal 27 Nopember Tahun 2007 tentang biaya liputan pers sebesar Rp
800.000,-

50. Tanda terima konfrensi Pers dengan KPU Kab. Purwakarta untuk Pemilihan Umum
Bupati ( lampiran kwitansi diatas )

51. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang Belanja ATK sebesar Rp.
2.597.150,-

52. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang perjalanan dinas atas nama Ade
Suardi, sebesar Rp. 150.000,-

53. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang perjalanan dinas atas nama Drs
Karlan sebesar Rp. 350.000,-

54. Rekapitulai Pembayaran uang lelah Petugas data entri sekabupaten Purwakarta
tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp. 17.070.000,-

55. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kecamatan Kec. Campaka sebesar Rp.
960.000,-

56. Tanda terima uang lelah Operator Data EntriKec. Campaka sebesar Rp. 960.000,-

57. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Bungursari tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

58. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Jatiluhur tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

59. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Babakan Cikao tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-

60. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Sukatani tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

61. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Plered tanggal 19 Nopember 2007
sebesar Rp. 960.000,-

62. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Sukasari tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.080.000,-

63. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Maniis tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.020.000,-

64. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Darangdan tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp.960.000,-
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65. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Bojong tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.020.000,-

66. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Wanayasa tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

67. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Kiarapedes tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.020.000,

68. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Pondoksalam tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-

69. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Pasawahan tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

70. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Tegalwaru tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp.1.020.000,-

71. Rekapitulasi Tanda Terima Honorarium Inveksi Pendaftaran Pemilih Dari DPA Ke
DPS pada KPU Kab. Purwakarta tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 18.730.000,-

72. Honor Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab. Purwakarta
untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 1.500.000,-

73. Honor Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab. Purwakarta
untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 4.250.000,-

74. Honor Pengawalan Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab.
Purwakarta untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp.
1.000.000,-

75. Kwitansi tanggal 17 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja ATK ke
Toko Wisuda Purwakarta sebesar Rp. 435.000,-

76. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja konsumsi
rapat sebesar Rp. 170.000,-

77. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja konsumsi
rapat sebesar Rp. 300.000,-

78. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 biaya Photocopi Format A3.2 dan A3.3
sebsar Rp. 8.700.000,-

79. Kwitansi tanggal 16 Nopember 2007 tentang Biaya Operasional Pengamanan
Pendaftaran Calon Bupat/Wakil Bupati sebesar Rp. 5.000.000,-

80. Surat Printah Polres Purwakarta tentang Perintah pelaksanaan Pam Pendaftaran
Balon Bupati/Wkl Bupati tanggal 12 Nopember 2007

81. Kwitansi biaya cetak ulang Format A1l tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.
617.700,-

82. Kwitansi biaya sewa mobil box untuk mendistribusikan barang cetak ke 17
kecamatan tnggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 600.000,-

83. Kwitansi biaya suvervisi dan jaminan instalsi Kantor KPU Purwakarta tanggal 12
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Nopember 2007 sebesar Rp. 4.125.000,- kepada PLN Purwakarta

84. Kwitansi pembayaran biaya perubahan daya dar PLN Purwakarta tanggal 12
Nopember 2007 sebesar Rp.4.167.100,-

85. Rekapitulasi Honorarium Petugas Pengiriman Format Daftar Pemilih sementara Rp.
2.450.000,- tanggal 14 Nopember 2007

86. Tanda terima honorarium Petugas Pengalokasian Barang Daftar pemilih Daftar
pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000,-

87. Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barang Daftar Pemilih Sementara
dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 14 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.360.000,-

88. Tanda terima Honorarium Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Kelompok Kerja
Alokasi Distribusi Barang Daftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu
Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.
1.250.000,-

89. Tanda terima Honorarium KPU Kab. Purwakarta Kelompok Kerja Alokasi
Distribusi Barang Daftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu
Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.
1.250.000,-

90. Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barang Daftar Pemilih sementara dan
Formulir

91. Tanda terima untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.360.000,-

ODNER SPJ DESEMBER 2007 :

92. Kwitansi Rp.9.000.000,- untuk pembayaran Prestasi Deklarasi Damai tertanggal 15
Januari 2007.

93. Kwitansi Kosong yang ditandatangani dan dicap Natural Stone.

94. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Sewa Gedung Deklarasi Damai tertanggal
15 Januari 2007.

95. Kwitansi Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Cetak Undangan Deklarasi Damai
tertanggal kosong.

96. Kwitansi Kosong yang ditandatangani oleh Nurdin Hidayat.

97. Kwitansi Rp.27.000.000,- untuk pembayaran Jamuan Makan dan Snack pada
Deklarasi Damai tertanggal 15 Januari 2008.

98. Kwitansi Kosong yang ditandatangani.

99. Kwitansi Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Dekorasi Ruangan Deklarasi Damai
tertanggal 15 Januari 2008.

100. Kwitansi Kosong yang ditandatangani oleh Anton Sujarwo.
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101. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Kesenian Tradisional bulan Januari

2008.

102. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Transportasi dan Honor Tim Paduan
Suara tertanggal 15 Januari 2008.

103. Purchase Order Tiens Marble kosong dan ditandatangani serta dicap.

104. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Liputan Deklarasi Damai Para
Kandidat tanggal 17 Januari 2008 yang tertanggal 18 Januari 2008.

105. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Siaran Langsung Ikrar Prasasti
Deklarasi Damai oleh Calon Bupati/Wakil Bupati tertanggal 17 Januari 2008.

106. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
(DPT) tertanggal 17 Januari 2008.

107. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Koran/Tabloid TRIK dalam Pemuatan
Perubahan Pengumuman Pelaksanaan Pencoblosan tertanggal 16 Januari 2008, serta
Nota Tagihan.

108. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Tahun
2007 Pengadaan Laporan Form C-KWK dan Model DA-KWK tertanggal 18
Desember 2007.

109. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Tahun
2007 Pengadaan Sampul dan Naskah Sumpah Janji tertanggal 18 Desember 2007.

110. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Biaya Sosialisasi tertanggal 18
Desember 2007.

111. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Biaya Sosialisasi tertanggal 18
Desember 2007.

112. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta untuk FK Bamusdes tertanggal 22
Desember 2007.

113. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta untuk SP3 tertanggal 22
Desember 2007.

114. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, BEM STAI Muttagiem tertanggal
22 Desember 2007.

115. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, PWI Kab. Purwakarta tertanggal
22 Desember 2007.

116. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, KAHALI tertanggal 22 Desember
2007.
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117. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, FKMB tertanggal 22 Desember
2007.

118. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, GSC tertanggal 23 Desember
2007.

119. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, POC tertanggal 23 Desember
2007.

120. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Iwamapu tertanggal 23 Desember
2007.

121. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Pemuda Persis tertanggal 24
Desember 2007.

122. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tertanggal 23 Desember 2007.

123. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, ISY tertanggal 23 Desember
2007.

124. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Pemuda Muhamadiyah
Purwakarta tertanggal 24 Desember 2007.

125. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, dengan STIE Muttagien
tertanggal 24 Desember 2007.

126. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan KNPI tertanggal 24
Desember 2007.

127. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IKSAP tertanggal 24
Desember 2007.

128. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Kemas tertanggal 25
Desember 2007.

129. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan HIPWI tertanggal 25
Desember 2007.
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130. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan FPM tertanggal 25
Desember 2007.

131. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Pemuda Muhamadiyah
tertanggal 26 Desember 2007.

132. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IJP tertanggal 26
Desember 2007.

133. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IKAMI tertanggal 26
Desember 2007.

134. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan LP3 tertanggal 26
Desember 2007.

135. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Komunitas Wartawan
Purwakarta tertanggal 28 Desember 2007.

136. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Karang Taruna Kiarapedes
tertanggal 28 Desember 2007.

137. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan UNPUR tertanggal 28
Desember 2007.

138. Kwitansi Rp.1.400.000,- untuk pembayaran Tambahan biaya print out Kec. Kiara
pedes dan biaya foto copy Kec. Bojong tertanggal 2 Desember 2007.

139. Faktur Rp.985.000,- tertanggal 20 Desember 2007.

140. Faktur Rp.622.500,- tertanggal 18 Desember 2007.

141. Faktur Rp.822.500,- tertanggal 27 Desember 2007.

142. Faktur Rp.570.000,- tertanggal 12 Desember 2007.

143. Kwitansi Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Service & Pembelian Spare Part
Kendaraan Dinas KPU tertanggal Desember 2007.

144. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

145. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun

2008 tertanggal 31 Desember 2007.
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146. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia

penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

147. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

148. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

149. Kwitansi Rp.250.000,- untuk pembayaran service printer tertanggal 31 Desember
2007 beserta Surat Permohonannya.

150. Kwitansi Rp.5.250.000,- untuk pembayaran tabloid Trik tertanggal 31 Desember
2007.

151. Kwitansi Rp.390.000,- tertanggal 31 Desember 2007.

152. Tanda Terima Honorarium pokja pengalokasian dan pengepakan barang-barang
kelengkapan TPS dan formulir-formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara
di TPS untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008,
tertanggal 31 Desember 2007.

153. Tanda Terima Honorarium pokja pengalokasian dan pengepakan barang-barang
kelengkapan TPS dan formulir-formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara
di TPS untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008,
tertanggal 31 Desember 2007.

154. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

155. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

156. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

157. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

158. Rekap Honor Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta tertangal 31 Desember
2007.

159. Daftar Hadir Lembur PNS pada Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

160. Daftar Hadir Lembur Pegawai Honorer pada Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

161. Daftar Hadir Lembur Satpam dan Pramubakti pada Sekretariat KPU Kab.
Purwakarta.

162. Kwitansi Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Tabloid Polkrim tertanggal 31 Desember
2007, beserta Nota Tagihannya.
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163. Kwitansi Rp.1.100.000,- untuk pembayaran pembelian 5 buah Cartrider tertanggal
31 Desember 2007.

164. Kwitansi Rp.500.000,- untuk pembayaran Monitoring kampanye tertanggal 31
Desember 2007.

165. Kwitansi Rp.1.917.000,- untuk pembayaran Honorarium petugas pemutakhiran data
tertanggal 31 Desember 2007.

166. Kwitansi Rp.500.000,- untuk pembayaran Honorarium tertanggal 28 Desember
2007.

167. Kwitansi Rp.350.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi
tertanggal 31 Desember 2007.

168. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.825.000,-

169. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.590.363,-

170. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.220.000,-

171. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.220.000,-

172. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.135.081,-

173. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.71.610,-

174. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.130.420,-

175. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.35.860,-

176. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.1.597.979,-

177. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.1.373.373,-

178. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.909.076,-

179. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.1.445.358,-

180. Surat Tagihan Rekening Telepon / Speedy yang ditujukan kepada Ketua KPU.

181. Kwitansi Rp.10.000.000,- untuk pembayaran Pengamanan stasioner Polres
Purwakarta tertanggal 28 Desember 2007.

182. Kwtansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

183. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

184. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

185. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 29 Desember 2007.

186. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

187. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

188. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

189. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

190. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

191. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

192. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

193. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

194. Kwitansi Rp.1.523.500,- tertanggal 28 Desember 2007.
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195. Kwitansi Rp.2.213.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

196. Kwitansi Rp.2.538.000,- tertanggal 28 Desember 2007.
197. Kwitansi Rp.2.725.300,- tertanggal 28 Desember 2007.
198. Kwitansi Rp.5.850.000,- tertanggal Desember 2007.
199. Kwitansi Rp.10.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.
200. Kwitansi Rp.12.450.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

201. Permohonan Pencairan Dana Raker PPS dan KPPS Kec. Darangdan tertanggal 28
Desember 2007.

202. Kwitansi Rp.9.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

203. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

204. Kwitansi Rp.33.300.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

205. Kwitansi Rp.8.700.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

206. Kwitansi Rp.6.750.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

207. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

208. Kwitansi Rp.6.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

209. Kwitansi Rp.9.300.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

210. Kwitansi Rp.10.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

211. Kwitansi Rp.8.100.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

212. Permohonan Pencairan Dana Raker PPS dan KPPS Kec. Campaka tertanggal 28
Desember 2007.

213. Kwitansi Rp.14.250.000,- tertanggal 28 Desember 2007

214. Kwitansi Rp.10.050.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

215. Kwitansi Rp.2.384.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

216. Kwitansi Rp.39.462.500,- tertanggal 27 Desember 2007 beserta Nota Tagihannya.

217. Surat Perintah Kerja Nomor :270/24/SPK/Set. KPU/X1/2007 tanggal 26 November
2007.

218. Kwitansi Rp.41.913.190,- tertanggal 27 Desember 2007 beserta Nota Tagihannya.

219. Faktur No.11/SW/XI1/2007.

220. Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 27 Desember 2007.

221. Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 27 Desember 2007.

222. Kwitansi Rp.23.135.000,-,- tertanggal 27 Desember 2007.

223. Kwitansi Rp.1.461.600,- tertanggal 27 Desember 2007.

224. Surat Permohonan Dana Pembuatan SKCK untuk PPK dan PPS se Kabupaten
Purwakarta tertanggal 26 Desember 2007.

225. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan IWARTA tertanggal 27 Desember 2007.

226. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan AXIC tertanggal 27 Desember 2007.
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227. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati dengan APPSI tertanggal 27 Desember 2007.

228. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan KWNI tertanggal 27 Desember 2007.

229. Kwitansi Rp.3.450.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

230. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

231. Kwitansi Rp.3.450.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

232. Kwitansi No.K07-01104 Rp.335.346.935,- tertanggal 27 Desember 2007.

233. Kwitansi Rp.66.000.000,- tertanggal 26 Desember 2007.

234. Invoice dari Kharisma Management Consultans Rp.66.000.000,-

235. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/Pan. TTA-KPU/X1/2007

236. Surat Kegiatan Pengadaan Tanda Khusus Tinta Pilkada tertanggal 15 Nopember
2007.

237. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan Pernaja tertanggal 26 Desember 2007.

238. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan ZLS tertanggal 26 Desember 2007.

239. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan GPI tertanggal 26 Desember 2007.

240. Kwitansi Rp.53.292.580,- tertanggal 26 Desember 2008.

241. Nota Tagihan Rp.53.292.580,- tertanggal 26 Desember 2007.

242. Faktur Nomor : 036/RPM/FAK-XII/07 tertanggal 26 Desember 2007.

243. Daftar Pengiriman Barang KPUD Kabupaten urwakarta tertanggal 26 Desember
2007.

244, Kwitansi Rp.31.856.550,- tertanggal 26 Desember 2008.

245. Nota Tagihan Rp.31.856.550,- tertanggal 26 Desember 2007.

246. Faktur Nomor : 034/RPM/FAK-XII/07 tertanggal 21 Desember 2007.

247. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan KJN tertanggal 25 Desember 2007.

248. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati tertanggal 24 Desember 2007.

249. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan Baladhika Karya tertanggal 24 Desember 2007.

250. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan PII tertanggal 24 Desember 2007.

251. Kwitansi Rp.20.812.500,- tertanggal 24 Desember 2007.

252. Permohonan Pembayaran dari Sugiono Poulus tertanggal 24 Desember 2007.

253. Kwitansi Rp.24.750.000,- tertanggal Desember 2007.
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254. Surat Penawaran Audit Dana Kampanye dari Sugiono Poulus tertanggal 07

Desember 2007.
255. Kwitansi Rp.5.850.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
256. Kwitansi Rp.14.250.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
257. Kwitansi Rp.3.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
258. Kwitansi Rp.10.050.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
259. Kwitansi Rp.33.300.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
260. Kwitansi Rp.9.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
261. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
262. Kwitansi Rp.11.100.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
263. Kwitansi Rp.12.450.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
264. Kwitansi Rp.8.700.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
265. Kwitansi Rp.9.300.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
266. Kwitansi Rp.6.000.000,- tertanggal 27 Desember 2007.
267. Kwitansi Rp.6.150.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
268. Kwitansi Rp.6.000.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
269. Kwitansi Rp.9.150.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
270. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
271. Kwitansi Rp.6.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
272. Kwitansi Rp.8.100.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
273. Kwitansi Rp.1.200.000,- tertanggal 24 Desember 2007.
274. Kwitansi Rp.3.000.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

275. Surat Permohonan Pencairan Anggaran Perlengkapan Administrasi TPS tertanggal
22 Desember 2007.

276. Nota Penagihan dari CV. Nurrahman tertanggal 19 Desember 2007.

277. Kwitansi Rp.91.551.625,- tertanggal 24 Desember 2007.

278. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 3 Desember 2007.

279. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 23 Desember 2007.

280. Kwitansi Rp.1.600.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

281. Kwitansi Rp.3.800.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

282. Honorarium Rp.2.240.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

283. Honorarium Rp.4.000.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

284. Honorarium Rp.750.000,- tertanggal Desember 2007.

285. Tanda Terima Honorarium Rp.1.250.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

286. Tanda Terima Honorarium Rp.800.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

287. Tanda Terima Honorarium Rp.1.250.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

288. Tanda Terima Honorarium Rp.1.500.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

289. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk H. Adang Lukman, SH. Dkk.
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Tertanggal 22 Desember 2007.

290. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk Ir. Dadan Komarul Ramdan, MT.
Dkk. Tertanggal 22 Desember 2007.

291. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk H. Achmad Sadeli, SH. Dkk.
Tertanggal 22 Desember 2007.

292. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 21 Desember 2010.

293. Tanda Terima Uang Saku dan Transportasi Rp.3.300.000,- tertanggal 21 Desember
2007.

294. Kwitansi dari CV. Beringin Sakti Rp.63.019.550,- tertanggal 21 Desember 2007.

295. Faktur dari CV. Beringin Sakti Rp.63.019.550,- tertanggal 13 Desember 2007.

296. Kwitansi Rp.28.325.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

297. Nota Penagihan Rp.28.325.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

298. Faktur dari CV. Triguna Mandiri tertanggal 13 Desember 2007.

299. Surat Perintah Kerja kepada CV. Triguna Mandiri tertanggal 26 November 2007.

300. Kwitansi Rp.62.012.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

301. Nota Penagihan Rp. 62.012.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

302. Faktur dari CV. Mitra Anugrah tertanggal 12 Desember 2007.

303. Surat Perintah Kerja kepada CV. Mitra Anugrah tertanggal 26 November 2007.

304. Kwitansi Rp.29.562.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

305. Nota Penagihan Rp.29.562.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

306. Faktur dari CV. Planet tertanggal 12 Desember 2007.

307. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

308. Kwitansi Rp.56.100.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

309. Nota Penagihan Rp. 56.100.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

310. Faktur dari CV. Planet tertanggal 13 Desember 2007.

311. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

312. Surat Perintah Kerja kepada CV. Triguna Mandiri tertanggal 26 November 2007.

313. Kwitansi Rp.13.200.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

314. Faktur dari CV. Triguna Mandiri tertanggal 14 Desember 2007.

315. Nota Penagihan Rp.13.200.000,- tertanggal 14 November 2007.

316. Kwitansi Rp.39.462.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

317. Nota Penagihan Rp.39.462.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

318. Faktur dari CV. Planet tertanggal 12 Desember 2007.

319. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

320. Kwitansi Rp.38.307.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

321. Nota Penagihan Rp. 38.307.500,- tertanggal 13 Desember 2007.

322. Faktur dari CV. Mitra Anugrah tertanggal 13 Desember 2007.

323. Kwitansi Rp.21.230.000,- tertanggal 21 Desember 2007.
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324. Faktur dari Jatiluhur TV tertanggal November 2007.

325. Kwitansi Rp.27.984.550,-,- tertanggal 21 Desember 2007.

326. Surat Permohonan Pencairan Daa Pengadaan Sampul KPPS, PPK dan KPU
tertanggal 24 Desember 2007.

327. Nota Penagihan dari CV. Ratu Pusparani Mandiri Rp.27.984.550,- tertanggal 21
Desember 2007.

328. Nota Penagihan dari CV. Mahameru Rp.276.210.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

329. Faktur dari CV. Mahameru tertanggal 21 Desember 2007.

330. Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa KPU Kab.
Purwakarta Nomor : 270.02/11/PPBJ-03/X11/2007 tertanggal 21 Desember 2007.

331. Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Bilik Suara KPU Kab.
Purwakarta Nomor : 270.02/10/PPBJ-03/X11/2007 tertanggal 21 Desember 2007.

332. Kwitansi Rp.800.000,- tertanggal 28 Desember 2007 yang menerima RM. Nurcahya,
ST.

333. Kwitansi Rp.775.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Usman Sadeli.

334. Kwitansi Rp.9.025.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Syarief Y.

335. Kwitansi Rp.6.625.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Panji.

336. Kwitansi Rp.6.700.000,- tertanggal 20 Desember 2007 yang menerima Usman
Sadeli.

337. Kwitansi Rp.4.175.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima A. Anwar
Sadat.

338. Kwitansi Rp.4.475.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima radisastra.

339. Kwitansi Rp.6.425.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Abad
Badrudin.

340. Kwitansi Rp.6.881.000,- tertanggal 5 Desember 2007 yang menerima Encep Anwar
M.

341. Kwitansi Rp.675.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima PPK Kec.
Pasawahan.

342. Kwitansi Rp.625.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Suheryana.

343. Kwitansi Rp.775.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

344. Kwitansi Rp.725.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Encep Anwar
M.

345. Kwitansi Rp.875.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Asep Supandi.

346. Kwitansi Rp.525.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ridwan
Nazarudin.

347. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Enjang
Rahmat.

348. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ketua PPK.
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349. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ketua PPR.

350. Surat Lembur Pada Hari Libur Nasional tertanggal 26 Desember 2007.
351. Surat Perintah melaksanakan lembur tertanggal 26 Desember 2007.
352. Daftar Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta bulan Desember 2007

Rp.5.850.000,-.

353. Daftar Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta bulan Desember 2007
Rp.600.000,-

354. Daftar Hadir Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta tanggal 20, 23 & 25
Desember 2007.

355. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 18 Desember 2008 yang menerima Ridwan
Nazarudin.

356. Tanda Terima Honorarium Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

357. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

358. Kwitansi Rp.750.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

359. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007 yang menerima Polres
Purwakarta.

360. Surat Perintah Kapolres Purwakarta No.Pol : SPRIN/504/X11/2007 dalam rangka
PAM Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

361. Tanda Terima Honorarium Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

362. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

363. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

364. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007 yang menerima Sukanda /
Kodim Purwakarta.

365. Tanda Terima Honorarium Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

366. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

367. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

368. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

369. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

370. Nota toko Sakura Rp.175.000,- dan bensin Rp.25.000,- tertanggal 17 Desember
2007.

371. Daftar Hadir Rapat Persiapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 17
Desember 2007.

372. Kwitansi Rp.250.000,- tertanggal 17 Desember 2007 yang menerima Iwan Torana.

373. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 14 Desember 2007.

374. Kwitansi Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

375. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 16 Desember 2007.

376. Kwitansi Rp.750.000,- tertanggal 18 Desember 2007.

377. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Agus
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Kusnaedi.

378. Kwitansi Rp.250.000,- tertanggal 15 Januari 2007 yang menerima Ahmad Mustofa.

379. Kwitansi Rp.200.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

380. Kwitansi Rp.200.000,- untuk pembelian catridge Canon Pixma tertanggal 15
Desember 2007.

381. Kwitansi Rp.75.000,- tertanggal 15 Juni 2008 yang menerima Sugandi.

382. Kwitansi Rp.75.000,- tertanggal 15 Juni 2007 yang menerima S. Poermana.

383. Kwitansi Rp.395.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

384. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Asep.

385. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal kosong yang menerima I Nyoman S.

386. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

387. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008 untuk Biaya Sosialisasi & Honor
Narasumber.

388. Kwitansi Rp.200.000,- tertanggal 16 Desember 2007 yang menerima Nakar Putra.

389. Kwitansi Rp.450.000,- tertanggal 16 Desember 2007 yang menerima Dedi Suhendi.

390. Kwitansi Rp.558.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Iman.

391. Kwitansi Rp.600.000,- tertanggal 14 Desember 2007 untuk Sewa Mobil.

392. Kwitansi Rp.3.500.000,- tertanggal 7 Desember 2007 yang menerima Kompol
Sunyoto.

393. Surat Perintah Kapolres Purwakarta No.Pol : SPRIN/426/X1/2007 dalam rangka
Pengamanan Pembukaan Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati.

394. Kwitansi Rp.48.725.000,- tertanggal kosong untuk pembayaran tahap I
Pembentukan Media Centre KPU Kab. Purwakarta, yang menerima Ir. Ari Sufyandi,
Dipl.H. MT. Ph.D.

395. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 10 Desember 2007.

396. Kwitansi Rp.130.000,- tertnggal 13 Desember 2007.

397. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 14 Desember 2007.

398. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan DPC HIPSI tertanggal 4 Januari 2008.

399. Kwitansi Rp.3.150.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

400. Surat Kebutuhan ATK untuk Print Out Penyelesaian Daftar Pemilih Sementara
(DPS) dan DPT Tambahan tertanggal 13 Desember 2007.

401. Kwitansi Rp.30.000,- tertanggal 8 Desember 2007.

402. Tanda Terima Honorarium Tim Pengelola Keuangan Rp.7.550.000,- tertanggal 7
Desember 2007.

403. Kwitansi Rp.9.350.000,- untuk sistem infus printer tertanggal 7 Desember 2007.

404. Surat Permohonan Pencairan Dana Alat System Infus Printer tertanggal 7 Desember

2007.
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405. Kwitansi Rp.45.760.000,- untuk pembayaran Biaya Penayangan Publikasi &

Informasi KPU Kab. Purwakarta tertanggal 6 Desember 2007.

406. Faktur dari PT. Raja Cipta Media Televisi.

407. Kwitansi Rp.100.000,- untuk pembelian BBM kendaraan tertanggal 6 Desember
2007.

408. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 8 Desember 2007 kepada Trend 101,2 FM
Purwakarta.

409. Penawaran Harga dari Trend 101,2 FM Purwakarta tertanggal 6 November 2007.

410. Permohonan Pencairan Dana Sosialisasi ke Radio Trend FM tertanggal 29
November 2007.

411. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 6 Desember 2007 yang menerima H. Ahmad
Sadeli, SH.

412. Kwitansi Rp.50.000,- tertanggal 6 Desember 2007.

413. Kwitansi Rp.9.850.000,- untuk belanja ATK tertanggal 5 Desember 2007.

414. Kwitansi Rp.40.872.810,- untuk pembayaran Pengadaan Sampul KPPS, PPK KPU
dan Saksi serta Pengadaan Berita Acara untuk Pelatihan tertanggal 21 Desember
2007.

415. Nota Tagihan Rp.40.872.810,- dari CV. Jaya Posopati Pratiwi tertanggal 21
Desember 2007.

416. Honorarium Petugas Monitoring Kampanye tanggal 5 Desember 2007
Rp.2.250.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

417. Tanda Terima Honorarium Petugas Monitoring Tempat Kampanye tertanggal 5
Desember 2007.

418. Surat Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Berita Acara KPPS, PPK, KPU &
Saksi serta Pengadaan Berita Acara untuk Pelatihan tertanggal 24 Desember 2007.

419. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye tertanggal 4 Desember
2007.

420. Kwitansi Rp.4.953.780,- tertanggal 7 Desember 2007.

421. Kwitansi kosong ditandatangani dan dicap.

422. Nota Penagihan dari CV. Sukatani Cipta Lestari 4.953.780,- tertanggal 4 Desember
2007.

423. Faktur dari CV. Sukatani Cipta Lestari tertanggal 4 Desember 2007.

424. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 5 Desember 2007.

425. Kwitansi kosong ditandatangani dan dicap.

426. Kwitansi Rp.167.350,- tertanggal 5 Desember 2007.

427. Rekap Tanda Terima Honorarium Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.13.700.000,- tertanggal 3
Desember 2007.
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428. Tanda Terima Honorarium Anggota KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.6.500.000,- tertanggal 3
Desember 2007.

429. Tanda Terima Honorarium Sekretariat KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.2.300.000,- tertanggal
Desember 2007.

430. Tanda Terima Honorarium Sekretariat KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.3.250.000,- tertanggal
Desember 2007.

431. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan PERSWADA tertanggal 2 Januari 2008.

432. Honorarium Petugas Monitoring Kampanye tanggal 3 Desember 2007
Rp.2.000.000,- tertanggal 3 Desember 2007.

433. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Rp.1.600.000,- tertanggal 3 Desember
2007.

434. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Rp.2.000.000,- tertanggal 2 Desember
2007.

435. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 2 Desember 2007 yang menerima Kompol
Sunyoto.

436. Kwitansi Rp.60.000,- untuk pembayaran HU. Pikiran Rakyat bulan Nopember 2007
tertanggal Desember 2007.

437. Kwitansi Rp.60.000,- untuk pembayaran Koran HU. Pelita bulan Nopember 2007
tertanggal 1 Desember 2007.

ODNER SPJ JANUARI 2008 :

438. Kwitansi No.K 278 Pengamanan di KPU Kab. Purwakarta dari Intel Kodim
Purwakarta tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 500.000,-

439. Kwitansi Langganan Koran HU Radar Karawang tanggal 1 Januari 2008 sebesar
Rp. 50.000,-

440. Surat Permohonan Pencairan Angaran Pembuatan Buku Peraturan KPU tanggal 31
Desember 2007.

441. Nota penagihan dari CV Triguna mandiri tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.
67.100.000,-

442. Kwitansi No.K 271 Kehormatan Linmas TPS Sukasari Kec. Sukasari tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,-

443. Kwitansi No.K 202a Sidang Penghitungan Suara di Kec. Purwakarta tanggal 18
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Januari 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-.

444. Kwitansi No.K 202 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Tegalwaru
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000

445. Kwitansi No.K 203 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Jatiluhur
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

446. Kwitansi No.K 204 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Bojong
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

447. Kwitansi No.K 205 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Babakan
Cikao tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-.

448. Kwitansi No.K 206 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Sukasari
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

449. Kwitansi No.K 207 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Pasawahan
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

450. Kwitansi No.K 208 honorarium Linmas di TPS Kec. Pasawahan tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 11.800.000,-.

451. Kwitansi No.K 209 honorarium Linmas di TPS Kec. Bojong tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 12.400.000,-

452. Kwitansi No.K 210 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya sidang
Penghitungan Suara di PPK Kec. Kiarapedes tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
13.450.000,-

453. Kwitansi No.K 211 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya sidang
Penghitungan Suara di PPK tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 13.650.000,-

454. Kwitansi No.K 212 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya sidang
Penghitungan Suara di PPK Kec.Maniis tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
13.650.000,-

455. Kwitansi No.K 213 honorarium Linmas KPPS Kec. Babakan Cikao tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 14.000.000,-

456. Kwitansi No.K 213a honorarium Linmas KPPS Kec. Tegalwaru tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 14.600.000,-

457. Kwitansi No.K 214 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan
penggandaan DPT dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
15.585.000,-

458. Kwitansi No.K 215 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan sewa
infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 16.250.000,-

459. Kwitansi No.K 216 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan sewa
infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 17.250.000,-

460. Kwitansi No.K 217 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec. Bungur
Sari dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 18.850.000,-
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461. Kwitansi No.K 218 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec.

Darangdan dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 22.050.000,-

462. Kwitansi No.K 219 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec. Jatiluhur
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 22.650.000,-

463. Kwitansi No.K 220 honorarium Linmas di TPS, Biasa Sidang PPK Kec. Sukatani
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 23.050.000,-

464. Kwitansi No. K 221 honorarium Linmas di TPS, Biasa Sidang PPK Kec.Plered
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 24.450.000,-

465. Kwitansi No. K 222 honorarium Linmas KPPS Kec. Purwakarta tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 45.200.000,-

466. Kwitansi No. K 222a pembayaran biaya penulis C.6 di Kelurahan Ciseureuh tanggal
18 Januari 2008 Rp. 2.252.300,-

467. Kwitansi No. 223 Pengadaan hand Phone tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
69.575.000,-

468. Kwitansi No. 224 Makan Siang (acara Silaturahmi PPK dan Sekretariat PPK Kab.
Purwkarta tanggal 18 Januauri 2008 Rp. 6.418.000,-

469. Tanda Terima No. K. 227 Uang lelah Rapat Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 19 Januari
2008

470. Kwitansi No K 230 Pulsa Elektrik untuk Quick count tanggal 20 Januari 2008 Rp.
3.950.000,-

471. Kwitansi No K 231 Pulsa lektrik tanggal 21 Januari 2008 Rp. 270.000,-

472. Kwitansi No K 234 Honorarium PPDP Kec. KiaraPedes tanggal 21 Januari 2008
Rp. 5.584.000,-

473. Kwitansi No K 235 Honorarium PPDP Kec. Pondok Salam tanggal 24 Januari 2008
Rp. 6.072.000,-

474. Kwitansi No K 236 Honorarium PPDP Kec. Cibatu tanggal 21 Januari 2008 Rp.
6.317..000,-

475. Kwitansi No K 237 Dokumentasi selama Pilkada tanggal 21 Januauri 2008 Rp.
7.000.000,-

476. Kwitansi No K 233 Liputan Langsung Radio Trend FM tanggal 21 Januauri 2008
Rp. 5.000.000,-

477. Kwitansi No K 238 Honorarium PPDP Kec. Wanayasa tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.247..000,-

478. Kwitansi No K 239 Honorarium PPDP Kec. Pasawahan tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.848..000,-

479. Kwitansi No K 240 Honorarium PPDP Kec.Bungur Sari tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.967..000,-
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480. Kwitansi No K 241 Honorarium PPDP 60% Kec.Tegalwaru tanggal 21 Januari 2008

Rp. 9.281.000,-

481. Kwitansi No K 242 Honorarium PPDP 60 % Kec. Bojong tanggal 21 Januari 2008
Rp. 9.541.000,-

482. Kwitansi No K 243 Honorarium PPDP 60 % Kec. Jatiluhur tanggal 21 Januari
2008 Rp. 12.345.000,-

483. Kwitansi No K 244 Honorarium PPDP 60 % Kec. Campaka tanggal 21 Januari
2008 Rp. 13.181.000,-

484. Kwitansi No K 245 Honorarium PPDP Kec. Babakan cikao tanggal 21 Januari
2008 Rp. 15.940.500,-

485. Kwitansi No K 245a Biaya Tambahan untuk TPS IX Ciwareng tanggal 21 Januari
2008 Rp. 968.000,-

486. Kwitansi No K 247 Honorarium PPDP Kec. Sukatani tanggal 23 Januari 2008 Rp.
22.046.500,-

487. Kwitansi No K 248 Honorarium PPDP Kec. Plered tanggal 21 Januari 2008 Rp.
24.764.000,-

488. Kwitansi No K 249 Biaya Cetak Poster Deklarasi Damai tanggal 21 Januari 2008
Rp. 37.125.000,-

489. Nota Penagihan CV Wikal tanggal 21 Januari 2008 Rp. 37.125.000,-

490. Kwitansi No K 250 Honorarium PPDP 100 % Kec. Purwakarta tanggal 21 Januari
2008 Rp. 55.947.000,-

491. Tanda Terima No K 253 Uang lelah Rapat Penetapan Calon Terpilih Pilkada Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008

492. Kwitansi No K 257 Honorarium Monitoring Pemungutan Suara Pilbup tanggal 23
Januari 2008 Rp. 200.000,-

493. Kwitansi No K 259 Honorarium PPDP Kec.Darangdan tanggal 23 Januari 2008 Rp.
13.252.500,-

494. Kwitansi No K 260 Keamanan Insidentil KPU untuk Polres Purwakarta tanggal 24
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

495. Kwitansi No K 261Honorarium PPDP tanggal 24 Januari 2008 Rp. 4.787.000,-

496. Kwitansi No K 267 SPPD ke Kec.Bojong tanggal 25 Januari 2008 Rp. 100.000,-

497. Kwitansi No K 270 Pengadaan Baligo LOBH ukuran 3 x 4 m tanggal 25 Januari
2008 Rp. 36.300.000,-

498. Kwitansi No K 271 Cetak Model C 6 Pilkada 2008 tanggal 21 Januari 2008Rp.
96.560.849,-

499. Kwitansi No K 272 Pulsa Elektrik tanggal 25 Januari 2008 Rp. 825.000,-

500. Kwitansi No K 272a Pam Insidentil tanggal 26 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

501. Kwitansi No K 273 Monitoring ke Kecamatan tanggal 27 Januari 2008 Rp.
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200.000,-

502. Kwitansi No K 274 Service dan Pembelian Spare Part Kendaraan Dinas KPU
tanggal Januari 2008 Rp. 2.500.000,-

503. Kwitansi No K 275 Honorarium Koordinator Data Entry Kecamatan se Kab.
Purwakarta tanggal 27 Januari 2008.

504. Kwitansi No K 277 Honorarium Sub Simpul Data Entry Kecamatan se Kab.
Purwakarta tanggal 27 Januari 2008

505. Kwitansi No K 280 Pembayaran Radio RSPD Purwakarta tentang Pengumunan
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tanggal 28 Januari 2008 Rp.
700.000,-

506. Kwitansi No K 282 Pam Anggota Polwil Kasubag Intel tanggal 28 Januari 2008
Rp. 1.000.000,-

507. Kwitansi No K 283 Pam Unjuk Rasa Kassubag Samapta tanggal 28 Januari 2008
Rp. 1.000.000,-

508. Kwitansi No K 284 Iklan Program Jurnal Pilkada Purwakarta di Jatiluhur TV
tanggal 28 Januari 2008 Rp. 14.100.000,-

509. Kwitansi No K 284a Perbaikan Pagar Belakang KPU Purwakarta tanggal 28
Januari 2008 Rp. 9.691.000,-

510. Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Pagar Belakang KPU Purwakarta tanggal

Januari 2008

511. Kwitansi No K 286 Catering Nasi Bungkus tanggal 30 Januari 2008 Rp.
3.750.000,-

512. Kwitansi No K 287 pembayaran Kartu Pemilih tanggal 30 Januari 2008 Rp.
486.026.789,-

513. Kwitansi No K 288 Biaya Adips Radio Sadang Rp. 700.000,-

514. Kwitansi No K 292 Pengadaan Leaflet Posko dan Jurnal Pilkada tanggal Januari
2008 Rp. 17.600.000,-

515. Kwitansi No K 293 Cetak sertifikat dan Kartu Monitoring dan kartu pemantau
tanggal Rp. 6.291.000,-

516. Kwitansi No K 294 sewa mobil box 2 x dan kijang tanggal - Rp. 4.400.000,-

517. Kwitansi No K 295 Biaya pengamanan Insidentil Polres Purwakarta tanggal 31
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

518. Kwitansi No K 296 Pengumuman Penetapan Hasil Pilkada 2008 Purwakarta
tanggal 31 Januari 2008 Rp. 700.000,-

519. Kwitansi No.K 005 Sortir Kertas Suara Kec. Sukasari tanggal 1 Januari 2008
Rp. 421.800,-

520. Kwitansi No.K 046 Sortir Kertas Suara Kec. Sukasari tanggal 4 Januari 2008
Rp. 471.200,-
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521. Kwitansi No.K 199 Honorariun PPDP Kec. Sukasari tanggal 18 Januari 2008

Rp. 2.879.100,-

522. Kwitansi No.K 192 Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 10 Januari 2008
Rp. 365.000,-

523. Kwitansi No.K 190 Insidentil saat Penandatanganan Deklarasi Damai di Gedung
Sigrong tanggal 18 Januari 2008 Rp. 500.000,-

524. Kwitansi No.K 190 Insidentil saat Penandatanganan Deklarasi Damai di Gedung
Sigrong tanggal 18 Januari 2008 Rp. 500.000,-

525. Bukti Tanda Terima Pengriman barang Tiki

526. Surat No. K 189 b Cash Sales Transaktion Report

527. Kwitansi No.K 189 Dp makan siang bersama RM Alam Sari BIC tanggal 17
Januari 2008 Rp. 2.500.000,-

528. Kwitansi No.K 189 Sewa Genset tanggal 17 Januari 2008 Rp. 8.425.900,-

529. Kwitansi No.K 187 Biaya Sambung Listrik Sementara tanggal 17 Januari 2008

Rp. 570.000,-
530. Kwitansi No.K 186 Berita Profil di Media Demokratis tanggal 2008 Rp.
500.000,-

531. Kwitansi No.K 182a Biaya Operasional KPPS Kec. Maniis tanggal 18 Januari
2008 Rp. 66.300.000,-

532. Kwitansi No.K 181 Biaya Operasional KPPS Bln Januari 2008 tanggal 16
Januari 2008 Rp. 161.200.000,-

533. Kwitansi No.K 180 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Sukasari tanggal 16 Januari 2008 Rp. 165.525.000,-

534. Kwitansi No.K 179 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Jatiluhur tanggal 16 Januari 2008 Rp. 163.375.000,-

535. Kwitansi No.K 178 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Tegalwaru tanggal 16 Januari 2008 Rp. 131.400.000,-

536. Kwitansi No.K 177 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Babakan Cikao tanggal 16 Januari 2008 Rp. 131.125.000,-

537. Kwitansi No.K 176 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
tanggal 16 Januari 2008 Rp. 126.925.000,-

538. Kwitansi No.K 175 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Wanayasa tanggal 16 Januari 2008 Rp. 115.350.000,-

539. Kwitansi No.K 174 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Pasawahan tanggal 16 Januari 2008 Rp. 111.725.000,-

540. Kwitansi No.K 173 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
tanggal 16 Januari 2008 Rp. 106.175.000,-

541. Kwitansi No.K 172 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
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Kec. Bojong tanggal 16 Januari 2008 Rp. 105.400.000,-

542. Kwitansi No.K 171 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Campaka tanggal 16 Januari 2008 Rp. 102.925.000,-

543. Kwitansi No.K 170 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Cibatu tanggal 16 Januari 2008 Rp. 88.475.000,-

544. Kwitansi No.K 169 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Kiarapedes tanggal 16 Januari 2008 Rp. 80.575.000,-

545. Kwitansi No.K 168 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS BIn Januari 2008
Kec. Pondoksalam tanggal 16 Januari 2008 Rp. 78.475.000,-

546. Kwitansi No.K 167 Biaya Operasional KPPS Kec. Maniis tanggal 16 Januari 2008
Rp. 69.700.000,-

547. Kwitansi No.K 165 tambahan pengadaan tinta Pilkada 2008 tanggal 16 Januari
2008 Rp. 2.500.000,-

548. Kwitansi No.K 160 c Biaya mengantar undangan acara deklarasi damai tanggal 16
Januari 2008 Rp. 100.000,-

549. Kwitansi No.K 160 b kebutuhan operator IT KPU tanggal 16 Januari 2008 Rp.
150.000,-

550. Kwitansi No.K 160 a tambahan biaya penggandaan DPT Kec. Purwakarta tanggal
16 Januari 2008 Rp. 125.000,-

551. Tanda terima Nomor K 159 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16 januari
2008 Rp. 1.000.000,-

552. Tanda terima Nomor K 160 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16 januari
2008 Rp. 600.000,-

553. Tanda terima Nomor K 158 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16 januari
2008 Rp. 2.000.000,-

554. Tanda terima Nomor K 155 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT dan
penandatanganan prasasti deklarasi damai tanggal 15 januari 2008 Rp. 4.775.000,-

555. Tanda terima Nomor K 156 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT dan
penandatanganan prasasti deklarasi damai bulan Desember 2007 tanggal 15 januari
2008 Rp. 1.750.000,-

556. Tanda terima Nomor K 157 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT dan
penandatanganan prasasti deklarasi damai tanggal 15 januari 2008 Rp. 400.000,-

557. Kwitansi No.K 154 Biaya Operasional PPK, PPS Kec. Purwakarta bulan Januari,
Pebruari dan Maret 2008 tanggal 16 Januari 2008 Rp. 36.275.000,-

558. Surat PPK Kec. Purwakarta No. /PPK-PWK/1/2007 tanggal 8 Januari 2008
tentang permohonan Pencairan Dana Operasional dan Belanja Pegawai.

559. Surat PPK Kec. Purwakarta No. / /Sekret tanggal 14 Januari 2008 tentang Sisa
Anggaran Sekretariat PPK Kec. Purwakarta.
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560. Kwitansi No.K 153 Penggandaan Tanda Pengenal dan Gambar Calon Pilkada

tanggal 15 Januari 2008 Rp. 34.306.800,-

561. Kwitansi No.K 152 Biaya Pengamanan Stasioner Polres Purwakarta tanggal 15
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

562. Kwitansi No.K 151 Alat-alat Tulis Kantor tanggal 15 Januari 2008 Rp.
10.000.000,-

563. Kwitansi No.K 150 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec.Maniis Bln. Januari
2008 tanggal 15 Januari 2008 Rp. 8.625.000,-

564. Kwitansi No.K 149 Honorarium PPDP 40% Kec. Jatiluhur tanggal 15 Januari
2008 Rp. 8.230.000,-

565. Kwitansi No.K 148 Biaya Perbaikan gorong-gorong tanggal 15 Januari 2008 Rp.
4.850.000,-

566. Surat dari CV Buana Putra Tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengajuan Anggaran
Dana Pengerjaan jembatan Pintu Depan KPU Kab. Purwakarta.

567. Kwitansi No.K 147 Liputan kampanye PD I, PD III, DP II, PD III tanggal 4
Januari 2008 Rp. 4.000.000,-

568. Kwitansi No.K 145 Biaya Komputer tanggal 15 Januari 2008 Rp. 640.000,-

569. Kwitansi No.K 136 Rilis Berita Pilkada tanggal 15 Januari 2008 Rp. 350.000,-

570. Kwitansi No.K 135 Biaya Pembuatan dan Pembongkaran TPS Kec. Darangdan
tanggal 14 Januari 2008 Rp. 49.800.000,-

571. Kwitansi No.K 134 a BBM T 168 A ke Bojong tanggal 15 Januari 2008 Rp.
100.000,-

572. Kwitansi No.K 134 Kebutuhan Operator IT tanggal 15 Januari 2008 Rp.
150.000,-

573. Kwitansi No.K 133 c Pres Release HU Progresif Jaya tanggal 15 Januari 2008
Rp. 2.000.000,-

574. Kwitansi No. K 133 b Biaya Pembuatan dan Pembongkaran TPS Kec. Darangdan
tanggal 14 Januari 2008 Rp. 49.800.000,-

575. Kwitansi No.K 133 a Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Bojong tanggal 14
Januari 2008 Rp. 7.225.000,-

576. Kwitansi No.K 133 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Sukasari tanggal 14
Januari 2008 Rp. 47.000.000,-

577. Kwitansi No.K 132 d Biaya Pembelian ATK tanggal 19 Januari 2008 Rp.
1.082.000,-

578. Kwitansi No.K 132 c¢ Pengamanan Stasioner Kodim bulan Januari 2008 tanggal
14 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

579. Kwitansi No.K 133 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Wanayasa tanggal 14
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

Halaman 43 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.
BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
580. Kwitansi No.K 132 a Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Tegalwaru tanggal

14 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-
581. Kwitansi No.K 131 Penggandaan DPT tanggal 14 Januari 2008 Rp. 5.500.000,-

582. Faktur Penjualan No. 125 Toko Vinaya Komputer BEC Bandung tanggal 13 Januari
2008 Rp. 3.196.000,-

583. Kwitansi No.K 124 Biaya Pengamanan Kotak Suara di PPK Bojong tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

584. Kwitansi No.K 117 b Belanja ATK tanggal 12 Januari 2008 Rp. 343.000,-

585. Kwitansi No.K 117 a Penambahan Pembentukan dan Raker KPPS Kec.
Purwakarta Kelurahan Purwamekar tanggal 12 Januari 2008 Rp. 300.000,-

586. Kwitansi No.K 117 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Plered tanggal 12
Januari 2008 Rp. 16.945.000,-

587. Tanda terima No. K 116 uang rapat pleno penetapan DPT tanggal 12 Januari 2008
Rp. 7.800.000,-

588. Kwitansi No.K 115 a PPDP Kec. Podok Salam 40 % tanggal 12 Januari 2008 Rp.
4.048.000,-

589. Kwitansi No.K 115 a PPDP Kec. Pasawahan 40 % tanggal 12 Januari 2008 Rp.
5.905.500,-

590. Kwitansi No.K 114 a Uang lelah saksi dalam pengundian nomor urut tanggal 17
Desember 2007 Rp. 500.000,-

591. Kwitansi No.K 114 penggandaan DPT 8 kelurahan Kec. Purwakarta tanggal 12
Januari 2008 Rp. 3.325.500,-

592. Kwitansi No.K 113 Biaya pengamanan kotak suara Kec. Pondok Salam tanggal 12
Januari 2008 Rp. 1.600.000-

593. Kwitansi ~ No.K 112 tambahan angkutan PPS Desa terpencil Kec. Tegalwaru
tanggal 12 Januari 2008 Rp. 500.000,-

594. Kwitansi No.K 111 pengamanan logistik Pilkada Kec. Wanayasa tanggal 11
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

595. Kwitansi No.K 110 a Biaya foto copy dan ATK tanggal 11 Januari 2008 Rp.
271.250,-

596. Kwitansi No.K 110 Lumpsum Makanan dan penambah daya tahan tubuh tim IT
KPU tanggal 11 Januari 2008 Rp. 500.000,-

597. Kwitansi No.K 107 Pengawalan pengangkutan logistik Pemilul3 kecamatan
tanggal 10 Januari 2008 Rp. 2.600.000,-

598. Kwitansi No.K 106 Pengawalan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Pasawahan tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

599. Kwitansi No.K 105 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan

Babakan cikao tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-
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600. Kwitansi No.K 104 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan

Darangdan tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

601. Kwitansi No.K 103 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan Plered
tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

602. Kwitansi No.K 102 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
tegalwaru tanggal 08 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

603. Kwitansi No.K 100 Pengamanan logistik Pemilu kecamatan Kiara Pedes tanggal
10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

604. Kwitansi No.K 101 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Bungursari tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

605. Kwitansi No.K 099 kebutuhan Tim IT (lumpsum makanan) tanggal 10 Januari
2008 Rp. 400.000,-

606. Kwitansi No.K 098 pengamanan logistik Pemilu kecamatan Bojong tanggal 10
Januari 2008 Rp. 100.000,-

607. Kwitansi No.K 096 a catride dan tinta komputer tanggal 09 Januari 2008 Rp.
1.575.000,-

608. Kwitansi No.K 096 makan minum tanggal 9 Januari 2008 Rp. 1.172.500,-

609. Kwitansi No.K 094 c Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan GMBI tanggal 8
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

610. Kwitansi No.K 094 b Rilis Berita di Media Eksis tanggal 8 Januari 2008 Rp.
300.000,-

611. Kwitansi No.K 094 a Pam Insidentil Polres Purwakarta tanggal 8 Januari 2008
Rp. 5.000.000,-

612. Kwitansi No.K 094 Honorarium Piket Polres bulan Januari 2008 tanggal 8
Januari 2008 Rp. 4.000.000,-

613. Kwitansi No.K 093 Penggandaan Daftar Pemilih Tambahan Kec. Plered tanggal 8
Januari 2008 Rp. 3.914.000,-

614. Kwitansi No.K 092 Penggandaan DPT Kec. Sukatani tanggal 8 Januari 2008 Rp.
3.524.000,-

615. Kwitansi No.K 091 Penggandaan Daftar Pemilih Tambahan Kec. Darangdan
tanggal 8 Januari 2008 Rp. 3.412.000,-

616. Kwitansi No.K 090 Pengawalan 5 orang anggota tanggal 8 Januari 2008  Rp.

3.000.000,-

617. Kwitansi No.K 089 Penggandaan DPT Kec. Campaka tanggal 8 Januari 2008 Rp.
2.384.000,-

618. Kwitansi No.K 088 Penggandaan DPT Kec. Maniis tanggal 8 Januari 2008 Rp.
1.750.000,-

619. Kwitansi No.K 087 a Pengamanan alat-alat KPU di Kec. Cibatu tanggal 10
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Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

620. Kwitansi No.K 087 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Campaka tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

621. Kwitansi No.K 086 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Jatiluhur tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

622. Kwitansi No.K 085 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Sukatani tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

623. Kwitansi No.K 084 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Sukasari tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

624. Kwitansi No.K 083 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Maniis tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

625. Kwitansi No.K 082 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Purwakarta tanggal
15 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

626. Kwitansi No.K 081 Transport Logistik Pilkada Kec. Purwakarta tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

627. Kwitansi No.K 080 Transport Logistik Pilkada Kec. Bojong tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

628. Kwitansi No.K 079 Transport Logistik Pilkada Kec. Cibatu tanggal 9 Januari 2008
Rp. 1.500.000,-

629. Kwitansi No.K 078 Transport Logistik Pilkada Kec. Sukasari tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

630. Kwitansi No.K 077 a Belanja ATK tanggal 20 Nopember 2007 Rp. 1.802.500,-

631. Kwitansi No.K 077 Transport Logistik Pilkada Kec. Sukatani tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

632. Kwitansi No.K 076 Transport Logistik Pilkada Kec. Pondok Salam tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

633. Kwitansi No.K 075 Transport Logistik Pilkada Kec. Plered tanggal 8 Januari 2008
Rp. 1.500.000,-

634. Kwitansi No.K 074 Transport Logistik Pilkada Kec. Kiara Pedes tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

635. Kwitansi No.K 073 Transport Logistik Pilkada Kec.Jatiluhur tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

636. Kwitansi No.K 072 Transport Logistik Pilkada Kec. Babakan Cikao tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

637. Kwitansi No.K 071 Transport Logistik Pilkada Kec. Darangdan tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

638. Kwitansi No.K 070 Transport Logistik Pilkada Kec. Maniis tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-
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639. Kwitansi No.K 069 Transport Logistik Pilkada Kec. Bungur sari tanggal 8 Januari

2008 Rp. 1.500.000,-

640. Kwitansi No.K 068 Transport Logistik Pilkada Kec. Wanayasa tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

641. Kwitansi No.K 067 Transport Logistik Pilkada Kec. Tegalwaru tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

642. Kwitansi No.K 066 Transport Logistik Pilkada Kec. Pasawahan tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

643. Kwitansi No.K 065 Transport Logistik Pilkada Kec. Campaka tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

644. Kwitansi No.K 064 Penggandaan DPT Kec. Sukatani tanggal 8 Januari 2008
Rp. 767.000,-

645. Kwitansi No.K 063 Tambahan biaya Trasport Alat TPS desa Terpencil Kec.
Sukasari tanggal 8 Januari 2008 Rp. 500.000,-

646. Kwitansi No.K 062 Iklan Pasangan Calon Bupati tanggal 8 Januari 2008 Rp.
400.000,-

647. Kwitansi No.K 061 Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung kegiatan Raker
Pembahasan Program dan Tahapan Pilgub Jabar 2008.tanggal 8 Januari 2008 Rp.
365.000,-

648. Kwitansi No.K 060 Biaya Pendataan Pemilih untuk PPK dan PPS Kec. Sukasari
tanggal 8 Januari 2008 Rp. 325.000,-

649. Kwitansi No.K 059 Konsumsi operator IT tanggal 8 Januari 2008 Rp. 205.000,-

650. Kwitansi No.K 058 a Mengawal logistik Pemilu Ke Kec. Babakan Cikao tanggal
8 Januari 2008 Rp. 100.000,-

651. Kwitansi No.K 057a Biaya Makan petugas data entry tanggal 8 Januari 2008 Rp.
350.000,-

652. Kwitansi No.K 057 Penggandaan Tanda Gambar Calon ( Baligo ) tanggal 7
Januari 2008 Rp. 31.540.000,-

653. Kwitansi No.K 056 Pembayaran honorarium operator komputer data entry
kecamatan tanggal 7 Januari 2008 Rp. 28.050.000,-

654. Kwitansi No.K 055 Pembayaran honorarium petugas PPDP Kec. Bungur sari
tanggal 7 Januari 2008 Rp. 5.959.000,-

655. Kwitansi No.K 054 Pengumunan hari pencoblosan Trend FM tanggal 7 Januari
2008 Rp. 5.355.000,-

656. Kwitansi No.K 053 Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Visi Misi Calon tanggal
7 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

657. Kwitansi No.K 050 Kekurangan penggandaan DPT tanggal 7 Januari 2008 Rp.
89.000,-
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658. Kwitansi No.K 049a Sosialisasi Interaktif di Trend FM tanggal 4 Januari 2008

Rp. 2.000.000,-

659. Kwitansi No.K 045 Pengadan Berita Acara KPPS, PK, KPU tanggal 3 Januari
2008 Rp. 51.598.580,-

660. Kwitansi No.K 044 Pengadaan mebelair KPUD Kab. Purwakarta tanggal 3
Januari 200 Rp. 33.748.000,-

661. Kwitansi No.K 043 Pengadaan AC Split 1 PK dan % PK tanggal 3 Januari 2008
Rp. 17.215.000,-

662. Kwitansi No.K 042 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Plered bulan Januari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 12.925.000,-

663. Kwitansi No.K 040a Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Sukatani bulan Januari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 11.625.000,-

664. Kwitansi No.K 039 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Biaya Raker Kec.

Purwakarta bulan Januari tanggal 4 Januari 2008 Rp. 11.025.000,-

665. Kwitansi No.K 038 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Tegalwaru tanggal 3 Januari 2008 Rp. 10.975.000,-

666. Kwitansi No.K 037 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Pasawahan tanggal 3 Januari 2008 Rp. 10.325.000,-

667. Kwitansi No.K 036 Biaya Pengamanan Stasioner Polres Purwakarta tanggal 3
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

668. Kwitansi No.K 034 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Pondok Salam tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.675.000,-

669. Kwitansi No.K 033 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Jatiluhur tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

670. Kwitansi No.K 031 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Cibatu tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

671. Kwitansi No.K 030 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Bungur Sari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

672. Kwitansi No.K 029 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Campaka tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

673. Kwitansi No.K 028 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Kiarapedes tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

674. Kwitansi No.K 027 Pembayaran honorarium PPK/PPS Kec. Babakan Cikao
tanggal 3 Januari 2008 Rp. 8.375.000,-

675. Kwitansi No.K 026 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Maniis tanggal 3 Januari 2008 Rp. 7.725.000,-

676. Kwitansi No.K 025 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Sukasari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 5.775.000,-
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677. Kwitansi No.K 024 honorarium Petugas Piket dari Polres Purwakarta (Dalmas)

tanggal 3 Januari 2008 Rp. 3.500.000,-

678. Kwitansi No.K 023 Pembayaran penggandaan DPT Kec. Bojong tanggal 3
Januari 2008 Rp. 2.571.000,-
679. Kwitansi No.K 022 honorarium PPK Kec. Wanayasa tanggal 3 Januari 2008

Rp. 2.525.000,-

680. Kwitansi No.K 021 Penggandaan DPT Kec. Pasawahan tanggal 3 Januari 2008
Rp. 2.359.000,-

681. Kwitansi No.K 020 Liputan langsung Rapat tanggal 3 Januari 2008 Rp.
1.000.000,-

682. Kwitansi ~ No.K 018 Tambahan pembentukan KPPS dan Raker KPPS Kec.
Purwakarta tanggal 3 Januari 2008 Rp. 900.000,-

683. Kwitansi No.K 017 Biaya perbaikan kamar mandi / wc kantor KPU tanggal 3
Januari 2008 Rp. 427.000,-

684. Kwitansi No.K 016 Biaya Tambahan pembentukan KPPS dan Raker KPPS Kec.
Tegalwaru tanggal 4 Januari 2008 Rp. 300.000,-

685. Kwitansi No.K 015 Langnganan Majalah Pushing tanggal 3 Januari 2008 Rp.
300.000,-

686. Kwitansi No.K 014 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Darangdan tanggal 3 Januari 2008 Rp. 12.275.000,-

687. Kwitansi No.K 013a Pengadaan tanda gambar, tanda pengenal dan alat kebersihan
kantor tanggal 3 Januari 2008 Rp. 4.495.350,-

688. Kwitansi No.K 013b Penggandaan DPT Kec. Jatiluhur tanggal 3 Januari 2008
Rp. 3.227.000,-

689. Kwitansi No.K 013a Pengamanan stasioner Kodim Purwakarta tanggal 2 Januari
2008 Rp. 5.000.000,-

690. Tanda terima No. K 012 Honorarium Anggota KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

691. Tanda terima No. K 012a Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal
2 Januari 2008

692. Tanda terima No. K 012a Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal
2 Januari 2008

693. Tanda terima No. K 011 Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

694. Tanda terima No. K 010 Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

695. Tanda terima No. K 009 Konfrensi Pers tanggal 2 Januari 2008

696. Kwitansi No.K 008 Biaya pengamanan insidentil tanggal 1 Januari 2008 Rp.
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5.000.000,-

697. Kwitansi No.K 003a HU Pikiran akyat bln Desember 2007 tanggal 6 Januari
2008 Rp. 60.000,-

698. Kwitansi No.K 003 Langganan Koran Harian Umum Pelita bln Desember 2007
tanggal 1 Januari 2008 Rp. 60.000,-

ODNER SPJ PEBRUARI 2008 :

699. Kwitansi sejumlah Rp. 17.600.000,-

700. Nota Penagihan CV. Planet tanggal 26 Desember 2007.

701. Surat perintah kerja Nomor ; 270.2/95/SPK/Set. KPU/XI1/2007 tanggal 26 Desember
2007.

702. Kwitansi (tanda pembayaran) Rp. 3.500.000,-

703. Kwitansi lily Motor sejumlah Rp.2.500.000,- bulan Pebruari 2008.

704. Faktur Lily Motor tanggal 04 Pebruari 2008.

705. Kwitansi sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 28 Pebruari 2008.

706. Struk bukti pembayaran PLN tanggal 27 Pebruari 2008.

707. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 1.000.000,-

708. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-

709. Kwitansi pembayaran Mei 2008 sejumlah Rp. 250.000.000,-

710. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 6.000.000,-

711. Nota Kontan Mekar Jaya Oil tanggal 20 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 135.000,-

712. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 59.758,-

713. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 1.288.392,-

714. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 900.000,-

715. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 544.413,-

716. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 852.743,-

717. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 825.000,-

718. Surat Tagihan rekening telepon dari Telkom tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor :
020/KU-110/d02-130200/2008.

719. Daftar tagihan rekening telepon KPU Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2008.

720. Kwitansi tanggal 19 pebruari 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-

721. Kwitansi kosong bermaterai, berstempel Toko wisuda.
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722. Nota kosong berstempel Toko Wisuda.

723. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 2.610.000,-

724. Kwitansi tanggal 11 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 2.500.000,-

725. Kwitansi tanggal 12 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-

726. Kwitansi tanggal 08 pebruari 2008 sejumlah Rp.4.000.000,-

727. Kwitansi tanggal 08 pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-

728. Kwitansi tanggal 06 pebruari 2008 sejumlah Rp. 14.100.000,-

729. Faktur jatiluhur TV Nomor : 001/TG-JLTV/2008 tanggal 28 Januari 2008.
730. Kwitansi sejumlah Rp. 750.000,-

731. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 400.000,-

732. Nota Tagihan dari Politik dan Kriminal tanggal 04 Pebruari 2008.

733. Kwitansi tanggal 4 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.250.000

734. Nota tagihan dari Trik tanggal 04 Pebruari 2008.

735. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 7.800.000,-

736. 1 (satu) buah laporan pelaksanaan Nomor : 35/MLN/XII/2007 tanggal 11 Desember
2007.

737. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 48.725.000,-

738. Surat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pembentukan
mediacentre KPU kab. Purwakarta Nomor : 270.2/SPK.04/Set-KPU/X/2007.

739. Berita Acara Nomor : 270.1/108/PPJB/BA/Sert. KPU/I/2008 tentang pemeriksaan
barang / pekerjaan jamuan makan dan jamuan ringan / snack Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2007.

740. Berita Acara Nomor : 270.1/109/PPJB/BA/Set. KPU/I/2008 tentang Penerimaan
barang / Jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Jamuan Makan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 28 Januari 2008.

741. Kwitansi tanggal 04 pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,-

742. Kwitansi kosong bermaterai dan berstempel Toko Wisuda.

743. Nota kosong berstempel Toko Wisuda.

744. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 40.000,-

745. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 199.500,-

746. Nota Katineung Rasa tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 199.500,-

747. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 275.000,- atas nama Sakir.

748. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Sakir.

749. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 300.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata.

750. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Kusnadi
Suryadinata.

751. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp. 300.000,- atas nama Yusuf Maulana.
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752. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Yusuf Maulana.

753. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Bripka
Handono.

754. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Bripka
Handono.

755. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama briptu Agus
Triono.

756. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama briptu Agus
Triono.

757. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

758. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

759. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

760. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Ipda
Burhanudin.

761. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Sakir.

762. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Sakir.

763. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata.

764. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Kusnadi
Suryadinata.

765. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Yusuf Maulana.

766. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Yusuf Maulana.

767. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

768. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

769. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama briptu Agus
Triono.

770. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama briptu Agus
Triono.

771. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Bripka
Handono.

772. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Bripka
Handono.

773. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Ipda
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Burhanudin.

774. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Ipda
Burhanudin.

775. Pembayaran PT. Radio Swara Populer kencana tanggal 01 pebruari 2008 sejumlah
Rp. 700.000,-

776. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 1.400.000,-

777. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 10.000.000,-

778. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 10.000.000,-

779. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 60.000,-

780. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 75.000,-

781. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 85.000,-

782. Rekap honorarium KPUD kab. Purwakarta dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

783. Tanda terima honorarium anggota KPUD Kab. Purwakarta dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

784. Tanda terima honorarium Sekretariat KPUD Kab. Purwakarta dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

785. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,- atas nama Yusuf
Maulana, SH.

786. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata

787. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Sakir

788. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Aiptu Endang
Supriadi.

789. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Briptu Agus
Triono.

790. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

791. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Bripka
Handono.

792. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas H. Adang Lukman,SH tanggal 01
Pebruari 2007.

793. 2 (dua) Surat Tugas No. 280/546/KPU-PWK/11/2008 tanggal 01 Januari 2008.

794. Pembayaran PT. Radio Swara Populer Kencana sejumlah Rp. 700.000,-

ODNER SPJ MARET.
795. Kwitansi pengadaan catering di KPU tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp.
97.484.040,-
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796. Nota penagihan CV. Dwi Visi Utama 21 Januari 2008.

797. Kwitansi kosong bersetempel Dwi Visi Utama.

798. Kwitansi kosong warna hijau bermaterai CV Purwajakti.

799. Kwitansi sesuai dengan SPK No.270/45/PK/Set KPU/Xk/2007 tanggal 13 Maret
2008. Sejumlah Rp.44040.454

800. Nota Penagihan CV Planet Grafika tanggal 02 Januari 2008, beserta permohonan
pencairan anggaran sortir Surat Suara.

801. Kwitansi pengamanan insidentil 28 Maret 2008 sejumlah Rp. 10.000.000.

802. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.6000.000.-

803. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.13500.000.-

804. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.3000.000.-

805. Rekapitulasi penerimaan Honorrarium Panitia Pengadaan barang dan jasa
sekertariat KPU Kab. Purwakarta sejumlah 9.881,250 Maret 2008

806. Kwitansi audit pilkada dana kampanye sejumlah Rp. 24.750.000.-termin I

807. Kwitansi audit pilkada dana kampanye sejumlah Rp. 24.750.000.- Termin II

808. Kwitansi pembayaran baligo deklarasi damai CV Planet sejumlah 17.809.000.
beserta nota penagihan CV Planet sejumlah Rp. 24.750.000.- besrta permohonan
pencairan dana, Surat Perintah Kerja,

809. Kwitansi pembayaran personalisa sesuai dengan SPK No. 270/24/SPK/Set
KPU/1/2008 tanggal 25 Maret 2008, beserta permohonan pencairan, beserta nota
penagihan CV Mitra anugrah.

810. Kwitansi kosong warna kuning CV Mitra anugrah.

811.  Surat Perintah Kerja Nomor 270/24/SPK/Set. KPU//2008

812. Kwitansi cetak jurnal pilkada No. SPK 270/14/SPK/Set KPU/2008 25 Maret 2008
beserta Surat Permohonan Pencairan Anggaran, serta Nota Tagihan dan SPK No.
270/29/SPK/Set. KPU/1/2008.

813. Nota tanggal 09/03/2008 sejumlah Rp.68200, beserta kwitansi tanggal 09 Maret
2008

814. Kwitansi Kosong berstempel Purwajati catering beserta surat penawaran.

815. Kwitansi pembayaran kepada agency Sindo sejumlah Rp. 79000

816. Kwitansi pembayaran agency Kompas Rp. 72.000.

817. Rekapitulasi penerimaan honor pengadaan barang dan jasa sekertariat KPU Kab
Purwakarta Maret 2008 sejumlah 9.881,250

818. 31 lembar tanda terima honorarium Panitia Pengadaan barang/Jasa Sekertariat

KPU Kab Purwakarta Tahun 2007 Pengadaan (kosong) tanggal kosong bulan
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kosong tahun 2007 jumlah masing-masing tiap lembar tanda terima sejumlah

Rp.318.750.00

DOKUMEN / SURAT LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILUKADA

KAB. PURWAKARTA TAHUN 2007/2008.

819. Kwitansi tanggal 09 Maret 2008 sejumlah Rp. 58.125,-

820. Nota dari Family Copy Centre sejumlah Rp. 58.125,- tanggal 09 Maret 2008.

821. Kwitansi tanggal 01 Maret 2008 sejumlah Rp. 465.000,-

822. Nota dari toko Wisuda sejumlah Rp. 465.000,- tanggal 01 Maret 2008.

823. Kwitansi tanggal 29 Maret 2008 sejumlah Rp. 875.000,-

824. Nota dari took Wisuda sejumlah Rp. 875.000,-

825. Kwitansi tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 900.000,-

826. Nota dari took Wisuda tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 900.000,-

827. Kwitansi tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp. 2.515.000,-

828. Nota dari toko Wisuda tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp. 2.515.000,-

829. Kwitansi bulan Maret sejumlah Rp. 6.000.000,-

830. Faktur sewa kendaraan dari ’ Hidayah ‘ Rent Car’.

831. Kwitansi bulan Pebruari 2008 sejumlah Rp. 12.050.000,-

832. Kwitansi dan faktur “Hidayah” rent car sejumlah Rp. 2.600.000,- tanggal 15
Pebruari 2008.

833. Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Pendi.

834. Kwitansi sejumlah Rp.
835. Kwitansi sejumlah Rp.
836. Kwitansi sejumlah Rp.
837. Kwitansi sejumlah Rp.
838. Kwitansi sejumlah Rp.
839. Kwitansi sejumlah Rp.
840. Kwitansi sejumlah Rp.
841. Kwitansi sejumlah Rp.
842. Kwitansi sejumlah Rp.
843. Kwitansi sejumlah Rp.
844. Kwitansi sejumlah Rp.
845. Kwitansi sejumlah Rp.
846. Kwitansi sejumlah Rp.
847. Kwitansi sejumlah Rp.

50.000,- atas nama Jehi Junaedi
50.000,- atas nama Abad Badnadi
50.000,- atas nama Awan Pr
50.000,- atas nama Dadang.
50.000,- atas nama Jajang Sutarnan.
50.000,- atas nama Asep Supardi
50.000,- atas nama Jejen H.
50.000,- atas nama Ridwan
50.000,- atas nama Iwan

50.000,- atas nama Suheryana.
50.000,- atas nama Usman
50.000,- atas nama Yanto S
50.000,- atas nama Acit

50.000,- atas nama E. Anwar

848. Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas Enjang R.

849. Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Sandoro.
850. Tanda Pembayaran Hotel Intan tanggal 17 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 700.000,-
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851. Foto copy Nota Penagihan CV. Purwajati tanggal 07 Jasnuari 2008 sejumlah Rp.

97.961.710,-

852. Nota Penagihan CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp. 93.786.000,-

853. Surat Penawaran harga Nomor : 70/PJ/12/2007 dari CV. Purwajati tanggal 11
Desember 2007.

854. Surat Proses Pengadaan Nomor : 270.1/102/Set. KPU/XII/2007 tanggal 07
Desember 2007.

855. Rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS/OE) tanggal 07 Desember 2007.

856. Berita Acara Nomor : 270.1/104/PPJB/BA/Set. KPU/XII/2007 tentang Evaluasi

Penelitian Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan jamuan Makan Komisi
Pemilihan Umum kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008.

857. Surat dari CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008.

858. Kewitansi sejumlah Rp. 93.786.000,-

859. Foto copy Nota Penagihan dari CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008.

860. Foto copy Nota Penagihan dari CV. Citra Utama tanggal 04 Pebruari 2008.

861. Foto copy faktur dari CV. Citra Utama tanggal 04 Pebruari 2008.

862. Kwitansi tanggal 16 Januari 2008 sejumlah Rp. 384.200.000,-

863. Foto copy faktur CV. Dwi Visi Utama tanggal 21 Januari 2008.

864. Foto copy Nota Penagihan CV. Dwi Visi Utama tanggal 21 Januari 2008.

865. Kwitansi tanggal 15 Pebruari 2008 Rp. 2.000.000,-

866. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 Rp. 2.850.000,-

867. Kwitansi tanggal 15 Pebruari 2008 Rp. 5.000.000,-

868. 1 (satu) map warna biru yang berisikan Buku Kas Umum Bulan Nopember 2007.

869. 1 (satu) Map warna hijau berisikan daftar rincian penyaluran PPK dan rekapitulasi
pengeluaran dana operasional KPU.

870. 1 (satu) buah buku laporan pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

871. 1 (satu) buah Laporan Berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Puwakarta
pada pemilu Bupati dan wakil Bupati Purwakarta tahun 2008.

872. 1 (satu) map kuning berisikan blanko SSP (Surat setoran pajak) yang belum
digunakan untuk disetorkan.

873. 1 (satu) map warna biru tentang Belanja Nila Isna Pilkada yang berisi catatan
pribadi bapak Jaenudin untuk biaya operasional sehari-hari di KPU.

874. 1 (satu) bundle SPJ sosialisasi (Nurlela).

875. 1 (satu) bundle SPJ sosialisasi Pilkada tahun 2008.

876. Daftar pengeluaran biaya Pilkada.

877. Rekap pertanggungjawaban pemilihan Bupati oleh KPU.

878. 1 (satu) bundle transaksi penerimaan dan pengeluaran Pilkada Tahun 2007.
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879. 1 (satu) bundle pengeluaran-pengeluaran yang belum dilengkapi dengan bukti

yang syah.

880. 1 (satu) lembar transaksi penerimaan dan pengeluaran Pilkada Tahun 2007.

881. 1 (satu) bundle hasil pemeriksaan sementara transaksi penerimaan dan pengeluaran
s.d tanggal 10-12-2007.

882. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 03/Tim-Adv/SK/II1/2008 tanggal 11 Maret 2008.

883. Foto Copy Surat Nomor : 001/DS-Adv/P/I11/2008 perihal Permohonan Biaya
tanggal 11 Maret 2008.

884. 1 (satu) unit computer. Monitror : Advance, Keyboard : Logitech, UPS : Advance,
CPU : Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E 7300 @2,66 GHz, 2,67 GHz merk
Samsung.

885. Map wara biru berisikan :

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan Kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007.

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Rekap honorarium petugas monitoring kampanya dari tanggal 03 s/d
Desember 2007 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tanggal 05 Desember 2007.

- Rekap honorarium monitoring tempat kampanya dalam Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007.

886. Berita Acara Nomor 280 / BA54 / KPU — PWK / XI /2007 tentang Penyusunan
Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tahun 2008.

887. SK Sekretariat KPU No: 270.2 / Kep.01 / KPA / IX / 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kantor KPU Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran 2007.

888. SK KPU No : 280/Kep.06-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pendaftaran pemilih Dan Sosialisasi
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008.

889. SK KPU No : 280/Kep.34/KPU-PWK/X/2007 Tentang Tahapan, Program, dan
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Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta

Tahun 2008.
890. SK KPU No : 280/Kep.134.A-PPK/KPU-PWK/IX/2007 Tentang Pembentukan

dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-
Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Purwakarta Tahun 2008.

891. SK KPU No : 280/kep.02-POKJA/KPU-PWK/V1/2005 tentang Pembentukkan
Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilihan Umum Dan Peraturan Pemerintahan
Daerah Khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Purwakarta.

892. SK KPU No : 280/Kep.10-KPU/Pwk/VI/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik
Serta Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008.

893. SK KPU No : 280/Kep.05-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pemungutan Dan Perhitungan Suara
Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

894. SK KPU No : 280/Kep.07-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusunan Materi Rencana Kegiatan Pengumuman, Pendaftaran Dan
Verifikasi Calon Kepala Daerah Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

895. SK KPU No : 280.1/SK.62/KPU-PWK/XII/TAHUN 2007 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008-2013.

896. SK KPU No : 280/Kep.09-KPU/Pwk/VI/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Rekruitmen Personil Aparat
Penyelenggaraan Dan Kelembagaan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

897. SK KPU No : 280/Kep.134.B-PPS/KPU-PWK/IX/2007 tentang Pembentukan Dan
Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten
Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

898. SK KPU No. : 280/Kep.34/KPU-PWK/X/2007 tentang Tahapan, Program, Dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008.

899. SK sekretariat KPU No : 270.1/Kep.60-Pan/Set. KPU/PWK/XII/2007 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Tim Kerja Penetapan Daftar Pasangan Calon Dan
Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

900. SK KPU No : 280/Kep.134.A-PPK/KPU-PWK/IX/2007 tentang Pembentukan

Halaman 58 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.
BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se

Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008

901. SK Sekretaris KPU No : 270.1/Kep.370-Pan/Set. KPU/PWK/X/2007 tentang
Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008

902. SK KPU No : 280.1/BA.664/KPU-PWK/XII/2007 tentang Berita Acara
Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Monitoring
Pelaksanaan Sosialisasi Oleh Panitia Penyelenggara Sosialisasi (Penggerak
Pilkada) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008.

903. SK KPU No : 280/Kep.21B-KPU Pwk/2007 tentang pembentukan Panitia
Pelaksana Persiapan Study Banding ke Lokasi Pilkada Di Lingkungan KPU Kab.
Purwakarta Tahun 2007.

904. SK KPU No : 280.1/Kep.72-POKJA/KPU-Pwk/XI1/2007 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pengalokasian Dan Pengepakan Barang-Barang Kelengkapan
TPS Dan Formulir-Formulir Untuk Pemungutan Dan perhitungan Suara Di TPS
Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

905. SK KPU No : 280.1/Kep.Pokja/KPU-PWK/XII/2007 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Kelompok Kerja Recruitmen Penggerak Pilkada (Panitia
Penyelenggara Sosialisasi) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008.

906. SK Sekretariat KPU No : 270.1/Kep.1/ALB-KPU-Pwk/2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Kantor Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007.

907. SK KPU No : 280.1/Kep.-28/KPU/Pwk/IX/2007 tentang Pengangkatan Panitia
Penerima Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

908. 1 (satu) map warna biru Notulen Rapat Pleno Tahun 2007.

909. Daftar Penerimaan THR Bag. HUMAS Set. KPU Kab.PWK Periode 2007.

910. Fotokopi Rencana Alokasi APBD KPU Kab.PWK 2007.

911. Laporan Kegiatan POKJA Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pilbup
Th.2007.

912. 1 (sau) map warna biru Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Pilkada Th.2008.

913. 1 (satu) map warna biru Tanda terima Honorarium Anggota PPK bulan Oktober
2007 Se-Kab.PWK Pada PILKADA Th.2007.

914. 1 (satu) map warna merah SPPD Periode Oktober 2007 KPA Asep Fakar

915. 1 (satu) map warna kuning SK KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan
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Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Alat-alat

Kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

916. 1 (satu) map warna orange Honorarium PPS Bulan Oktober 2007.

917. 1 (satu) map warna kuning berisi :
- Tanda terima jumpa pers dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Purwakarta Tahun 2008
- 1 lembar kwitansi Pembayaran Rekaman, penggandaan Mars Pilkada dan
Desain Spot Iklan Trend FM

- 1 bundel nota pembayaran RM.Murah Meriah
- Proposal Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kab.Purwakarta dai GIBAS
- 1 bundel kwitansi pembayaran Safari Garden Hotel dan Intan Hotel
- 1 bundel kwitansi pembayaran Spanduk

918. 1 (satu) map warna kuning Daftar Penerima honorarium PPK dan PPS Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

919. 1 (satu) map warna kuning Daftar Penerima honorarium PPK dan PPS Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

920. Laporan Kegiatan POKJA Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pilbup
Th.2007.

921. 1 (satu) map warna merah tanda terima honorarium Pokja Calon anggota PPK
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

922. Fotokopi Daftar honorarium Kegiatan Rapat Study Banding sekretarit KPU
Purwakarta.

923. Fotokopi Honor Penerimaan Tim Perencana Study Banding KPU Purwakarta.

924. SK Bupati Purwakarta No : 821.24/Kep.567-BKD/2008 Tentang Pengisian dan
Alih Tugas Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Purwakarta

925. Fotokopi kwitansi Pengadaan Alat Perlengkapan kantor

926. Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Purwakarta Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2008

927. SK KPU No : 280/Kep.11-KPU/Pwk/V1/2007 Tentang Pembentukan Panitia
Penyusunan Regulasi Dalam Rangka Menghadapi Persiapan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2007.

Dan barang bukti lain yang disita

139. Kwitansi Biaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara No. 2 / Pilkada / 2008 /
PT. Bdg. An. Didi Suardi, SH tanggal 17 Mei 2008 Rp. 125.000.000,-

140. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ika Novia tanggal Rp.

75.000,-
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141. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Iutom Effendi tanggal 7
Nopember 2008 Rp. 80.000,-

142. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal Rp.
80.000,-

143. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal 27
Oktober 2008 Rp. 80.000,-

144. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Nendy Fajar tanggal Rp.
75.000,-

145. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Sulasmiati tanggal  Rp.
80.000,-

146. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Adi Sumardi tanggal 7
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

147. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal 7
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

148. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal
23 Oktober 2008 Rp. 90.000,-

149. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Effendi tanggal  Rp.
80.000,-

150. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Sakir tanggal Rp. 80.000,-

151. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Titin tanggal Rp. 80.000,-

152. Kwita nsi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Bunyamin tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

153. Kwitansi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Sulasmiati tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 80.000,-

154. Kwitansi ~ Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Dini S tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

155. Kwitansi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Kusnadi tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

156. Kwitansi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Ade Suardi tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

157. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 8
Nopember 2008 Rp. 350.000,-

158. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 8
Nopember 2008 Rp. 350.000,-

159. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Drs. Karlan tanggal 12
Nopember 2008 Rp. 365.000,-

160. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Deni S tanggal 12 Nopember
2008 Rp. 150.000,-
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161. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Heru Purwanto, SmHk tanggal
12 Nopember 2008 Rp. 365.000,-

162. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 18 Oktober 2008
Rp. 100.000,-

163. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana SH tanggal 18 Oktober
2008 Rp. 350.000,-

164. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. Heru Purwanto, SmHk
tanggal 23 Oktober 2008 Rp. 1.050.000,-

165. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. Deni S tanggal 23
Oktober 2008 Rp. 200.000,-

166. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. R. Agus Suryanata
tanggal 23 Oktober 2008 Rp. 750.000,-

167. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 26 Oktober 2008 Rp.
100.000,-

168. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 26
Oktober 2008 Rp. 350.000,-

169. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Karlan tanggal 30 Oktober 2008
Rp. 350.000,-

170. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Mustofa tanggal 30 Oktober 2008
Rp. 100.000,-

171. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 30 Oktober
2008 Rp. 250.000,-

172. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Basuki tanggal Rp. 80.000,-

173. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal 23
Oktober 2008 Rp. 80.000,-

174. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Tedi Sutedi tanggal Rp.
80.000,-

175. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp. 80.000,-

176. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

177. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudin tanggal -
Rp. 90.000,-

178. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

179. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kiki Rizkiana tanggal 7-11-
2008 Rp. 150.000,-

180. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal 9-11-2008
Rp. 80.000,-
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181. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Utom Efendi tanggal 7-11-2008 Rp.

80.000,-

182. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Arif Budiman tanggal 10-10-2008
Rp. 350.000,-

183. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Mubhtar Lutfi SE tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

184. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Abad Hasyim MM tanggal 10-10-
2008 Rp. 350.000,-
185. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas (sopir) An. Ade Mustofa tanggal 10-10-2008

Rp. 100.000,-
186. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Suntama, SH tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

187. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 18-10-
2008 Rp. 350.000,-

188. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 18-10-2008
Rp. 250.000,-

189. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 18-10-2008
Rp. 350.000,-

190. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 30-10-
2008 Rp. 350.000,-

191. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 30-10-
2008 Rp. 350.000,-

192. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Heru Purwanto tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

193. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf maulana, SH tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

194. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 27-10-
2008 Rp. 350.000,-

195. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 10-10-
2008 Rp. 350.000,-

196. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf maulana, SH tanggal 10-10-2008
Rp. 350.000,-

197. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ika Novia tanggal - Rp.
75.000,-

198. Kwitansi Biaya Monitoring ke Kecamatan An. Yusuf Maulana, SH tanggal -
Rp. 90.000,-

199. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal

- Rp. 90.000,-
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200. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Effendi tanggal 9-11-
2008 Rp. 80.000,-

201. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 26-10-2007

202. Surat Tugas Perjalanan Dinas H. Achmad Sadeli, SH tanggal 12-11-2007

203. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, Dkk tanggal 29-10-2007

204. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, Dkk tanggal 10-10-2007

205. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 30-10-2007

206. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, tanggal 27-10-2007

207. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 23-10-
2007

208. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 26-10-2007

209. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 30-10-2007

210. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 9-11-2007

211. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung dkk tanggal 8-11-2007

212. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 18-11-
2007

213. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 27-10-2007

214. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dini S tanggal 9-11-2008 Rp.
100.000,-

215. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 9-11-2008
Rp. 250.000,-

216. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 9-11-2008
Rp. 350.000,-

217. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs Karlan tanggal 9-11-2008 Rp.
350.000,-

218. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan tanggal 9-11-2008
Rp. 350.000,-

219. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Muhtar Lutfi SE tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

220. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 2-11-2007

221. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH, dkk tanggal 6-11-2007

222. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 9-11-2007

223. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, tanggal 8-11-2007

224. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 12-11-2007
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225. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH, dkk tanggal 18-11-2007

226. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 8-11-2007

227. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Ir. Dadan K. Ramdan tanggal
18-11-2008 Rp. 400.000,-
228. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, SH tanggal 6-11-2008

Rp. 350.000,-

229. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

230. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Dodo Khudori tanggal 6-11-2008
Rp. 250.000,-

231. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Abad Hasyim MM tanggal 6-11-
2008 Rp. 350.000,-

232. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dani Abdurahman, SH tanggal 6-11-
2008 Rp. 350.000,-

233. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 6-11-2008 Rp.

100.000,-

234. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Nila Asnawati tanggal - Rp.
90.000,-

235. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-

236. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi tanggal - Rp.
90.000,-

237. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-

238. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-

239. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal -
Rp. 80.000,-

240. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Bunyamin tanggal - Rp.
90.000,-

241. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal - Rp.
90.000,-

242, Kwitansi Biaya Pengiriman A.3 Kecamatan An. Ujang J tanggal - Rp.
75.000,-

243. Kwitansi Biaya Pengiriman A.3 Kecamatan An. Yuyun Kuswana tanggal 10-11-
2007  Rp. 80.000,-
244. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal -

Rp. 80.000,-
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245. Kwitansi Biaya Monitoring persiapan Pilkada Kecamatan An. Ir. Dadan KR,
MT tanggal - Rp. 100.000,-

246. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 2-11-2007 Rp.
100.000,-

247. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

248. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, SH tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

249. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR. MT tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

250. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Uum Aruman, SmHk. tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

251. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH. tanggal 18-10-
2007 Rp. 350.000,-

252. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 30-10-
2007 Rp. 350.000,-

253. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela Mukaromah, Spd. tanggal 30-10-
2007 Rp. 350.000,-

254. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Lukman, SH. tanggal 30-10-2007
Rp. 350.000,-

255. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Asep Maskar D, SH, MH. tanggal 30-
10-2007 Rp. 350.000,-

256. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Asep Maskar D, SH, MH. tanggal 26-
10-2007 Rp. 350.000,-

257. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Achmad Sadeli, SH. tanggal 26-10-
2007 Rp. 350.000,-

258. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela Mukaromah, Spd. tanggal 26-10-
2007  Rp. 350.000,-

259. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 26-10-
2007 Rp. 350.000,-

260. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas 3 hari ke Jakarta An. Adang Lukman, SH.
tanggal 23-10-2007 Rp. 1.050.000,-

261. Kwitansi Biaya Monitoring Kecamatan An. Nurlela M, Spd. tanggal - Rp.
100.000,-

262. Kwitansi Biaya Monitoring Persiapan Pilkada Kecamatan An. D. Hutagalung
tanggal - Rp. 100.000,-

263. Kwitansi Biaya Monitoring Persiapan Pilkada Kecamatan An. H. Ach. Sadelj,
SH tanggal 7-11-2007 Rp. 100.000,-
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264. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Asep maskar D, SH tanggal 9-11-

2007 Rp. 350.000,-

265. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela M, SPd. tanggal 9-11-2007 Rp.
350.000,-

266. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 9-11-
2007 Rp. 350.000,-

267. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal - Rp.
350.000,-

268. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 30-10-2007
Rp. 350.000,-

269. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Asep maskar D, SH tanggal 27-10-
2007 Rp. 350.000,-

270. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal 27-10-
2007 Rp. 350.000,-

271. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 27-10-2007
Rp. 350.000,-

272. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 8-11-2007
Rp. 350.000,-

273. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 8-11-
2007 Rp. 350.000,-

274. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 9-11-2007
Rp. 350.000,-

275. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal
8-11-2007 Rp. 350.000,-

276. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal
12-11-2007 Rp. 400.000,-

139. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 8-11-
2007

140. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Heru Purwanto, SmHk, dkk tanggal 23-10-
2007

141. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, tanggal 23-10-2007

142. Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 10 Nopember 2007.

143. Daftar Penerimaan Uang Lelah Peserta Sosialisasi

144. SK KPU No. 270.1/Kept.47-Pan/KPU-Pwk/X/2007 tanggal 1-11-2007.

145. SK KPU No. 270.1/Kept.34.A-Pan/KPU-Pwk/X/2007 tanggal 22-10-2007.

146. kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan alat kelengkapan kantor KPU
Purwakarta Tahun 2007 tanggal 1 3 Nopember 2007 Rp. 20.020.000,-

147. Nota Penagihan dari CV Sofyan tanggal 12 -11-2007 Rp. 22.020.000,-
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148. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 17/SPK/Set. KPU/X/2007 tanggal 31-10-2007.

149. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama No. 14/Pan.PBJ-KPU/X1/2007 tanggal 19-
11-2007.

150. Tanda Terima Jumpa Pers Pilkada Bupati / Wakil Bupati tanggal 11-10-2007.

151. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/6/SPK-KPA/X/2007 tanggal 19-10-2007

CV SOFYAN.

152. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/3/SPK-KPA/X/2007 tanggal 10-10-2007
CV WILDAN

153. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/4/SPK-KPA/X/2007 tanggal 18-10-2007
CV WILDAN

154. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/01/SPK-KPA/X/2007 tanggal 4-11-2007
Joes,s Gardening

155. Laporan Notulen Rapat Pleno KPU Kab. Purwakarta tanggal 4 Mei 2007 (tanpa
tandatangan).

156. Tanda terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa tanggal --- 2007.

157. Fotocopy surat No. 240/15/111/2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal penggunaan
dana pelayanan dan bantuan hukum.

158. Fotocopy surat No. 196/15/11/2007 tanggal 19-02-2007 tentang pemutakhiran data
wilayah.

159. FC Surat No. 266/15/8/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang putusan Mahkamah
Agung RI No. 44/P/HUM/2006.

160. Lampiran Kep.No. / KEP - KPU - PWK / /2007 tanggal 2007. (tanda tanda
tangan).

161. Surat Perintah Kerja No. 270.2/ /SPK-KPA/XI1/2007 tanggal 11 Desember 2007
Pengadaan Telepon Celluler /HP APBD Th. 2007.

162. Dokumen Pengadaan Kegiatan Pengadaan barang/Jasa KPU Kab. Purwakarta
tanggal 11-10-2007. (tanpa tanda tangan).

163. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket I pekerjaan pengadaan formulir dan amplop
tanggal Oktober 2007. (Tanpa tanda tangan).
164. Jadwal Kegiatan Pengadaan paket I tanggal 11 Oktober 2007 (tanpa tanda tangan).
165. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pengadaan Alat kelengkapan
kantor KPU Kab. Purwakarta tanggal 18 Oktober 2007 (tanpa tanda tangan).
166. Surat Undangan Penawaran No. 14/PH/Set. KPU/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007
(tanpa tanda tangan).

167. Surat Penawaran Harga No. 53/Pen/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 C
SOFYAN. (tanpa tanda tangan).

168. Berita Acara Evaulasi / Penelitian Penawaran Harga No.15/BA/Set. KPU/X/2007
tanggal 25-10-2007 (tanpa tanda tangan).
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169. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No.16/BA/Set. KPU/X/2007 tanggal

29-10-2007 (tanpa tanda tangan).

170. Daftar hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kab. Purwakarta (tanda tanda
tangan).

171. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan No.19/BA/Set.KPU/X1/2007
tanggal 9-11-2007 (tanpa tanda tangan).

172. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan No.20/BA/Set. KPU/X/2007
tanggal 12-11-2007 (tanpa tanda tangan).

173. Jadwal Pemilihan Langsung Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas tanggal Oktober
2007 (tanpa tanda tangan).

174. Jadwal Pelelangan Umum Kegiatan Pengadaan tanggal Oktober 2007 (tanpa
tanda tangan).

175. Surat Kebutuhan Bahan Sosialisasi / Soefenir / dan alat tulis kantor KPU Kab.
Purwakarta No. 280.1/414/KPU-Pwk/I/2008 tanggal 7 Januari 2008.

176. Rincian Pembagian Uang.

177. Jawaban Penasehat Hukum Didi Suwardi & Rekan dalam perkara perdata No.
01/Pilkada/2008/PT. Bandung di Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung tanggal
13 Februari 2008

178. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan surat-surat Keputusan yang
dikeluarkan KPU Kab. Purwakarta.

179. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan SPPD yang dikelola KPA Yusuf
Maulana, SH.

180. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan SPJ-SPJ yang dikelola oleh Yusuf
Maulana, SH.

181. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta No. 280.1 / 53 / SK /
KPU / Pwk / IX /2007

182. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan honorarium lembur pelaksanaan
pendaftaran calon anggota PPK Kab. Purwakarta bulan Agustus 2007.

183. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honor PPS bulan Oktober Kecamatan
Sukatani, Maniis, Babakan Cikao, Sukasari, Jatiluhur, urwakarta, Darangdan,
Pondok salam.

184. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium Protokoler acara
pembukaan dan pelantikan PPK dan PPS se Kab. Purwakarta dan honor
Rohaniawan.

185. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium PPS bulan Oktober Kec.
Plered dan Tegalwaru.

186. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium PPS bulan Oktober Kec.

Bungursari dan Kiarapedes.
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187. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan SPK pengadaan tas kerja, Notebook,

Ballpoint, dan tanda pengenal.
188. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Tanda terima transport anggota PPK dan PPS
- Tanda terima Honor operator
- Tanda terima honor Pokja bakal calon anggota PPS
- Honor penyusunan tim seleksi PPK dan PPS
- SPK pengadaan software Sim Pilkada
- Honor Narasumber kegiatan pelantikan
- Daftar Honor Uang saku calon anggota PPK
- Honor Moderator
- Honor anggota PPK Kec. Sukatani
- Media TV
- Tanda terima insentif lebaran untuk Pers.
- Trend FM (kwitansi)
- Ucapan selamat Idul Fitri
- Kwitansi Intan Hotel
- Tanda terima setoran
- faktur
- Kwitansi
- Honorarium operator Raker dan pelantikan PPK dan PPS
- Honorarium PPK.
189. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan honorarium petugas IT.
190. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan SPK pengadaan Hardware Sim
Pilkada
191. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan Surat Perintah Kerja pencetakan
buku pedoman PPK, PPS dan KPPS.
192. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan SPJ perjalanan dinas
193. Kwitansi Intan Hotel sejumlah Rp. 3.200.000,-
194. Kwitansi Safari Garden Hotel tanggal 6 Oktober 2007 sejumlah Rp. 1.650.000,-
195. Tanda terima jumpa pers dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Th. 2008 tanggal 10-10-2007.
196. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 01/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 01/Tim-Adv/SK/II/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 1/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.

- Jawaban dari termohon keberatan
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- Replik dari permohon keberatan

- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- daftar saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008.
197. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 02/Tim-Adv/SK/I11/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari permohon keberatan
- Daftar bukti pemohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- Daftar saksi-saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Kesimpulan dari pemohon keberatan.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008
198. 1 (satu) bundel map warna biru muda berisikan bukti-bukti yang diajukan
termohon dalam perkara sengketa Pilkada Kab. Purwakarta.
199. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Putusan No. 09/PK/KPUD 2008
- Kontra memori PK terhadap putusan Pengadian Tinggi Bandung No.
02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-02-2008
- Surat Kuasa No. 03/Tim-Adv/SK/I11/2008
- Kwitansi tanda pembayaran Rp. 250.000.000,- bulan Mei 2008.
- Surat perjanjian
200. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 02/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari pemohon keberatan
- Daftar bukti pemohon keberatan

- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
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- Daftar saksi-saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Kesimpulan dari pemohon keberatan.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008

201. Surat No. 280.1/603-Keu/KPU-Pwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal
pertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHP Pemeriksaan terhadap
pengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab. Purwakarta 2007 untuk kegiatan
Pilkada Tahun 2007 / 2008 pada KPU Kab. Purwakarta No. 045.4/49/Bawasda
tanggal 24 Januari 2008.

202. Resi SP2D No. 920 / BTL — LS / 2007 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp.
9.317.060.000,-

203. Fotocopy SPM No. 900 /868 / BTL /LS / Setda / 2007 tanggal 12-12-2007

204. SPP No. 846/ SPP-LS / BP / 07 tanggal 6-12-2007.

205. Surat Pengajuan SPPLS No. 846 / SPP-LS / XII / Kesbang Linmas tanggal 5-12-
2007.

206. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no. 846 / SPTJ /
KPA / XII / Kesbang Linmas tanggal 5-12-2007.

207. Resi SP2D No. 838 / BTL-LS / 2007 bulan Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,-

208. SPM No. 900 / 796 / BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 6-11-2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,-

209. SPP No. 794 / SPP-LS / BP / 07 tertanggal 21-11-2007.

210. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no. 67 / SPTJ /
KPA /11 / Kesbang Linmas tanggal 24-11-2007.

211. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 67 / SPP-LS / II / Kesbang Linmas
tanggal 24-11-2007.

212. SP2D No. 664 / BTL-LS /2007 tanggal 26-9-2007 sejumlah Rp. 1.600.000.000,-

213. SPM No. 900 / 616/BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 25-11-2007 sejumlah Rp.
1.600.000.000,-

214. SPP No. 612/ SPP-LS / BP / 07 tertanggal 24-09-2007

215. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 51 / SPP-KPA / IX / Kesbang Linmas
tanggal 25-09-2007.

216. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no. 51 / SPTJ /
KPA / IX / Kesbang Linmas tanggal 25-09-2007.

217. SP2D No. 389/ BTL-LS / 2007 tanggal 13-06-2007 sejumlah Rp. 500.000.000,-

218. SPM No. 900 / 246 / BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 31-05-2007 sejumlah Rp.
500.000.000,-
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219. SPP No. 244/ SPP-LS/BP/07 tertanggal 29-05-2007

220. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 24 / SPP-KPA / V / Kesbang Linmas
tanggal 31-05-2007.

221. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No. 24 / SPTJ /
KPA / V / Kesbang Linmas tanggal 31-05-2007

222. Keputusan Bupati Purwakarta No. 875.1/Kep.393-Pemb/2007 tentang pelimpahan
wewenang penunjukan Kuasa Pengguna anggaran / Pejabat pembuat komitmen /
atasan langsung bendahara, pejabat penatausahaan Keuangan dan Bendahara
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum daerah dan Ketua Panwas Kab.
Purwakarta Tahun anggaran 2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2007
oleh Bupati Purwakarta H. LILY HAMBALI HASAN.

223. Surat No. 280 /174 / KPU / Pwk / IX / 2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal
penyampaian program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

224. Surat No. 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal penggunaan
dana hibah.

225. Perubahan rincian kebutuhan belanja (RKB) Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kab. Purwakarta belanja KPU Kab. Purwakarta TA. 2007 sejumlah Rp.
12.409.750.000,-

226. Surat Perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara Pemerintah Kab. Purwakarta
dengan Komisi Pemililhan Umum Kab. Purwakarta No. 410 / 30 / SPBH /
Pemda / XII / 2007 tentang bantuan Penyelenggaraan Pilkada Kab. Purwakarta
Tahun 2008 kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta.

227. Keputusan Bupati Purwakarta No. 954 / Kep.138-Pem/2007 tentang Penunjukkan
Kuasa pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat daerah Kab. Purwakarta Tahun
2007.

228. Foto copy buku rekening No. 0003666700100 tentang Satlinmas / Zaenal A /
Halim Cabang Purwakarta Bank Jabar

229. Surat tanda setoran (STS) sejumlah Rp. 19.888.150,- tanggal 26-03-2008.

230. Surat Tanda setoran bank Jabar ke No. Rekening 0018054952002 sejumlah Rp.
19.888.150,-

231. Surat Tanda setoran ke Kas daerah (STS) sejumlah Rp. 1.127.260.000,-

232. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke No. Rekening 0018054952002 sejumlah Rp.
1.127.260.000,-

233. Foto copy Surat Pengantar Daftar Rincian kebutuhan biaya operasional
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
24 Desember 2007 yang ditandatangani Ir. DADAN KOMARUL RAMDAN
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beserta lampiran rincian kebutuhan biaya operasional KPU Kab. Purwakarta

untuk bulan Desember 2007 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008.

234. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 5.200.000.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 24-12-2007.

235. Kwitansi bulan  Desember 2007 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 5.200.000,000,-

236. Berita Acara No. 900/166 / Kesbanglinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 5.200.000,000,-

237. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 2.062.100.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 12-01-2008.

238. Kwitansi Tanggal 18 Januari 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 2.062.100.000,

239. Berita Acara No. 900 / 173 / KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 2.062.100.000,-

240. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1/451-
IX / KPU-Pwk /1/2008 tanggal 18-01-2008.

241. Surat Pengantar No. 270.5 / 466a / KPU-Pwk / I / 2008 tanggal 17-01-2008
perihal daftar usulan pencairan biaya operasional KPU pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 beserta lampiran daftar rincian kebutuhan
biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008
tanggal 17 januari 2008.

242. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 927.700.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 25-03-2008.

243. Kwitansi tanggal Maret 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 927.700.000,-

244. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 280.1 /

Halaman 74 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.
BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
498 / KPU-Pwk / I1 / 2008 tanggal 27-02-2008.

245. Berita Acara No. 900 / 174 / KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 927.700.000,-.

246. Surat Pengantar No. 280.1 / 497 / KPU-Pwk / II / 2008 tanggal 27-02-2008
perihal daftar usulan pencairan biaya operasional KPU pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 bulan Pebruauri 2008 beserta lampiran
rincian kebutuhan biaya operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008 bulan Pebruari 2008 tanggal 18-02-2008

247. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0002842671001  sejumlah Rp. 500.000.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA

248. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/921/KPU-Pwk/V1/2007 tanggal 14-06-2007.

249. Berita Acara No. 900/95 / KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kesatu
SYAHRUL KOSWARA dan pihak kedua ASEP FAKAR, SH tentang Serah
Terima bantuan hibah sejumlah Rp. 500.000.000,-

250. Kwitansi tanggal 31-5-2007 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Asep
Fakar, SH sejumlah Rp. 500.000.000,-.

251. Surat perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara pemerintah kab. Purwakarta
dengan KPU Kab. Purwakarta No. 410 / 09 / SPBH / Pemda / V / 2007 tentang
bantuan peneyelnggaraan Pilkada kepada Sekretariat KPU.

252. SP2D No. 389/ BTL-LS /2007 tanggal 13-06-2007 sejumlah Rp. 500.000.000,-

253. SPM No. 900 / 246 / BTL-LS / Setda / 2007 tanggal 31-05-2007 sejumlah Rp.
500.000.000,-

254. SPP No. 244 / SPP-LS / BP / 07 tertanggal 29-05-2007

255. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No. 24 / SPTJ /
KPA /V / Kesbang Linmas tanggal 31-05-2007

256. Surat No. 270.1 / 78 / KPU-Pwk / V / 2007 tanggal 31-05-2007 perihal
penggunaan dana hibah beserta lampiran dokumen pelaksanaan anggaran
sekretariat KPUD Kab. Purwakarta.

257. Salinan Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Jabar No. 295 / KPU-JB / III / 2004
tentang pengangkatan pejabat eselon IV Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

258. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1 /
375a // KPU-Pwk / XII/ 2007 tanggal 24-12-2007 Rp. 5.200.000.000,-

259. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
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280.1/152.1/KPU-Pwk/IX/2007 tanggal 26-08-2007 sejumlah Rp. 1.600.000,000-

260. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1/291-
a/KPU-Pwk/X1/2007 tanggal 26-11-2007 sejumlah Rp. 1.492.690.000,-.

261. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 287.1/451-
a/KPU-Pwk/1/2008 tanggal 18-01-2008 sejumlah Rp. 2.062.100.000,-.

262. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/498/KPU-Pwk/11/2008 tanggal 27-02-2008 sejumlah Rp. 927.700.000,-.

263. Kwitansi tanggal 26-11-2007 perihal pembayaran bantuan penyelenggaraan
Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh KPA Syahrul
Koswara, Bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan Komarul
Ramdan sejumlah  Rp. 1.492.690.000,-.

264. Kartu Disposisi dari Komisi Pemilihan Umum kepada Sekda perihal permohonan
bantuan biaya untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.
Purwakarta th. 2008 tanggal surat 20-09-2007 No. 280 / 26 / KPU-PWK / IX /
2007.

333. Pakta Integritas Pengadaan Barang / Jasa KPU Kab. Purwakarta dengan CV
Sofyan perihal Pengadaan alat kelengkapan kantor KPU Kab. Purwakarta.

334. 1 (satu) bundel kwitnsi-kwitansi jilid biru.

335. 1 (satu) bundel kwitnsi-kwitansi jilid merah

336. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 280.1 / 300 / KPU-PWK / XI / 2007 tanggal 30
Nopember 2007 perihal pembuatan KM/WC KPU Kab. Purwakarta kepada CV
MAULANA MAGHRIBI sebesar Rp. 7.800.000,-.

337. Fhoto copy laporan realisasi anggaran biaya belanja Hibah pemilu Bupati/wakil
Bupati Purwakarta tahun 2008 komisi pemilihan umum darah kabupaten
purwakarta.

338. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 280.1 / 300 / KPU-PWK / I/ 2007 tanggal 17
Januari 2008 perihal perbaikan pagar tembok penahan gedung dan pasangan atap
asbes gelombang KPU Kab. Purwakarta kepada CV MAULANA MAGHRIBI
sebesar Rp. 10.600.000,-

339. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 11.A/8/KPA/Keg. KPU/SPK/11/2007 tanggal 15
Nopember 2007 perihal Pencetakan Buku pada kegiatan sosialisasi KPU Kab.
Purwakarta kepada CV RODA MAS sebesar Rp. 49..920.750,-.

340. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/01/ALB-SPK/V1/2007 tanggal 18 Juni
2007 perihal Rehabilitasi Kantor Komisi Pemiluihan Umum (KPU) Kab.
Purwakarta kepada CV RODA MAS sebesar Rp. 49.500.000,-.

341. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270/21/SPK/Set. KPU/1/2008 tanggal 15 Januari
2008 perihal Pengadaan Leaflet, Poster, dan Jurnal Pilkada KPU Kab. Purwakarta
kepada CV WIKAL sebesar Rp. 37.125.000,-.
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342. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mebelair Sekretariat KPUD Kab.

Purwakarta dari PT. BILQIS RATU PRIMA.
343. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/SPK /X11/2007 tanggal 10 Desember 2007

perihal pengadaan Bilik Surat Suara Keperluan Pemilu Bupati dan wakilBupati
Purwakarta kepada CV MAHAMERU sebesar Rp. 276.210.000,-

344. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02 / SPK06 / KPU / XII / 2007 tanggal 10
Desember 2007 perihal Pengadaan Cetakan Surat Suara Keperluan Pemilu Bupati
dan wakil Bupati Purwakarta kepada CV SANDIPALA ARTHAPUTRA sebesar
Rp. 326.053497,-.

345. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02 / 03 / ALB-SPK / VIII / 2007 tanggal 2
Agustus 2007 perihal Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan kantor KPU
Purwakarta kepada CV ALAM RAYA sebesar Rp. 22.047.250,-

346. Foto copy Daftar pengeluaran biaya pilkada.

347. 1 (satu) buah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten purwakarta
Nomor.280.1 / Kep.29 / KPU-pwk / IX / 2007 tentang penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan bendaharawan pengelola dana hibah di lingkungan
komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta 2007 tanggal september 2007

348. 1 (satu) buah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten purwakarta
Nomor.280.1/Kep.51/KPU-pwk/X1/2007 tentang perubahan ke dua Keputusan
komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta nomor 2.80.1 / 29 / KPU-Pwk / IX
/ 2007 tentang penunjukan pengganti Kuasa Pengguna anggaran /pejabat pembuat
atasan langsung bendahara /penatausahaan keuangan dan bendaharawan
pengganti pengelola dana hibah di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten
purwakarta tahun anggaran 2007 tanggal 12 Nopember 2007.

349. I (satu) buah Surat Keputusan Bupati purwakarta nomor 280.1 / 53 / SK?
KPU.PWK / XI / 2007 tentang perubahan ke tiga Keputusan Komisi pemilihan
umum Kabupaten Purwakarta Nomor 280.1 / 29 / KPU-Pwk / IX / 2007 tentang
penunjukan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran /pejabat pembuat komitmen
/atasan langsung bendaharawan /penatausahaan keuangan dan bendaharawan
pengelola dana Hibah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten
Purwakarta tahun anggaran 2007 tanggal 19 Nopember 2007

350. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954 / Kep.138.Pemb / 2007
tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat komitmen dan
bendahara pengeluaran dilingkungan sekertariat daerah kabupaten Purwakarta
tahun 2007 tanggal 1 Maret 2007

351. 1 (satu) buah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 280.1 / Kep.30 / KPU-Pwk / X / 2007

352. Surat No.900 / 422 / Kesbang Pol Linmas Tentang Laporan Pertanggungjawaban
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Dana Hibah.

353. Rekapitulasi penerimaan SPJ.

354. Surat No. 910/ 385/ DPRD perihal Laporan Penggunaan Dana Pemilu Pilkada.

355. Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pilkada 2008.

356. No. Rekening 0002568096001 An Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas.

357. Surat Nomor 270.5 / 466a / KPU-PWK /1/2008

358. 1 (satu) bundel fakta integritas.

359. Surat No. 2.80/104/KPU-PWK/VI1/2007 tanggal 06 Juli 2007 perihal permohonan
bantuan anggaran belanja penyelenggaraan pemilu Bupati dan wakil bupati
purwakarta tahun 2008.

360. Surat No. 270.2/...../KPA/X1/2007 tanggal 22 Nopember 2007 perihal persiapan
pengadaan.

361. Surat Nomor 280/26/KPU-Pwk/I1X/2007 tanggal 23 September 2007Perihal biaya
permohonan  kegiatan pemilihan umum Bupati dan akil bupati kabupaten
purwakarta tahun 2008.

362. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan
pemilihan Kepala daerah Nomor 67 / LHP / XVIIL.BDG / 12 / 2008 tanggal 30
Desember 2008.

363. 1 (satu) bundel spj beserta kelengkapannya.

364. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270/75/SPK-KPA/XI1/2007 perihal Pengadaan
Telepon Cellular / Hand Phone (HP) APBD TA. 2007 kepada CV. RATU
PUSPARANI MANDIRI sebesar Rp. 69.575.000,.

365. Surat perintah kerjasama kegiatan pengadaan perlengkapan TPS

366. Foto copy kwitansi untuk pengadaan Hand Phone sebesar Rp. 69.575.000. tanggal
18 Januari 2008 beserta kelengkapannya.

367. Nota Penagihan CV. SARI WANGTI tanggal 14 Januari 2008

368. Surat Perintah Kerja Nomor : 270.2/6/SPK-KPA/X/2007 antara H. Adang
Lukman, SH dan Agus Sasmita

369. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/SPK/XII/2007 perihal Pengadaan Barang /
Jasa Sekretariat KPU Kab. Purwakarta kepada PT. SWADHARA
ERAGRAPINDO SARANA sebesar Rp. 462.868.762,-

370. 1 (satu) buah odner SPJ Daftar Penerimaan Honorarium Kegiatan penyusunan
regulasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta.

371. 1 (satu) bundel spj honorarium pemeriksa barang sekertariat KPU Kab Purwakarta
tahun 2007.

372. Nota Penagihan CV. Jayaningrat tanggal 06 Desember 2007.

373. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pengadaan kertas segel pilkada

sekertariat KPU Kabupaten Purwakarta.
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374. Surat Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta nomor 01 / Kep-

KPU-PWK / VII 2003 tertanggal juli 2003

375. Nota penagihan CV Jaya Pasopati pratiwi tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.
52.232.280

376. Surat perintah membayar nomor 900 / 246 / BTL-LS / Setda / 2007 sebesar Rp.
500.000.000 beserta lampirannya

377. Kwitansi tanggal 21 Desember 2008sebesar Rp. 31856.650. untuk pengadaan
sampul Berita Acara KPPS, PPK. KPPS, KPU dan naskah sumpah janji ketua
KPPS beserta lampirannya.

378. Nota penagiahan CV Ratu pusparani mandiri tangal 18 januari 2007 sebesar Rp.
69.575.000.

379. Surat Nomor 270.1 / 78 / KPU-Pwk / V / 2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal
penggunaan dana hibah.

380. Surat No. 207.1 / / Set. KPU-Pwk / I / 2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal
pemesanan jamuan makan yang belum ditandatangani oleh Sdr. H. ADANG
LUKMAN.

381. Foto copy rekening koran Bank Jabar Banten transaksi rekening cabang 0018
cabang Purwakarta No. Nasabah 002 Cn3 No. Rekening 0003283895001 KPU
Kab. Purwakarta Ck.-Giro Kasda Periode 26-09-2007 s/d 01-09-2008.

382. Buku CekNo. 464531 sampai dengan 464540.

383. Surat Seoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 44.184.254,-.

384. Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 6.627.638;-

385. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 4.572.912,-

386. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 30.486.085,-.

387. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 672.000,-.

388. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 4.480.000,-

389. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 1.820.000,-

390. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 273.000,-.

391. Surat Setoran Pajak tanggal Desember 2007 sebesar Rp. 941.250,-.

392. Surat Setoran Pajak tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 491.250,-.

393. Surat Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp. 708.750,-.

394. Surat Setoran Pajak tanggal 25 Mei 2008 sebesar Rp. 1.361.738,-

395. Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 8.778.259,-

396. Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 1.730.000,-.

397. Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 4.160.000,-.

398. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 sebesar Rp. 3.881.250,-

399. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008.

400. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008.
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Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk dipergunakan dalam perkara

lain.
4.  Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.

10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 April 2013 Nomor :88 / Pid.Sus / TPK /
2012 / PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. H. ADANG LUKMAN, SH alias HLUKMAN, SH bin
H.YUSUF dan terdakwa II AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR CICIN
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;

- Membebaskan oleh karenanya terdakwa I dan terdakwa II dari dakwaan primair
tersebut ;

- Menyatakan terdakwa I. H. ADANG LUKMAN, SH alias H.LLUKMAN, SH bin
H.YUSUF dan terdakwa II AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR CICIN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan
subsidair ;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-
masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing
sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 ( tiga )
bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti tersebut berupa :

ODNER SPJ NOPEMBER 2007 :

1. Honorarium Tim Dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Wabup.

2. Honorarium Sekretariat Tim Dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Wabup

3. SSP No. 002964807409000 tentang pembayaran PPh Pasal 21 Honor Tim Dokter
dan Sekrtariat Tim Dokter Cabup dan Cawabup Rp 1.436.250,- tanggal Desember
07

4.  Kwitansi tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2007 Biaya Operasional PPK dan
PPs Kecamatan Campaka sejumlah Rp. 19.650.000,-

5. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
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PPK dan PPS kec. Cibatu sejumlah Rp. 25.550.000,-

6. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Purwakarta sejumlah Rp. 25.550.000,-

7.  Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Sukasari sejumlah Rp.23.850.000,-

8.  Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Bungursari sejumlah Rp 22.400.000,-

9. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Jatiluhur sejumlah Rp 25.550.000,-

10. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Kiarapdes sejumlah Rp.24.150.000,-

11. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Babakan Cikao sejumlah Rp.29.525.000,-

12.  Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Bojong sejumlah Rp.40.150.000,-

13. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Wanayasa sejumlah Rp.37.275.000,-

14. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Darangdan sejumlah Rp. 42.275.000,-

15. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Tegalwaru sejumlah Rp. 33.150.000,-

16. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Plered sejummlah Rp. 44.200.000,-

17. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Maniis sejumlah Rp. 27.400.000,-

18. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Sukasari sejumlah Rp. 39.450.000,-

19. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Pasawahan sejumlah Rp 29.400.000,-

20. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional
PPK dan PPS kec. Pondoksalam sejummlah Rp 33.775.000,-

21. Kwitansi tanggal 30 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya Pengamanan
Stationer sejumlah Rp. 5.000.000,-

22. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretria Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 1 sebesar Rp 3.600.000,-

23. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 2 sebesar Rp 3.600.000,-

24, Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
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Umum Kab.Purwakarta Paket 3 sebesar Rp 3.250.000,-

25. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan
Umum Kab.Purwakarta Paket 4 sebesar Rp 1.325.000,-

26. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 5 sebesar Rp 1.325.000,-

27. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 6 sebesar Rp 1.325.000,-

28. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 7 sebesar Rp 1.325.000,-

29. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 8 sebesar Rp 1.325.000,-

30. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 9 sebesar Rp 675.000,-

31. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 10 sebesar Rp 675.000,-

32. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 11 sebesar Rp 675.000,-

33. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi
Pemilihan Umum Kab.Purwakarta Paket 12 sebesar Rp 675.000,-

34. Daftar Rekapitulasi Pengeluaran Uang Lembur Bulan Nopember 2007
tanggal 29 Nopember 2007 sejumlah Rp. 4.575.000,-

35. Daftar Lembur Pegawai pada Komisi PemilihanUmum Kab.
Purwakarta Bulan Nopember 2007 lembar 1, 2 dan 3 tanggal Nopember 2007
sebesar Rp. 4.200.000,-

36. Daftar Lembur Pegawai pada Komisi PemilihanUmum Kab. Purwakarta Bulan
Nopember 2007 lembar 4 tanggal Nopember 2007 sebesar Rp. 375.000,-

37. Daftar Hadir lembur Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat KPU kab. Purwakarta
Bulan Nopember 2007 tanggal; 2,5,6,sd,8 -9 Nopember 2007

38. Tanda terima honorarium Nara Sumber Rapat Kerja PPK se Kab. Purwakarta,
tanggal 29 Nopember 2007, tempat Aula Rapat KPU kab. Purwakarta sebesar Rp.
1.450.000,-

39. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

40. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

41. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
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Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29

Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

42. Undangan Rapat Koordinasi tertanggal 28 Nopember 2007 yang ditandatangani
oleh Ketua KPU

43. Daftar Hadir Ketua PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal
29 Nopember 2007

44. Daftar Hadir Bendahara PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta
tanggal 29 Nopember 2007

45. Daftar Hadir Sekretaris PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta
tanggal 29 Nopember 2007

46. Daftar Hadir Anggota dan Sekretariat KPU pada Acara Rapat Kerja PPK pada
acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal 29 Nopember 2007

47. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 tentang Honorarium Peliputan Pers
Untuk Wartawan sebesar Rp. 750.000,-

48. Kwitansi tanggal 28 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja ATK ke
Toko Wisuda Purwakarta sebesar Rp. 2.795.500,-

49. Kwitansi tanggal 27 Nopember Tahun 2007 tentang biaya liputan pers sebesar Rp
800.000,-

50. Tanda terima konfrensi Pers dengan KPU Kab. Purwakarta untuk Pemilihan
Umum Bupati ( lampiran kwitansi diatas )

51. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang Belanja ATK sebesar Rp.
2.597.150,-

52. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang perjalanan dinas atas nama
Ade Suardi, sebesar Rp. 150.000,-

53. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang perjalanan dinas atas nama
Drs Karlan sebesar Rp. 350.000,-

54. Rekapitulai Pembayaran uang lelah Petugas data entri sekabupaten Purwakarta
tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp. 17.070.000,-

55. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kecamatan Kec. Campaka sebesar
Rp. 960.000,-

56. Tanda terima uang lelah Operator Data EntriKec. Campaka sebesar Rp. 960.000,-

57. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Bungursari tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-

58. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Jatiluhur tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

59. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Babakan Cikao tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-

60. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Sukatani tanggal 19 Nopember
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2007 sebesar Rp. 960.000,-

61. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Plered tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

62. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Sukasari tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.080.000,-

63. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Maniis tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.020.000,-

64. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Darangdan tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp.960.000,-

65. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Bojong tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.020.000,-

66. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Wanayasa tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

67. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Kiarapedes tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.020.000,

68. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Pondoksalam tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-

69. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Pasawahan tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-

70. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Tegalwaru tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp.1.020.000,-

71. Rekapitulasi Tanda Terima Honorarium Inveksi Pendaftaran Pemilih Dari DPA Ke
DPS pada KPU Kab. Purwakarta tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp.
18.730.000,-

72. Honor Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab. Purwakarta
untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 1.500.000,-

73. Honor Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab. Purwakarta
untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 4.250.000,-

74. Honor Pengawalan Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab.
Purwakarta untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp.
1.000.000,-

75. Kwitansi tanggal 17 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja ATK ke
Toko Wisuda Purwakarta sebesar Rp. 435.000,-

76. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja konsumsi
rapat sebesar Rp. 170.000,-

77. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja konsumsi
rapat sebesar Rp. 300.000,-

78. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 biaya Photocopi Format A3.2 dan
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A3.3 sebsar Rp. 8.700.000,-

79. Kwitansi tanggal 16 Nopember 2007 tentang Biaya Operasional Pengamanan
Pendaftaran Calon Bupat/Wakil Bupati sebesar Rp. 5.000.000,-

80. Surat Printah Polres Purwakarta tentang Perintah pelaksanaan Pam Pendaftaran
Balon Bupati/Wkl Bupati tanggal 12 Nopember 2007

81. Kwitansi biaya cetak ulang Format A1l tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.
617.700,-

82. Kwitansi biaya sewa mobil box untuk mendistribusikan barang cetak ke 17
kecamatan tnggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 600.000,-

83. Kwitansi biaya suvervisi dan jaminan instalsi Kantor KPU Purwakarta tanggal 12
Nopember 2007 sebesar Rp. 4.125.000,- kepada PLN Purwakarta

84. Kwitansi pembayaran biaya perubahan daya dar PLN Purwakarta tanggal 12
Nopember 2007 sebesar Rp.4.167.100,-

85. Rekapitulasi Honorarium Petugas Pengiriman Format Daftar Pemilih sementara
Rp. 2.450.000,- tanggal 14 Nopember 2007

86. Tanda terima honorarium Petugas Pengalokasian Barang Daftar pemilih Daftar
pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000,-

87. Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barang Daftar Pemilih Sementara
dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 14 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.360.000,-

88. Tanda terima Honorarium Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Kelompok Kerja
Alokasi Distribusi Barang Daftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu
Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar
Rp. 1.250.000,-

89. Tanda terima Honorarium KPU Kab. Purwakarta  Kelompok Kerja Alokasi
Distribusi Barang Daftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu
Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar
Rp. 1.250.000,-

90. Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barang Daftar Pemilih sementara
dan Formulir

91. Tanda terima untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal
14 Nopember 2007 sebesar Rp. 1.360.000,-

ODNER SPJ DESEMBER 2007 :

92. Kwitansi Rp.9.000.000,- untuk pembayaran Prestasi Deklarasi Damai tertanggal
15 Januari 2007.

93. Kwitansi Kosong yang ditandatangani dan dicap Natural Stone.

94. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Sewa Gedung Deklarasi Damai
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tertanggal 15 Januari 2007.

95. Kwitansi Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Cetak Undangan Deklarasi Damai
tertanggal kosong.

96. Kwitansi Kosong yang ditandatangani oleh Nurdin Hidayat.

97. Kwitansi Rp.27.000.000,- untuk pembayaran Jamuan Makan dan Snack pada
Deklarasi Damai tertanggal 15 Januari 2008.

98. Kwitansi Kosong yang ditandatangani.

99. Kwitansi Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Dekorasi Ruangan Deklarasi Damai
tertanggal 15 Januari 2008.

100. Kwitansi Kosong yang ditandatangani oleh Anton Sujarwo.

101. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Kesenian Tradisional bulan Januari
2008.

102. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Transportasi dan Honor Tim Paduan
Suara tertanggal 15 Januari 2008.

103. Purchase Order Tiens Marble kosong dan ditandatangani serta dicap.

104. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Liputan Deklarasi Damai Para
Kandidat tanggal 17 Januari 2008 yang tertanggal 18 Januari 2008.

105. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Siaran Langsung Ikrar Prasasti
Deklarasi Damai oleh Calon Bupati/Wakil Bupati tertanggal 17 Januari 2008.

106. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
(DPT) tertanggal 17 Januari 2008.

107. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Koran/Tabloid TRIK dalam Pemuatan
Perubahan Pengumuman Pelaksanaan Pencoblosan tertanggal 16 Januari 2008,
serta Nota Tagihan.

108. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Tahun
2007 Pengadaan Laporan Form C-KWK dan Model DA-KWK tertanggal 18
Desember 2007.

109. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Tahun
2007 Pengadaan Sampul dan Naskah Sumpah Janji tertanggal 18 Desember 2007.

110. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Biaya Sosialisasi tertanggal 18
Desember 2007.

111. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Biaya Sosialisasi tertanggal 18
Desember 2007.

112. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta untuk FK Bamusdes tertanggal
22 Desember 2007.

113. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
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Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta untuk SP3 tertanggal 22

Desember 2007.

114. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, BEM STAI Muttagiem
tertanggal 22 Desember 2007.

115. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, PWI Kab. Purwakarta
tertanggal 22 Desember 2007.

116. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, KAHALI tertanggal 22
Desember 2007.

117. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, FKMB tertanggal 22 Desember
2007.

118. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, GSC tertanggal 23 Desember
2007.

119. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, POC tertanggal 23 Desember
2007.

120. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Iwamapu tertanggal 23
Desember 2007.

121. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Pemuda Persis tertanggal 24
Desember 2007.

122. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tertanggal 23 Desember 2007.

123. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, ISY tertanggal 23 Desember
2007.

124. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Pemuda Muhamadiyah
Purwakarta tertanggal 24 Desember 2007.

125. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, dengan STIE Muttagien
tertanggal 24 Desember 2007.

126. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
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Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan KNPI tertanggal 24

Desember 2007.

127. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IKSAP tertanggal 24
Desember 2007.

128. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Kemas tertanggal 25
Desember 2007.

129. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan HIPWI tertanggal 25
Desember 2007.

130. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan FPM tertanggal 25
Desember 2007.

131. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Pemuda Muhamadiyah
tertanggal 26 Desember 2007.

132. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IJP tertanggal 26
Desember 2007.

133. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IKAMI tertanggal 26
Desember 2007.

134. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan LP3 tertanggal 26
Desember 2007.

135. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Komunitas Wartawan
Purwakarta tertanggal 28 Desember 2007.

136. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Karang Taruna
Kiarapedes tertanggal 28 Desember 2007.

137. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan UNPUR tertanggal 28
Desember 2007.

138. Kwitansi Rp.1.400.000,- untuk pembayaran Tambahan biaya print out Kec. Kiara
pedes dan biaya foto copy Kec. Bojong tertanggal 2 Desember 2007.

139. Faktur Rp.985.000,- tertanggal 20 Desember 2007.
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140. Faktur Rp.622.500,- tertanggal 18 Desember 2007.

141. Faktur Rp.822.500,- tertanggal 27 Desember 2007.
142. Faktur Rp.570.000,- tertanggal 12 Desember 2007.

143. Kwitansi Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Service & Pembelian Spare Part
Kendaraan Dinas KPU tertanggal Desember 2007.

144. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2007.

145. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2007.

146. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2007.

147. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2007.

148. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2007.

149. Kwitansi Rp.250.000,- untuk pembayaran service printer tertanggal 31 Desember
2007 beserta Surat Permohonannya.

150. Kwitansi Rp.5.250.000,- untuk pembayaran tabloid Trik tertanggal 31 Desember
2007.

151. Kwitansi Rp.390.000,- tertanggal 31 Desember 2007.

152. Tanda Terima Honorarium pokja pengalokasian dan pengepakan barang-barang
kelengkapan TPS dan formulir-formulir untuk pemungutan dan penghitungan
suara di TPS untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008, tertanggal 31 Desember 2007.

153. Tanda Terima Honorarium pokja pengalokasian dan pengepakan barang-barang
kelengkapan TPS dan formulir-formulir untuk pemungutan dan penghitungan
suara di TPS untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008, tertanggal 31 Desember 2007.

154. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

155. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

156. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati
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dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

157. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

158. Rekap Honor Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta tertangal 31 Desember
2007.

159. Daftar Hadir Lembur PNS pada Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

160. Daftar Hadir Lembur Pegawai Honorer pada Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

161. Daftar Hadir Lembur Satpam dan Pramubakti pada Sekretariat KPU Kab.
Purwakarta.

162. Kwitansi Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Tabloid Polkrim tertanggal 31
Desember 2007, beserta Nota Tagihannya.

163. Kwitansi Rp.1.100.000,- untuk pembayaran pembelian 5 buah Cartrider tertanggal
31 Desember 2007.

164. Kwitansi Rp.500.000,- untuk pembayaran Monitoring kampanye tertanggal 31
Desember 2007.

165. Kwitansi Rp.1.917.000,- untuk pembayaran Honorarium petugas pemutakhiran
data tertanggal 31 Desember 2007.

166. Kwitansi Rp.500.000,- untuk pembayaran Honorarium tertanggal 28 Desember
2007.

167. Kwitansi Rp.350.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi
tertanggal 31 Desember 2007.

168. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.825.000,-

169. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.590.363,-

170. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.220.000,-

171. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.220.000,-

172. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.135.081,-

173. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.71.610,-

174. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.130.420,-

175. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.35.860,-

176. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.1.597.979,-

177. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.1.373.373,-

178. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.909.076,-

179. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.1.445.358,-

180. Surat Tagihan Rekening Telepon / Speedy yang ditujukan kepada Ketua KPU.

181. Kwitansi Rp.10.000.000,- untuk pembayaran Pengamanan stasioner Polres
Purwakarta tertanggal 28 Desember 2007.

182. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

183. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.
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184. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

185. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 29 Desember 2007.
186. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

187. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

188. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

189. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

190. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

191. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

192. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

193. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

194. Kwitansi Rp.1.523.500,- tertanggal 28 Desember 2007.

195. Kwitansi Rp.2.213.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

196. Kwitansi Rp.2.538.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

197. Kwitansi Rp.2.725.300,- tertanggal 28 Desember 2007.

198. Kwitansi Rp.5.850.000,- tertanggal Desember 2007.

199. Kwitansi Rp.10.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

200. Kwitansi Rp.12.450.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

201. Permohonan Pencairan Dana Raker PPS dan KPPS Kec. Darangdan tertanggal 28
Desember 2007.

202. Kwitansi Rp.9.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

203. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

204. Kwitansi Rp.33.300.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

205. Kwitansi Rp.8.700.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

206. Kwitansi Rp.6.750.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

207. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

208. Kwitansi Rp.6.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

209. Kwitansi Rp.9.300.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

210. Kwitansi Rp.10.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

211. Kwitansi Rp.8.100.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

212. Permohonan Pencairan Dana Raker PPS dan KPPS Kec. Campaka tertanggal 28
Desember 2007.

213. Kwitansi Rp.14.250.000,- tertanggal 28 Desember 2007

214. Kwitansi Rp.10.050.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

215. Kwitansi Rp.2.384.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

216. Kwitansi Rp.39.462.500,- tertanggal 27 Desember 2007 beserta Nota Tagihannya.

217. Surat Perintah Kerja Nomor :270/24/SPK/Set. KPU/X1/2007 tanggal 26 November
2007.

218. Kwitansi Rp.41.913.190,- tertanggal 27 Desember 2007 beserta Nota Tagihannya.
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219. Faktur No.11/SW/XI1/2007.

220. Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 27 Desember 2007.

221. Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 27 Desember 2007.

222. Kwitansi Rp.23.135.000,-,- tertanggal 27 Desember 2007.

223. Kwitansi Rp.1.461.600,- tertanggal 27 Desember 2007.

224. Surat Permohonan Dana Pembuatan SKCK untuk PPK dan PPS se Kabupaten
Purwakarta tertanggal 26 Desember 2007.

225. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan IWARTA tertanggal 27 Desember 2007.

226. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan AXIC tertanggal 27 Desember 2007.

227. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan APPSI tertanggal 27 Desember 2007.

228. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan KWNI tertanggal 27 Desember 2007.

229. Kwitansi Rp.3.450.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

230. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

231. Kwitansi Rp.3.450.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

232. Kwitansi No.K07-01104 Rp.335.346.935,- tertanggal 27 Desember 2007.

233. Kwitansi Rp.66.000.000,- tertanggal 26 Desember 2007.

234. Invoice dari Kharisma Management Consultans Rp.66.000.000,-

235. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/Pan. TTA-KPU/X1/2007

236. Surat Kegiatan Pengadaan Tanda Khusus Tinta Pilkada tertanggal 15 Nopember
2007.

237. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan Pernaja tertanggal 26 Desember 2007.

238. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan ZLS tertanggal 26 Desember 2007.

239. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan GPI tertanggal 26 Desember 2007.

240. Kwitansi Rp.53.292.580,- tertanggal 26 Desember 2008.

241. Nota Tagihan Rp.53.292.580,- tertanggal 26 Desember 2007.

242, Faktur Nomor : 036/RPM/FAK-XII/07 tertanggal 26 Desember 2007.

243. Daftar Pengiriman Barang KPUD Kabupaten urwakarta tertanggal 26 Desember
2007.

244. Kwitansi Rp.31.856.550,- tertanggal 26 Desember 2008.

245. Nota Tagihan Rp.31.856.550,- tertanggal 26 Desember 2007.

246. Faktur Nomor : 034/RPM/FAK-XII/07 tertanggal 21 Desember 2007.
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247. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati dengan KJN tertanggal 25 Desember 2007.

248. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati tertanggal 24 Desember 2007.

249. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan Baladhika Karya tertanggal 24 Desember 2007.

250. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan PII tertanggal 24 Desember 2007.

251. Kwitansi Rp.20.812.500,- tertanggal 24 Desember 2007.

252. Permohonan Pembayaran dari Sugiono Poulus tertanggal 24 Desember 2007.

253. Kwitansi Rp.24.750.000,- tertanggal Desember 2007.

254. Surat Penawaran Audit Dana Kampanye dari Sugiono Poulus tertanggal 07
Desember 2007.

255. Kwitansi Rp.5.850.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

256. Kwitansi Rp.14.250.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

257. Kwitansi Rp.3.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

258. Kwitansi Rp.10.050.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

259. Kwitansi Rp.33.300.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

260. Kwitansi Rp.9.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

261. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

262. Kwitansi Rp.11.100.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

263. Kwitansi Rp.12.450.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

264. Kwitansi Rp.8.700.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

265. Kwitansi Rp.9.300.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

266. Kwitansi Rp.6.000.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

267. Kwitansi Rp.6.150.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

268. Kwitansi Rp.6.000.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

269. Kwitansi Rp.9.150.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

270. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

271. Kwitansi Rp.6.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

272. Kwitansi Rp.8.100.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

273. Kwitansi Rp.1.200.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

274. Kwitansi Rp.3.000.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

275. Surat Permohonan Pencairan Anggaran Perlengkapan Administrasi TPS tertanggal
22 Desember 2007.

276. Nota Penagihan dari CV. Nurrahman tertanggal 19 Desember 2007.

277. Kwitansi Rp.91.551.625,- tertanggal 24 Desember 2007.

278. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 3 Desember 2007.
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279. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 23 Desember 2007.

280. Kwitansi Rp.1.600.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

281. Kwitansi Rp.3.800.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

282. Honorarium Rp.2.240.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

283. Honorarium Rp.4.000.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

284. Honorarium Rp.750.000,- tertanggal Desember 2007.

285. Tanda Terima Honorarium Rp.1.250.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

286. Tanda Terima Honorarium Rp.800.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

287. Tanda Terima Honorarium Rp.1.250.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

288. Tanda Terima Honorarium Rp.1.500.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

289. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk H. Adang Lukman, SH. Dkk.

tertanggal 22 Desember 2007.

290. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk Ir. Dadan Komarul Ramdan, MT.
Dkk. tertanggal 22 Desember 2007.

291. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk H. Achmad Sadeli, SH. Dkk.
tertanggal 22 Desember 2007.

292. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 21 Desember 2010.

293. Tanda Terima Uang Saku dan Transportasi Rp.3.300.000,- tertanggal 21 Desember
2007.

294. Kwitansi dari CV. Beringin Sakti Rp.63.019.550,- tertanggal 21 Desember 2007.

295. Faktur dari CV. Beringin Sakti Rp.63.019.550,- tertanggal 13 Desember 2007.

296. Kwitansi Rp.28.325.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

297. Nota Penagihan Rp.28.325.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

298. Faktur dari CV. Triguna Mandiri tertanggal 13 Desember 2007.

299. Surat Perintah Kerja kepada CV. Triguna Mandiri tertanggal 26 November 2007.

300. Kwitansi Rp.62.012.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

301. Nota Penagihan Rp. 62.012.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

302. Faktur dari CV. Mitra Anugrah tertanggal 12 Desember 2007.

303. Surat Perintah Kerja kepada CV. Mitra Anugrah tertanggal 26 November 2007.

304. Kwitansi Rp.29.562.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

305. Nota Penagihan Rp.29.562.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

306. Faktur dari CV. Planet tertanggal 12 Desember 2007.

307. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

308. Kwitansi Rp.56.100.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

309. Nota Penagihan Rp. 56.100.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

310. Faktur dari CV. Planet tertanggal 13 Desember 2007.

311. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

312. Surat Perintah Kerja kepada CV. Triguna Mandiri tertanggal 26 November 2007.
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313. Kwitansi Rp.13.200.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

314. Faktur dari CV. Triguna Mandiri tertanggal 14 Desember 2007.

315. Nota Penagihan Rp.13.200.000,- tertanggal 14 November 2007.

316. Kwitansi Rp.39.462.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

317. Nota Penagihan Rp.39.462.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

318. Faktur dari CV. Planet tertanggal 12 Desember 2007.

319. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

320. Kwitansi Rp.38.307.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

321. Nota Penagihan Rp. 38.307.500,- tertanggal 13 Desember 2007.

322. Faktur dari CV. Mitra Anugrah tertanggal 13 Desember 2007.

323. Kwitansi Rp.21.230.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

324. Faktur dari Jatiluhur TV tertanggal November 2007.

325. Kwitansi Rp.27.984.550,-,- tertanggal 21 Desember 2007.

326. Surat Permohonan Pencairan Daa Pengadaan Sampul KPPS, PPK dan KPU
tertanggal 24 Desember 2007.

327. Nota Penagihan dari CV. Ratu Pusparani Mandiri Rp.27.984.550,- tertanggal 21
Desember 2007.

328. Nota Penagihan dari CV. Mahameru Rp.276.210.000,- tertanggal 21 Desember
2007.

329. Faktur dari CV. Mahameru tertanggal 21 Desember 2007.

330. Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa KPU
Kab. Purwakarta Nomor : 270.02/11/PPBJ-03/XI1/2007 tertanggal 21 Desember
2007.

331. Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Bilik Suara KPU Kab.
Purwakarta Nomor : 270.02/10/PPBJ-03/X11/2007 tertanggal 21 Desember 2007.

332. Kwitansi Rp.800.000,- tertanggal 28 Desember 2007 yang menerima RM.
Nurcahya, ST.

333. Kwitansi Rp.775.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Usman
Sadeli.

334. Kwitansi Rp.9.025.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Syarief Y.

335. Kwitansi Rp.6.625.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Panji.

336. Kwitansi Rp.6.700.000,- tertanggal 20 Desember 2007 yang menerima Usman
Sadeli.

337. Kwitansi Rp.4.175.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima A. Anwar
Sadat.

338. Kwitansi Rp.4.475.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima radisastra.

339. Kwitansi Rp.6.425.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Abad
Badrudin.
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340. Kwitansi Rp.6.881.000,- tertanggal 5 Desember 2007 yang menerima Encep

Anwar M.
341. Kwitansi Rp.675.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima PPK Kec.

Pasawahan.

342. Kwitansi Rp.625.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Suheryana.

343. Kwitansi Rp.775.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

344. Kwitansi Rp.725.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Encep Anwar
M.

345. Kwitansi Rp.875.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Asep
Supandi.

346. Kwitansi Rp.525.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ridwan
Nazarudin.

347. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Enjang
Rahmat.

348. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ketua PPK.

349. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ketua PPR.

350. Surat Lembur Pada Hari Libur Nasional tertanggal 26 Desember 2007.

351. Surat Perintah melaksanakan lembur tertanggal 26 Desember 2007.

352. Daftar Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta bulan Desember 2007
Rp.5.850.000,-.

353. Daftar Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta bulan Desember 2007
Rp.600.000,-

354. Daftar Hadir Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta tanggal 20, 23 & 25
Desember 2007.

355. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 18 Desember 2008 yang menerima Ridwan
Nazarudin.

356. Tanda Terima Honorarium Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

357. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

358. Kwitansi Rp.750.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

359. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007 yang menerima Polres
Purwakarta.

360. Surat Perintah Kapolres Purwakarta No.Pol : SPRIN/504/X11/2007 dalam rangka
PAM Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

361. Tanda Terima Honorarium Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

362. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

363. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

364. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007 yang menerima Sukanda /

Kodim Purwakarta.
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365. Tanda Terima Honorarium Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

366. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

367. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

368. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

369. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

370. Nota toko Sakura Rp.175.000,- dan bensin Rp.25.000,- tertanggal 17 Desember
2007.

371. Daftar Hadir Rapat Persiapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal
17 Desember 2007.

372. Kwitansi Rp.250.000,- tertanggal 17 Desember 2007 yang menerima Iwan Torana.

373. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 14 Desember 2007.

374. Kwitansi Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

375. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 16 Desember 2007.

376. Kwitansi Rp.750.000,- tertanggal 18 Desember 2007.

377. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Agus
Kusnaedi.

378. Kwitansi Rp.250.000,- tertanggal 15 Januari 2007 yang menerima Ahmad
Mustofa.

379. Kwitansi Rp.200.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

380. Kwitansi Rp.200.000,- untuk pembelian catridge Canon Pixma tertanggal 15
Desember 2007.

381. Kwitansi Rp.75.000,- tertanggal 15 Juni 2008 yang menerima Sugandi.

382. Kwitansi Rp.75.000,- tertanggal 15 Juni 2007 yang menerima S. Poermana.

383. Kwitansi Rp.395.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

384. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Asep.

385. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal kosong yang menerima I Nyoman S.

386. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

387. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008 untuk Biaya Sosialisasi &
Honor Narasumber.

388. Kwitansi Rp.200.000,- tertanggal 16 Desember 2007 yang menerima Nakar Putra.

389. Kwitansi Rp.450.000,- tertanggal 16 Desember 2007 yang menerima Dedi
Suhendi.

390. Kwitansi Rp.558.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Iman.

391. Kwitansi Rp.600.000,- tertanggal 14 Desember 2007 untuk Sewa Mobil.

392. Kwitansi Rp.3.500.000,- tertanggal 7 Desember 2007 yang menerima Kompol
Sunyoto.

393. Surat Perintah Kapolres Purwakarta No.Pol : SPRIN/426/X1/2007 dalam rangka

Pengamanan Pembukaan Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati.
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394. Kwitansi Rp.48.725.000,- tertanggal kosong untuk pembayaran tahap I

Pembentukan Media Centre KPU Kab. Purwakarta, yang menerima Ir. Ari
Sufyandi, Dipl.H. MT. Ph.D.

395. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 10 Desember 2007.

396. Kwitansi Rp.130.000,- tertnggal 13 Desember 2007.

397. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 14 Desember 2007.

398. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan DPC HIPSI tertanggal 4 Januari 2008.

399. Kwitansi Rp.3.150.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

400. Surat Kebutuhan ATK untuk Print Out Penyelesaian Daftar Pemilih Sementara
(DPS) dan DPT Tambahan tertanggal 13 Desember 2007.

401. Kwitansi Rp.30.000,- tertanggal 8 Desember 2007.

402. Tanda Terima Honorarium Tim Pengelola Keuangan Rp.7.550.000,- tertanggal 7
Desember 2007.

403. Kwitansi Rp.9.350.000,- untuk sistem infus printer tertanggal 7 Desember 2007.

404. Surat Permohonan Pencairan Dana Alat System Infus Printer tertanggal 7
Desember 2007.

405. Kwitansi Rp.45.760.000,- untuk pembayaran Biaya Penayangan Publikasi &
Informasi KPU Kab. Purwakarta tertanggal 6 Desember 2007.

406. Faktur dari PT. Raja Cipta Media Televisi.

407. Kwitansi Rp.100.000,- untuk pembelian BBM kendaraan tertanggal 6 Desember
2007.

408. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 8 Desember 2007 kepada Trend 101,2 FM
Purwakarta.

409. Penawaran Harga dari Trend 101,2 FM Purwakarta tertanggal 6 November 2007.

410. Permohonan Pencairan Dana Sosialisasi ke Radio Trend FM tertanggal 29
November 2007.

411. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 6 Desember 2007 yang menerima H. Ahmad
Sadeli, SH.

412. Kwitansi Rp.50.000,- tertanggal 6 Desember 2007.

413. Kwitansi Rp.9.850.000,- untuk belanja ATK tertanggal 5 Desember 2007.

414. Kwitansi Rp.40.872.810,- untuk pembayaran Pengadaan Sampul KPPS, PPK KPU
dan Saksi serta Pengadaan Berita Acara untuk Pelatihan tertanggal 21 Desember
2007.

415. Nota Tagihan Rp.40.872.810,- dari CV. Jaya Posopati Pratiwi tertanggal 21
Desember 2007.

416. Honorarium Petugas Monitoring Kampanye tanggal 5 Desember 2007
Rp.2.250.000,- tertanggal 28 Desember 2007.
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417. Tanda Terima Honorarium Petugas Monitoring Tempat Kampanye tertanggal 5

Desember 2007.
418. Surat Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Berita Acara KPPS, PPK, KPU &

Saksi serta Pengadaan Berita Acara untuk Pelatihan tertanggal 24 Desember 2007.

419. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye tertanggal 4 Desember
2007.

420. Kwitansi Rp.4.953.780,- tertanggal 7 Desember 2007.

421. Kwitansi kosong ditandatangani dan dicap.

422. Nota Penagihan dari CV. Sukatani Cipta Lestari 4.953.780,- tertanggal 4 Desember
2007.

423. Faktur dari CV. Sukatani Cipta Lestari tertanggal 4 Desember 2007.

424. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 5 Desember 2007.

425. Kwitansi kosong ditandatangani dan dicap.

426. Kwitansi Rp.167.350,- tertanggal 5 Desember 2007.

427. Rekap Tanda Terima Honorarium Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.13.700.000,- tertanggal 3
Desember 2007.

428. Tanda Terima Honorarium Anggota KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.6.500.000,- tertanggal 3
Desember 2007.

429. Tanda Terima Honorarium Sekretariat KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.2.300.000,- tertanggal
Desember 2007.

430. Tanda Terima Honorarium Sekretariat KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.3.250.000,- tertanggal
Desember 2007.

431. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan PERSWADA tertanggal 2 Januari 2008.

432. Honorarium Petugas Monitoring Kampanye tanggal 3 Desember 2007
Rp.2.000.000,- tertanggal 3 Desember 2007.

433. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Rp.1.600.000,- tertanggal 3
Desember 2007.

434. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Rp.2.000.000,- tertanggal 2
Desember 2007.

435. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 2 Desember 2007 yang menerima Kompol

Sunyoto.
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436. Kwitansi Rp.60.000,- untuk pembayaran HU. Pikiran Rakyat bulan Nopember

2007 tertanggal Desember 2007.
437. Kwitansi Rp.60.000,- untuk pembayaran Koran HU. Pelita bulan Nopember 2007

tertanggal 1 Desember 2007.

ODNER SPJ JANUARI 2008 :

438. Kwitansi No.K 278 Pengamanan di KPU Kab. Purwakarta dari Intel Kodim
Purwakarta tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 500.000,-

439. Kwitansi Langganan Koran HU Radar Karawang tanggal 1 Januari 2008 sebesar
Rp. 50.000,-

440. Surat Permohonan Pencairan Angaran Pembuatan Buku Peraturan KPU tanggal 31
Desember 2007.

441. Nota penagihan dari CV Triguna mandiri tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.
67.100.000,-

442, Kwitansi No.K 271 Kehormatan Linmas TPS Sukasari Kec. Sukasari tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,-

443. Kwitansi No.K 202a Sidang Penghitungan Suara di Kec. Purwakarta tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-.

444. Kwitansi No.K 202 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec.
Tegalwaru tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000

445, Kwitansi No.K 203 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Jatiluhur
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

446. Kwitansi No.K 204 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Bojong
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

447. Kwitansi No.K 205 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Babakan
Cikao tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-.

448. Kwitansi No.K 206 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Sukasari
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

449. Kwitansi No.K 207 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec.
Pasawahan tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

450. Kwitansi No.K 208 honorarium Linmas di TPS Kec. Pasawahan tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 11.800.000,-.

451. Kwitansi No.K 209 honorarium Linmas di TPS Kec. Bojong tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 12.400.000,-

452. Kwitansi No.K 210 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya
sidang Penghitungan Suara di PPK Kec. Kiarapedes tanggal 18 Januari 2008
sebesar Rp. 13.450.000,-

453. Kwitansi No.K 211 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya
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sidang Penghitungan Suara di PPK tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.

13.650.000,-

454. Kwitansi No.K 212 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya
sidang Penghitungan Suara di PPK Kec.Maniis tanggal 18 Januari 2008 sebesar
Rp. 13.650.000,-

455. Kwitansi No.K 213 honorarium Linmas KPPS Kec. Babakan Cikao tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 14.000.000,-

456. Kwitansi No.K 213a honorarium Linmas KPPS Kec. Tegalwaru tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 14.600.000,-

457. Kwitansi No.K 214 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan
penggandaan DPT dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
15.585.000,-

458. Kwitansi No.K 215 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan sewa
infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 16.250.000,-

459. Kwitansi No.K 216 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan sewa
infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 17.250.000,-

460. Kwitansi No.K 217 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec. Bungur
Sari dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 18.850.000,-

461. Kwitansi No.K 218 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec.
Darangdan dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 22.050.000,-

462. Kwitansi No.K 219 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec.
Jatiluhur dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 22.650.000,-

463. Kwitansi No.K 220 honorarium Linmas di TPS, Biasa Sidang PPK Kec.
Sukatani dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 23.050.000,-

464. Kwitansi No. K 221 honorarium Linmas di TPS, Biasa Sidang PPK Kec.Plered
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 24.450.000,-

465. Kwitansi No. K 222 honorarium Linmas KPPS Kec. Purwakarta tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 45.200.000,-

466. Kwitansi No. K 222a pembayaran biaya penulis C.6 di Kelurahan Ciseureuh
tanggal 18 Januari 2008 Rp. 2.252.300,-

467. Kwitansi No. 223 Pengadaan hand Phone tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
69.575.000,-

468. Kwitansi No. 224 Makan Siang (acara Silaturahmi PPK dan Sekretariat PPK Kab.
Purwkarta tanggal 18 Januauri 2008 Rp. 6.418.000,-

469. Tanda Terima No. K. 227 Uang lelah Rapat Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 19
Januari 2008

470. Kwitansi No K 230 Pulsa Elektrik untuk Quick count tanggal 20 Januari 2008
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Rp. 3.950.000,-

471. Kwitansi No K 231 Pulsa lektrik tanggal 21 Januari 2008 Rp. 270.000,-

472. Kwitansi No K 234 Honorarium PPDP Kec. KiaraPedes tanggal 21 Januari 2008
Rp. 5.584.000,-

473. Kwitansi No K 235 Honorarium PPDP Kec. Pondok Salam tanggal 24 Januari
2008 Rp. 6.072.000,-

474. Kwitansi No K 236 Honorarium PPDP Kec. Cibatu tanggal 21 Januari 2008 Rp.
6.317..000,-

475. Kwitansi No K 237 Dokumentasi selama Pilkada tanggal 21 Januauri 2008 Rp.
7.000.000,-

476. Kwitansi No K 233 Liputan Langsung Radio Trend FM tanggal 21 Januauri 2008
Rp. 5.000.000,-

477. Kwitansi No K 238 Honorarium PPDP Kec. Wanayasa tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.247..000,-

478. Kwitansi No K 239 Honorarium PPDP Kec. Pasawahan tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.848..000,-

479. Kwitansi No K 240 Honorarium PPDP Kec.Bungur Sari tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.967..000,-

480. Kwitansi No K 241 Honorarium PPDP 60% Kec.Tegalwaru tanggal 21 Januari
2008 Rp. 9.281.000,-

481. Kwitansi No K 242 Honorarium PPDP 60 % Kec. Bojong tanggal 21 Januari
2008 Rp. 9.541.000,-

482. Kwitansi No K 243 Honorarium PPDP 60 % Kec. Jatiluhur tanggal 21 Januari
2008 Rp. 12.345.000,-

483. Kwitansi No K 244 Honorarium PPDP 60 % Kec. Campaka tanggal 21 Januari
2008 Rp. 13.181.000,-

484. Kwitansi No K 245 Honorarium PPDP Kec. Babakan cikao tanggal 21 Januari
2008 Rp. 15.940.500,-

485. Kwitansi No K 245a Biaya Tambahan untuk TPS IX Ciwareng tanggal 21 Januari
2008 Rp. 968.000,-

486. Kwitansi No K 247 Honorarium PPDP Kec. Sukatani tanggal 23 Januari 2008
Rp. 22.046.500,-

487. Kwitansi No K 248 Honorarium PPDP Kec. Plered tanggal 21 Januari 2008 Rp.
24.764.000,-

488. Kwitansi No K 249 Biaya Cetak Poster Deklarasi Damai tanggal 21 Januari 2008
Rp. 37.125.000,-

489. Nota Penagihan CV Wikal tanggal 21 Januari 2008 Rp. 37.125.000,-

490. Kwitansi No K 250 Honorarium PPDP 100 % Kec. Purwakarta tanggal 21
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Januari 2008 Rp. 55.947.000,-

491. Tanda Terima No K 253 Uang lelah Rapat Penetapan Calon Terpilih Pilkada
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008

492. Kwitansi No K 257 Honorarium Monitoring Pemungutan Suara Pilbup tanggal 23
Januari 2008 Rp. 200.000,-

493. Kwitansi No K 259 Honorarium PPDP Kec.Darangdan tanggal 23 Januari 2008
Rp. 13.252.500,-

494. Kwitansi No K 260 Keamanan Insidentil KPU untuk Polres Purwakarta tanggal
24 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

495. Kwitansi No K 261Honorarium PPDP tanggal 24 Januari 2008 Rp. 4.787.000,-

496. Kwitansi No K 267 SPPD ke Kec.Bojong tanggal 25 Januari 2008 Rp. 100.000,-

497. Kwitansi No K 270 Pengadaan Baligo LOBH ukuran 3 x 4 m tanggal 25 Januari
2008 Rp. 36.300.000,-

498. Kwitansi No K 271 Cetak Model C 6 Pilkada 2008 tanggal 21 Januari 2008Rp.
96.560.849,-

499. Kwitansi No K 272 Pulsa Elektrik tanggal 25 Januari 2008 Rp. 825.000,-

500. Kwitansi No K 272a Pam Insidentil tanggal 26 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

501. Kwitansi No K 273 Monitoring ke Kecamatan tanggal 27 Januari 2008 Rp.
200.000,-

502. Kwitansi No K 274 Service dan Pembelian Spare Part Kendaraan Dinas KPU
tanggal Januari 2008 Rp. 2.500.000,-

503. Kwitansi No K 275 Honorarium Koordinator Data Entry Kecamatan se Kab.
Purwakarta tanggal 27 Januari 2008

504. Kwitansi No K 277 Honorarium Sub Simpul Data Entry Kecamatan se Kab.
Purwakarta tanggal 27 Januari 2008

505. Kwitansi No K 280 Pembayaran Radio RSPD Purwakarta tentang Pengumunan
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tanggal 28 Januari 2008 Rp.
700.000,-

506. Kwitansi No K 282 Pam Anggota Polwil Kasubag Intel tanggal 28 Januari 2008
Rp. 1.000.000,-

507. Kwitansi No K 283 Pam Unjuk Rasa Kassubag Samapta tanggal 28 Januari 2008
Rp. 1.000.000,-

508. Kwitansi No K 284 Iklan Program Jurnal Pilkada Purwakarta di Jatiluhur TV
tanggal 28 Januari 2008 Rp. 14.100.000,-

509. Kwitansi No K 284a Perbaikan Pagar Belakang KPU Purwakarta tanggal 28
Januari 2008 Rp. 9.691.000,-

510. Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Pagar Belakang KPU Purwakarta tanggal
Januari 2008
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511. Kwitansi No K 286 Catering Nasi Bungkus tanggal 30 Januari 2008 Rp.

3.750.000,-

512. Kwitansi No K 287 pembayaran Kartu Pemilih tanggal 30 Januari 2008 Rp.
486.026.789,-

513. Kwitansi No K 288 Biaya Adips Radio Sadang Rp. 700.000,-

514. Kwitansi No K 292 Pengadaan Leaflet Posko dan Jurnal Pilkada tanggal
Januari 2008 Rp. 17.600.000,-

515. Kwitansi No K 293 Cetak sertifikat dan Kartu Monitoring dan kartu pemantau
tanggal Rp. 6.291.000,-

516. Kwitansi No K 294 sewa mobil box 2 x dan kijang tanggal - Rp. 4.400.000,-

517. Kwitansi No K 295 Biaya pengamanan Insidentil Polres Purwakarta tanggal 31
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

518. Kwitansi No K 296 Pengumuman Penetapan Hasil Pilkada 2008 Purwakarta
tanggal 31 Januari 2008 Rp. 700.000,-

519. Kwitansi No.K 005 Sortir Kertas Suara Kec. Sukasari tanggal 1 Januari 2008
Rp. 421.800,-

520. Kwitansi No.K 046 Sortir Kertas Suara Kec. Sukasari tanggal 4 Januari 2008
Rp. 471.200,-

521. Kwitansi No.K 199 Honorariun PPDP Kec. Sukasari tanggal 18 Januari 2008
Rp. 2.879.100,-

522. Kwitansi No.K 192 Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 10 Januari 2008
Rp. 365.000,-

523. Kwitansi No.K 190 Insidentil saat Penandatanganan Deklarasi Damai di Gedung
Sigrong tanggal 18 Januari 2008 Rp. 500.000,-

524. Kwitansi No.K 190 Insidentil saat Penandatanganan Deklarasi Damai di Gedung
Sigrong tanggal 18 Januari 2008 Rp. 500.000,-

525. Bukti Tanda Terima Pengriman barang Tiki

526. Surat No. K 189 b Cash Sales Transaktion Report

527. Kwitansi No.K 189 Dp makan siang bersama RM Alam Sari BIC tanggal 17
Januari 2008 Rp. 2.500.000,-

528. Kwitansi No.K 189 Sewa Genset tanggal 17 Januari 2008 Rp. 8.425.900,-

529. Kwitansi No.K 187 Biaya Sambung Listrik Sementara  tanggal 17 Januari
2008 Rp. 570.000,-

530. Kwitansi No.K 186 Berita Profil di Media Demokratis tanggal =~ 2008 Rp.
500.000,-

531. Kwitansi No.K 182a Biaya Operasional KPPS Kec. Maniis tanggal 18 Januari
2008 Rp. 66.300.000,-

532. Kwitansi No.K 181 Biaya Operasional KPPS Bln Januari 2008 tanggal 16
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Januari 2008 Rp. 161.200.000,-

No.K 180 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bin
Kec. Sukasari tanggal 16 Januari 2008 Rp. 165.525.000,-
Kwitansi No.K 179 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bin
Kec. Jatiluhur tanggal 16 Januari 2008 Rp. 163.375.000,-
Kwitansi No.K 178 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Tegalwaru tanggal 16 Januari 2008 Rp. 131.400.000,-
No.K 177 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bin
Kec. Babakan Cikao tanggal 16 Januari 2008 Rp. 131.125.000,-
Kwitansi No.K 176 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
tanggal 16 Januari 2008 Rp. 126.925.000,-

No.K 175 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS BIn
Kec. Wanayasa tanggal 16 Januari 2008 Rp. 115.350.000,-
Kwitansi No.K 174 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Pasawahan tanggal 16 Januari 2008 Rp. 111.725.000,-
Kwitansi No.K 173 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
tanggal 16 Januari 2008 Rp. 106.175.000,-

Kwitansi No.K 172 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Bojong tanggal 16 Januari 2008 Rp. 105.400.000,-
Kwitansi No.K 171 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Campaka tanggal 16 Januari 2008 Rp. 102.925.000,-

No.K 170 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Cibatu tanggal 16 Januari 2008 Rp. 88.475.000,-

Kwitansi No.K 169 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Kiarapedes tanggal 16 Januari 2008 Rp. 80.575.000,-
Kwitansi No.K 168 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln
Kec. Pondoksalam tanggal 16 Januari 2008 Rp. 78.475.000,-

Kwitansi

Kwitansi

Kwitansi

Kwitansi

Kwitansi

2008 Rp. 69.700.000,-
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Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

Januari 2008

No.K 167 Biaya Operasional KPPS Kec. Maniis tanggal 16 Januari

Kwitansi No.K 165 tambahan pengadaan tinta Pilkada 2008 tanggal 16 Januari

2008 Rp. 2.500.000,-
Kwitansi

16 Januari 2008 Rp. 100.000,-

No.K 160 c¢ Biaya mengantar undangan acara deklarasi damai tanggal

Kwitansi No.K 160 b kebutuhan operator IT KPU tanggal 16 Januari 2008
Rp. 150.000,-
Kwitansi No.K 160 a tambahan biaya penggandaan DPT Kec. Purwakarta

tanggal 16 Januari 2008 Rp. 125.000,-

551. Tanda terima Nomor K 159 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16
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januari 2008 Rp. 1.000.000,-

552. Tanda terima Nomor K 160 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16
januari 2008 Rp. 600.000,-

553. Tanda terima Nomor K 158 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16
januari 2008 Rp. 2.000.000,-

554. Tanda terima Nomor K 155 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT
dan penandatanganan prasasti deklarasi damai tanggal 15 januari 2008 Rp.
4.775.000,-

555. Tanda terima Nomor K 156 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT
dan penandatanganan prasasti deklarasi damai bulan Desember 2007 tanggal 15
januari 2008 Rp. 1.750.000,-

556. Tanda terima Nomor K 157 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT
dan penandatanganan prasasti deklarasi damai tanggal 15 januari 2008 Rp.
400.000,-

557. Kwitansi No.K 154 Biaya Operasional PPK, PPS Kec. Purwakarta bulan
Januari, Pebruari dan Maret 2008 tanggal 16 Januari 2008 Rp. 36.275.000,-

558. Surat PPK Kec. Purwakarta No. /PPK-PWK/1/2007 tanggal 8 Januari 2008
tentang permohonan Pencairan Dana Operasional dan Belanja Pegawai.

559. Surat PPK Kec. Purwakarta No. / /Sekret tanggal 14 Januari 2008 tentang Sisa
Anggaran Sekretariat PPK Kec. Purwakarta.

560. Kwitansi No.K 153 Penggandaan Tanda Pengenal dan Gambar Calon Pilkada
tanggal 15 Januari 2008 Rp. 34.306.800,-

561. Kwitansi No.K 152 Biaya Pengamanan Stasioner Polres Purwakarta tanggal 15
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

562. Kwitansi No.K 151 Alat-alat Tulis Kantor tanggal 15 Januari 2008 Rp.
10.000.000,-

563. Kwitansi No.K 150 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec.Maniis Bln. Januari
2008 tanggal 15 Januari 2008 Rp. 8.625.000,-

564. Kwitansi No.K 149 Honorarium PPDP 40% Kec. Jatiluhur tanggal 15 Januari
2008 Rp. 8.230.000,-

565. Kwitansi No.K 148 Biaya Perbaikan gorong-gorong tanggal 15 Januari 2008
Rp. 4.850.000,-

566. Surat dari CV Buana Putra Tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengajuan Anggaran
Dana Pengerjaan jembatan Pintu Depan KPU Kab. Purwakarta.

567. Kwitansi No.K 147 Liputan kampanye PD I, PD III, DP II, PD III tanggal 4
Januari 2008 Rp. 4.000.000,-

568. Kwitansi No.K 145 Biaya Komputer tanggal 15 Januari 2008 Rp. 640.000,-

569. Kwitansi No.K 136 Rilis Berita Pilkada tanggal 15 Januari 2008 Rp.
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350.000,-

570. Kwitansi No.K 135 Biaya Pembuatan dan Pembongkaran TPS Kec. Darangdan
tanggal 14 Januari 2008 Rp. 49.800.000,-
571. Kwitansi No.K 134 a BBM T 168 A ke Bojong tanggal 15 Januari 2008 Rp.

100.000,-

572. Kwitansi No.K 134 Kebutuhan Operator IT tanggal 15 Januari 2008 Rp.
150.000,-

573. Kwitansi No.K 133 c Pres Release HU Progresif Jaya tanggal 15 Januari 2008
Rp. 2.000.000,-

574. Kwitansi No. K 133 b Biaya Pembuatan dan Pembongkaran TPS Kec.
Darangdan tanggal 14 Januari 2008 Rp. 49.800.000,-

575. Kwitansi No.K 133 a Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Bojong tanggal 14
Januari 2008 Rp. 7.225.000,-

576. Kwitansi No.K 133 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Sukasari tanggal 14
Januari 2008 Rp. 47.000.000,-

577. Kwitansi No.K 132 d Biaya Pembelian ATK tanggal 19 Januari 2008 Rp.
1.082.000,-

578. Kwitansi No.K 132 ¢ Pengamanan Stasioner Kodim bulan Januari 2008 tanggal
14 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

579. Kwitansi No.K 133 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Wanayasa tanggal 14
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

580. Kwitansi No.K 132 a Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Tegalwaru tanggal
14 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

581. Kwitansi No.K 131 Penggandaan DPT tanggal 14 Januari 2008  Rp.
5.500.000,-

582. Faktur Penjualan No. 125 Toko Vinaya Komputer BEC Bandung tanggal 13
Januari 2008 Rp. 3.196.000,-

583. Kwitansi No.K 124 Biaya Pengamanan Kotak Suara di PPK Bojong tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

584. Kwitansi No.K 117 b Belanja ATK tanggal 12 Januari 2008 Rp. 343.000,-
585. Kwitansi No.K 117 a Penambahan Pembentukan dan Raker KPPS Kec.
Purwakarta Kelurahan Purwamekar tanggal 12 Januari 2008 Rp. 300.000,-

586. Kwitansi No.K 117 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Plered tanggal 12
Januari 2008 Rp. 16.945.000,-

587. Tanda terima No. K 116 uang rapat pleno penetapan DPT tanggal 12 Januari 2008
Rp. 7.800.000,-

588. Kwitansi No.K 115 a PPDP Kec. Podok Salam 40 % tanggal 12 Januari 2008
Rp. 4.048.000,-
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589. Kwitansi No.K 115 a PPDP Kec. Pasawahan 40 % tanggal 12 Januari 2008 Rp.

5.905.500,-

590. Kwitansi No.K 114 a Uang lelah saksi dalam pengundian nomor urut tanggal 17
Desember 2007 Rp. 500.000,-

591. Kwitansi No.K 114 penggandaan DPT 8 kelurahan Kec. Purwakarta tanggal 12
Januari 2008 Rp. 3.325.500,-

592. Kwitansi No.K 113 Biaya pengamanan kotak suara Kec. Pondok Salam tanggal
12 Januari 2008 Rp. 1.600.000-

593. Kwitansi No.K 112 tambahan angkutan PPS Desa terpencil Kec. tegalwaru
tanggal 12 Januari 2008 Rp. 500.000,-

594. Kwitansi No.K 111 pengamanan logistik Pilkada Kec. Wanayasa tanggal 11
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

595. Kwitansi No.K 110 a Biaya foto copy dan ATK tanggal 11 Januari 2008 Rp.
271.250,-

596. Kwitansi No.K 110 Lumpsum Makanan dan penambah daya tahan tubuh tim IT
KPU tanggal 11 Januari 2008 Rp. 500.000,-

597. Kwitansi No.K 107 Pengawalan pengangkutan logistik Pemilul3 kecamatan
tanggal 10 Januari 2008 Rp. 2.600.000,-

598. Kwitansi No.K 106 Pengawalan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Pasawahan tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

599. Kwitansi No.K 105 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Babakan cikao tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

600. Kwitansi  No.K 104 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Darangdan tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

601. Kwitansi No.K 103 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Plered tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

602. Kwitansi No.K 102 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
tegalwaru tanggal 08 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

603. Kwitansi No.K 100 Pengamanan logistik Pemilu kecamatan Kiara Pedes tanggal
10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

604. Kwitansi No.K 101 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Bungursari tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

605. Kwitansi No.K 099 kebutuhan Tim IT (lumpsum makanan) tanggal 10 Januari
2008 Rp. 400.000,-

606. Kwitansi No.K 098 pengamanan logistik Pemilu kecamatan Bojong tanggal 10
Januari 2008 Rp. 100.000,-

607. Kwitansi No.K 096 a catride dan tinta komputer tanggal 09 Januari 2008 Rp.
1.575.000,-

Halaman 108 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.
BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
608. Kwitansi No.K 096 makan minum tanggal 9 Januari 2008 Rp. 1.172.500,-

609. Kwitansi No.K 094 c Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan GMBI tanggal 8
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

610. Kwitansi No.K 094 b Rilis Berita di Media Eksis tanggal 8 Januari 2008 Rp.
300.000,-

611. Kwitansi No.K 094 a Pam Insidentil Polres Purwakarta tanggal 8 Januari 2008
Rp. 5.000.000,-

612. Kwitansi No.K 094 Honorarium Piket Polres bulan Januari 2008 tanggal 8
Januari 2008 Rp. 4.000.000,-

613. Kwitansi No.K 093 Penggandaan Daftar Pemilih Tambahan Kec. Plered tanggal
8 Januari 2008 Rp. 3.914.000,-

614. Kwitansi No.K 092 Penggandaan DPT Kec. Sukatani tanggal 8 Januari 2008
Rp. 3.524.000,-

615. Kwitansi No.K 091 Penggandaan Daftar Pemilih Tambahan Kec. Darangdan
tanggal 8 Januari 2008 Rp. 3.412.000,-
616. Kwitansi No.K 090 Pengawalan 5 orang anggota tanggal 8 Januari 2008  Rp.

3.000.000,-

617. Kwitansi No.K 089 Penggandaan DPT Kec. Campaka tanggal 8 Januari 2008
Rp. 2.384.000,-

618. Kwitansi No.K 088 Penggandaan DPT Kec. Maniis tanggal 8 Januari 2008
Rp. 1.750.000,-

619. Kwitansi No.K 087 a Pengamanan alat-alat KPU di Kec. Cibatu tanggal 10
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

620. Kwitansi No.K 087 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Campaka tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

621. Kwitansi No.K 086 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Jatiluhur tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

622. Kwitansi No.K 085 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Sukatani tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

623. Kwitansi No.K 084 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Sukasari tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

624. Kwitansi No.K 083 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Maniis tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

625. Kwitansi No.K 082 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Purwakarta tanggal
15 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

626. Kwitansi No.K 081 Transport Logistik Pilkada Kec. Purwakarta tanggal 9
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

627. Kwitansi No.K 080 Transport Logistik Pilkada Kec. Bojong tanggal 9 Januari
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2008 Rp. 1.500.000,-

628. Kwitansi No.K 079 Transport Logistik Pilkada Kec. Cibatu tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

629. Kwitansi No.K 078 Transport Logistik Pilkada Kec. Sukasari tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

630. Kwitansi No.K 077 a Belanja ATK tanggal 20 Nopember 2007  Rp.
1.802.500,-

631. Kwitansi No.K 077 Transport Logistik Pilkada Kec. Sukatani tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

632. Kwitansi No.K 076 Transport Logistik Pilkada Kec. Pondok Salam tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

633. Kwitansi No.K 075 Transport Logistik Pilkada Kec. Plered tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

634. Kwitansi No.K 074 Transport Logistik Pilkada Kec. Kiara Pedes tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

635. Kwitansi No.K 073 Transport Logistik Pilkada Kec.Jatiluhur tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

636. Kwitansi No.K 072 Transport Logistik Pilkada Kec. Babakan Cikao tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

637. Kwitansi No.K 071 Transport Logistik Pilkada Kec. Darangdan tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

638. Kwitansi No.K 070 Transport Logistik Pilkada Kec. Maniis tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

639. Kwitansi No.K 069 Transport Logistik Pilkada Kec. Bungur sari tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

640. Kwitansi No.K 068 Transport Logistik Pilkada Kec. Wanayasa tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

641. Kwitansi No.K 067 Transport Logistik Pilkada Kec. Tegalwaru tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

642. Kwitansi No.K 066 Transport Logistik Pilkada Kec. Pasawahan tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

643. Kwitansi No.K 065 Transport Logistik Pilkada Kec. Campaka tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

644. Kwitansi No.K 064 Penggandaan DPT Kec. Sukatani tanggal 8 Januari 2008
Rp. 767.000,-

645. Kwitansi No.K 063 Tambahan biaya Trasport Alat TPS desa Terpencil Kec.
Sukasari tanggal 8 Januari 2008 Rp. 500.000,-

646. Kwitansi No.K 062 Iklan Pasangan Calon Bupati tanggal 8 Januari 2008 Rp.
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400.000,-

647. Kwitansi No.K 061 Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung kegiatan Raker

Pembahasan Program dan Tahapan Pilgub Jabar 2008.tanggal 8 Januari 2008 Rp.
365.000,-

648. Kwitansi No.K 060 Biaya Pendataan Pemilih untuk PPK dan PPS Kec.
Sukasari tanggal 8 Januari 2008 Rp. 325.000,-

649. Kwitansi No.K 059 Konsumsi operator IT tanggal 8 Januari 2008 Rp.
205.000,-

650. Kwitansi No.K 058 a Mengawal logistik Pemilu Ke Kec. Babakan Cikao
tanggal 8 Januari 2008 Rp. 100.000,-

651. Kwitansi No.K 057a Biaya Makan petugas data entry tanggal 8 Januari 2008
Rp. 350.000,-

652. Kwitansi No.K 057 Penggandaan Tanda Gambar Calon ( Baligo ) tanggal 7
Januari 2008 Rp. 31.540.000,-

653. Kwitansi No.K 056 Pembayaran honorarium operator komputer data entry
kecamatan tanggal 7 Januari 2008 Rp. 28.050.000,-

654. Kwitansi No.K 055 Pembayaran honorarium petugas PPDP Kec. Bungur sari
tanggal 7 Januari 2008 Rp. 5.959.000,-

655. Kwitansi No.K 054 Pengumunan hari pencoblosan Trend FM tanggal 7 Januari
2008 Rp. 5.355.000,-

656. Kwitansi No.K 053 Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Visi Misi Calon
tanggal 7 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

657. Kwitansi No.K 050 Kekurangan penggandaan DPT tanggal 7 Januari 2008
Rp. 89.000,-

658. Kwitansi No.K 049a Sosialisasi Interaktif di Trend FM tanggal 4 Januari 2008
Rp. 2.000.000,-

659. Kwitansi No.K 045 Pengadan Berita Acara KPPS, PK, KPU tanggal 3 Januari
2008 Rp. 51.598.580,-

660. Kwitansi No.K 044 Pengadaan mebelair KPUD Kab. Purwakarta tanggal 3
Januari 200 Rp. 33.748.000,-

661. Kwitansi No.K 043 Pengadaan AC Split 1 PK dan % PK tanggal 3 Januari 2008
Rp. 17.215.000,-

662. Kwitansi No.K 042 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Plered bulan Januari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 12.925.000,-

663. Kwitansi No.K 040a Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Sukatani bulan Januari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 11.625.000,-

664. Kwitansi No.K 039 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Biaya Raker Kec.
Purwakarta bulan Januari tanggal 4 Januari 2008 Rp. 11.025.000,-
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665. Kwitansi No.K 038 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK

Kec. Tegalwaru tanggal 3 Januari 2008 Rp. 10.975.000,-
666. Kwitansi No.K 037 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Pasawahan tanggal 3 Januari 2008 Rp. 10.325.000,-

667. Kwitansi No.K 036 Biaya Pengamanan Stasioner Polres Purwakarta tanggal 3
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

668. Kwitansi No.K 034 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Pondok Salam tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.675.000,-

669. Kwitansi No.K 033 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Jatiluhur tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

670. Kwitansi No.K 031 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Cibatu tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

671. Kwitansi No.K 030 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Bungur Sari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

672. Kwitansi No.K 029 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Campaka tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

673. Kwitansi No.K 028 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Kiarapedes tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

674. Kwitansi No.K 027 Pembayaran honorarium PPK/PPS Kec. Babakan Cikao
tanggal 3 Januari 2008 Rp. 8.375.000,-

675. Kwitansi No.K 026 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Maniis tanggal 3 Januari 2008 Rp. 7.725.000,-

676. Kwitansi No.K 025 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Sukasari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 5.775.000,-

677. Kwitansi No.K 024 honorarium Petugas Piket dari Polres Purwakarta (Dalmas)
tanggal 3 Januari 2008 Rp. 3.500.000,-

678. Kwitansi No.K 023 Pembayaran penggandaan DPT Kec. Bojong tanggal 3
Januari 2008 Rp. 2.571.000,-

679. Kwitansi No.K 022 honorarium PPK Kec. Wanayasa tanggal 3 Januari 2008
Rp. 2.525.000,-

680. Kwitansi No.K 021 Penggandaan DPT Kec. Pasawahan tanggal 3 Januari 2008
Rp. 2.359.000,-

681. Kwitansi No.K 020 Liputan langsung Rapat tanggal 3 Januari 2008 Rp.
1.000.000,-

682. Kwitansi No.K 018 Tambahan pembentukan KPPS dan Raker KPPS Kec.
Purwakarta tanggal 3 Januari 2008 Rp. 900.000,-

683. Kwitansi No.K 017 Biaya perbaikan kamar mandi / wc kantor KPU tanggal 3
Januari 2008 Rp. 427.000,-
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684. Kwitansi No.K 016 Biaya Tambahan pembentukan KPPS dan Raker KPPS Kec.

Tegalwaru tanggal 4 Januari 2008 Rp. 300.000,-

685. Kwitansi No.K 015 Langnganan Majalah Pushing tanggal 3 Januari 2008 Rp.
300.000,-

686. Kwitansi No.K 014 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK
Kec. Darangdan tanggal 3 Januari 2008 Rp. 12.275.000,-

687. Kwitansi No.K 013a Pengadaan tanda gambar, tanda pengenal dan alat
kebersihan kantor tanggal 3 Januari 2008 Rp. 4.495.350,-

688. Kwitansi No.K 013b Penggandaan DPT Kec. Jatiluhur tanggal 3 Januari 2008
Rp. 3.227.000,-

689. Kwitansi No.K 013a Pengamanan stasioner Kodim Purwakarta tanggal 2
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

690. Tanda terima No. K 012 Honorarium Anggota KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

691. Tanda terima No. K 012a Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008
tanggal 2 Januari 2008

692. Tanda terima No. K 012a Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008
tanggal 2 Januari 2008

693. Tanda terima No. K 011 Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal
2 Januari 2008

694. Tanda terima No. K 010 Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal
2 Januari 2008

695. Tanda terima No. K 009 Konfrensi Pers tanggal 2 Januari 2008

696. Kwitansi No.K 008 Biaya pengamanan insidentil tanggal 1 Januari 2008 Rp.
5.000.000,-

697. Kwitansi No.K 003a HU Pikiran akyat bln Desember 2007 tanggal 6 Januari
2008 Rp. 60.000,-

698. Kwitansi No.K 003 Langganan Koran Harian Umum Pelita bln Desember
2007 tanggal 1 Januari 2008 Rp. 60.000,-

ODNER SP) PEBRUARI 2008 :

699. Kwitansi sejumlah Rp. 17.600.000,-

700. Nota Penagihan CV. Planet tanggal 26 Desember 2007.

701. Surat perintah kerja Nomor ; 270.2/95/SPK/Set.KPU/XII/2007 tanggal 26
Desember 2007.

702. Kwitansi (tanda pembayaran) Rp. 3.500.000,-

703. Kwitansi lily Motor sejumlah Rp.2.500.000,- bulan Pebruari 2008.

704. Faktur Lily Motor tanggal 04 Pebruari 2008.
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705. Kwitansi sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 28 Pebruari 2008.

706. Struk bukti pembayaran PLN tanggal 27 Pebruari 2008.

707. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 1.000.000,-

708. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-

709. Kwitansi pembayaran Mei 2008 sejumlah Rp. 250.000.000,-

710. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 6.000.000,-

711. Nota Kontan Mekar Jaya Oil tanggal 20 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 135.000,-

712. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 59.758,-

713. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 1.288.392,-

714. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 900.000,-

715. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 544.413,-

716. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 852.743,-

717. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 825.000,-

718. Surat Tagihan rekening telepon dari Telkom tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor :
020/KU-110/d02-130200/2008.

719. Daftar tagihan rekening telepon KPU Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2008.

720. Kwitansi tanggal 19 pebruari 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-

721. Kwitansi kosong bermaterai, berstempel Toko wisuda.

722. Nota kosong berstempel Toko Wisuda.

723. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 2.610.000,-

724. Kwitansi tanggal 11 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 2.500.000,-

725. Kwitansi tanggal 12 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-

726. Kwitansi tanggal 08 pebruari 2008 sejumlah Rp.4.000.000,-

727. Kwitansi tanggal 08 pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-

728. Kwitansi tanggal 06 pebruari 2008 sejumlah Rp. 14.100.000,-

729. Faktur jatiluhur TV Nomor : 001/TG-JLTV/2008 tanggal 28 Januari 2008.

730. Kwitansi sejumlah Rp. 750.000,-

731. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 400.000,-

732. Nota Tagihan dari Politik dan Kriminal tanggal 04 Pebruari 2008.

733. Kwitansi tanggal 4 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.250.000

734. Nota tagihan dari Trik tanggal 04 Pebruari 2008.

735. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 7.800.000,-
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736. 1 (satu) buah laporan pelaksanaan Nomor : 35/MLN/XII/2007 tanggal 11

Desember 2007.
737. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 48.725.000,-

738. Surat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pembentukan
mediacentre KPU kab. Purwakarta Nomor : 270.2/SPK.04/Set-KPU/X/2007.

739. Berita Acara Nomor : 270.1/108/PPJB/BA/Sert. KPU/I/2008 tentang pemeriksaan
barang / pekerjaan jamuan makan dan jamuan ringan / snack Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2007.

740. Berita Acara Nomor : 270.1/109/PPJB/BA/Set. KPU/I/2008 tentang Penerimaan
barang / Jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Jamuan Makan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 28 Januari 2008.

741. Kwitansi tanggal 04 pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,-

742. Kwitansi kosong bermaterai dan berstempel Toko Wisuda.

743. Nota kosong berstempel Toko Wisuda.

744. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 40.000,-

745. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 199.500,-

746. Nota Katineung Rasa tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 199.500,-

747. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 275.000,- atas nama Sakir.

748. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Sakir.

749. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 300.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata.

750. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Kusnadi
Suryadinata.

751. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp. 300.000,- atas nama Yusuf
Maulana.

752. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Yusuf
Maulana.

753. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Bripka
Handono.

754. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Bripka
Handono.

755. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama briptu Agus
Triono.

756. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama briptu Agus
Triono.

757. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

758. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Aipda Anas

Halaman 115 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.
BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ikhsanudin.

759. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

760. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Ipda
Burhanudin.

761. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Sakir.

762. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Sakir.

763. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata.

764. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Kusnadi
Suryadinata.

765. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Yusuf
Maulana.

766. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Yusuf
Maulana.

767. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

768. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

769. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama briptu Agus
Triono.

770. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama briptu Agus
Triono.

771. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Bripka
Handono.

772. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Bripka
Handono.

773. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

774. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Ipda
Burhanudin.

775. Pembayaran PT. Radio Swara Populer kencana tanggal 01 pebruari 2008 sejumlah
Rp. 700.000,-

776. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 1.400.000,-

777. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 10.000.000,-

778. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 10.000.000,-

779. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 60.000,-

780. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 75.000,-
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781. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 85.000,-

782. Rekap honorarium KPUD kab. Purwakarta dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

783. Tanda terima honorarium anggota KPUD Kab. Purwakarta dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

784. Tanda terima honorarium Sekretariat KPUD Kab. Purwakarta dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

785. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,- atas nama Yusuf
Maulana, SH.

786. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata

787. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Sakir

788. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Aiptu
Endang Supriadi.

789. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Briptu Agus
Triono.

790. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

791. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Bripka
Handono.

792. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas H. Adang Lukman,SH tanggal 01
Pebruari 2007.

793. 2 (dua) Surat Tugas No. 280/546/KPU-PWK/I1/2008 tanggal 01 Januari 2008.

794. Pembayaran PT. Radio Swara Populer Kencana sejumlah Rp. 700.000,-

ODNER SPJ MARET.

795. Kwitansi pengadaan catering di KPU tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp.
97.484.040

796. Nota penagihan CV. Dwi Visi Utama 21 Januari 2008.

797. Kwitansi kosong bersetempel Dwi Visi Utama.

798. Kwitansi kosong warna hijau bermaterai CV Purwajakti.

799. Kwitansi sesuai dengan SPK No.270/45/PK/Set KPU/Xk/2007 tanggal 13 Maret
2008. Sejumlah Rp.44040.454

800. Nota Penagihan CV Planet Grafika tanggal 02 Januari 2008, beserta permohonan
pencairan anggaran sortir Surat Suara.

801. Kwitansi pengamanan insidentil 28 Maret 2008 sejumlah Rp. 10.000.000.

802. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.6000.000.-

803. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
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penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.13500.000.-

804. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.3000.000.-

805. Rekapitulasi penerimaan Honorrarium Panitia Pengadaan barang dan jasa
sekertariat KPU Kab. Purwakarta sejumlah 9.881,250 Maret 2008

806. Kwitansi audit pilkada dana kampanye sejumlah Rp. 24.750.000.- termin I

807. Kwitansi audit pilkada dana kampanye sejumlah Rp. 24.750.000.-Termin IT

808. Kwitansi pembayaran baligo deklarasi damai CV Planet sejumlah 17.809.000.
beserta nota penagihan CV Planet sejumlah Rp. 24.750.000.-, besrta permohonan
pencairan dana, Surat Perintah Kerja,

809. Kwitansi pembayaran personalisa sesuai dengan SPK No. 270/24/SPK/Set
KPU/1/2008 tanggal 25 Maret 2008, beserta permohonan pencairan, beserta nota
penagihan CV Mitra anugrah.

810. Kwitansi kosong warna kuning CV Mitra anugrah.

811. Surat Perintah Kerja Nomor 270/24/SPK/Set. KPU//2008

812. Kwitansi cetak jurnal pilkada No. SPK 270/14/SPK/Set KPU/2008 25 Maret 2008
beserta Surat Permohonan Pencairan Anggaran, serta Nota Tagihan dan SPK No.
270/29/SPK/Set. KPU/1/2008.

813. Nota tanggal 09/03/2008 sejumlah Rp.68.200,- beserta kwitansi tanggal 09 Maret
2008

814. Kwitansi Kosong berstempel Purwajati catering beserta surat penawaran.

815. Kwitansi pembayaran kepada agency Sindo sejumlah Rp. 79.000,-

816. Kwitansi pembayaran agency Kompas Rp. 72.000,-

817. Rekapitulasi penerimaan honor pengadaan barang dan jasa sekertariat KPU Kab
Purwakarta Maret 2008 sejumlah 9.881,250,-

818. 31 lembar tanda terima honorarium Panitia Pengadaan barang/Jasa Sekertariat
KPU Kab Purwakarta Tahun 2007 Pengadaan (kosong) tanggal kosong bulan
kosong tahun 2007 jumlah masing-masing tiap lembar tanda terima sejumlah

Rp.318.750.00,-

DOKUMEN / SURAT LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILUKADA KAB.
PURWAKARTA TAHUN 2007/2008.

819. Kwitansi tanggal 09 Maret 2008 sejumlah Rp. 58.125,-

820. Nota dari Family Copy Centre sejumlah Rp. 58.125,- tanggal 09 Maret 2008.

821. Kwitansi tanggal 01 Maret 2008 sejumlah Rp. 465.000,-

822. Nota dari toko Wisuda sejumlah Rp. 465.000,- tanggal 01 Maret 2008.

823. Kwitansi tanggal 29 Maret 2008 sejumlah Rp. 875.000,-

824. Nota dari took Wisuda sejumlah Rp. 875.000,-
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825. Kwitansi tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 900.000,-

826. Nota dari took Wisuda tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 900.000,-

827. Kwitansi tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp. 2.515.000,-

828. Nota dari took Wisuda tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp. 2.515.000,-
829. Kwitansi bulan Maret sejumlah Rp. 6.000.000,-

830.
831.
832.

Faktur sewa kendaraan dari ’ Hidayah ‘ Rent Car’.
Kwitansi bulan Pebruari 2008 sejumlah Rp. 12.050.000,-
Kwitansi dan faktur “Hidayah” rent car sejumlah Rp. 2.600.000,- tanggal 15

Pebruari 2008.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.

97.961.710,-
852.
853.

Desember 2007.
854.

Desember 2007.
855.
856.

Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.
Kwitansi sejumlah Rp.

Kwitansi sejumlah Rp.

Surat Penawaran harga Nomor :

Surat Proses Pengadaan Nomor

Berita Acara Nomor :

Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Pendi.

50.000,- atas nama Jehi Junaedi
50.000,- atas nama Abad Badnadi
50.000,- atas nama Awan Pr
50.000,- atas nama Dadang.
50.000,- atas nama Jajang Sutarnan.
50.000,- atas nama Asep Supardi
50.000,- atas nama Jejen H.
50.000,- atas nama Ridwan
50.000,- atas nama Iwan

50.000,- atas nama Suheryana.
50.000,- atas nama Usman
50.000,- atas nama Yanto S
50.000,- atas nama Acit

50.000,- atas nama E. Anwar

Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas Enjang R.

Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Sandoro.
Tanda Pembayaran Hotel Intan tanggal 17 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 700.000,-
Foto copy Nota Penagihan CV. Purwajati tanggal 07 Jasnuari 2008 sejumlah Rp.

Nota Penagihan CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp. 93.786.000,-

70/PJ/12/2007 dari CV. Purwajati tanggal 11

270.1/102/Set. KPU/XI1/2007 tanggal 07

Rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS/OE) tanggal 07 Desember 2007.

270.1/104/PPJB/BA/Set. KPU/XII/2007 tentang Evaluasi

Penelitian Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan jamuan Makan Komisi

Pemilihan Umum kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008.
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857. Surat dari CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008.

858. Kewitansi sejumlah Rp. 93.786.000,-

859. Foto copy Nota Penagihan dari CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008.

860. Foto copy Nota Penagihan dari CV. Citra Utama tanggal 04 Pebruari 2008.

861. Foto copy faktur dari CV. Citra Utama tanggal 04 Pebruari 2008.

862. Kwitansi tanggal 16 Januari 2008 sejumlah Rp. 384.200.000,-

863. Foto copy faktur CV. Dwi Visi Utama tanggal 21 Januari 2008.

864. Foto copy Nota Penagihan CV. Dwi Visi Utama tanggal 21 Januari 2008.

865. Kwitansi tanggal 15 Pebruari 2008 Rp. 2.000.000,-

866. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 Rp. 2.850.000,-

867. Kwitansi tanggal 15 Pebruari 2008 Rp. 5.000.000,-

868. 1 (satu) map warna biru yang berisikan Buku Kas Umum Bulan Nopember 2007.

869. 1 (satu) Map warna hijau berisikan daftar rincian penyaluran PPK dan rekapitulasi
pengeluaran dana operasional KPU.

870. 1 (satu) buah buku laporan pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

871. 1 (satu) buah Laporan Berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Puwakarta
pada pemilu Bupati dan wakil Bupati Purwakarta tahun 2008.

872. 1 (satu) map kuning berisikan blanko SSP (Surat setoran pajak) yang belum
digunakan untuk disetorkan.

873. 1 (satu) map warna biru tentang Belanja Nila Isna Pilkada yang berisi catatan
pribadi bapak Jaenudin untuk biaya operasional sehari-hari di KPU.

874. 1 (satu) bundle SPJ sosialisasi (Nurlela).

875. 1 (satu) bundle SPJ sosialisasi Pilkada tahun 2008.

876. Daftar pengeluaran biaya Pilkada.

877. Rekap pertanggungjawaban pemilihan Bupati oleh KPU.

878. 1 (satu) bundle transaksi penerimaan dan pengeluaran Pilkada Tahun 2007.

879. 1 (satu) bundle pengeluaran-pengeluaran yang belum dilengkapi dengan bukti
yang syah.

880. 1 (satu) lembar transaksi penerimaan dan pengeluaran Pilkada Tahun 2007.

881. 1 (satu) bundle hasil pemeriksaan sementara transaksi penerimaan dan pengeluaran
s.d tanggal 10-12-2007.

882. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 03/Tim-Adv/SK/II1/2008 tanggal 11 Maret 2008.

883. Foto Copy Surat Nomor : 001/DS-Adv/P/I11/2008 perihal Permohonan Biaya
tanggal 11 Maret 2008.

884. 1 (satu) unit computer. Monitror : Advance, Keyboard : Logitech, UPS : Advance,
CPU : Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E 7300 @2,66 GHz, 2,67 GHz merk

Samsung.
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885. Map wara biru berisikan :

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan Kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007.

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Rekap honorarium petugas monitoring kampanya dari tanggal 03 s/d Desember
2007 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
05 Desember 2007.

- Rekap honorarium monitoring tempat kampanya dalam Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007.

886. Berita Acara Nomor 280/BA54/KPU-PWK/X1/2007 tentang Penyusunan
Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tahun 2008.

887. SK Sekretariat KPU No : 270.2/Kep.01/KPA/IX/2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kantor KPU Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran 2007.

888. SK KPU No : 280/Kep.06-KPU/Pwk/VI/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pendaftaran pemilih Dan Sosialisasi
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008

889. SK KPU No : 280/Kep.34/KPU-PWK/X/2007 Tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008.

890. SK KPU No : 280 / Kep.134.A-PPK / KPU-PWK / IX / 2007 Tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Se-Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2008.

891. SK KPU No : 280 / kep.02-POKJA / KPU-PWK / VI / 2005 tentang
Pembentukkan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilihan Umum Dan Peraturan
Pemerintahan Daerah Khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten
Purwakarta.

892. SK KPU No : 280/Kep.10-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
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Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik

Serta Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008.

893. SK KPU No : 280/Kep.05-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pemungutan Dan Perhitungan Suara
Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008

894. SK KPU No : 280/Kep.07-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusunan Materi Rencana Kegiatan Pengumuman, Pendaftaran Dan
Verifikasi Calon Kepala Daerah Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008

895. SK KPU No : 280.1/SK.62/KPU-PWK/XII/TAHUN 2007 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008-2013

896. SK KPU No : 280/Kep.09-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Rekruitmen Personil Aparat
Penyelenggaraan Dan Kelembagaan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

897. SK KPU No : 280/Kep.134.B-PPS/KPU-PWK/IX/2007 tentang Pembentukan Dan
Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten
Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

898. SK KPU No. : 280/Kep.34/KPU-PWK/X/2007 tentang Tahapan, Program, Dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008.

899. SK sekretariat KPU No : 270.1/Kep.60-Pan/Set. KPU/PWK/XII/2007 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Tim Kerja Penetapan Daftar Pasangan Calon Dan
Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

900. SK KPU No : 280/Kep.134.A-PPK/KPU-PWK/IX/2007 tentang Pembentukan
Dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se
Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008

901. SK Sekretaris KPU No : 270.1/Kep.370-Pan/Set. KPU/PWK/X/2007 tentang
Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008

902. SK KPU No : 280.1/BA.664/KPU-PWK/XII/2007 tentang Berita Acara
Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Monitoring
Pelaksanaan Sosialisasi Oleh Panitia Penyelenggara Sosialisasi (Penggerak

Pilkada) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
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2008.

903. SK KPU No : 280/Kep.21B-KPU Pwk/2007 tentang pembentukan Panitia
Pelaksana Persiapan Study Banding ke Lokasi Pilkada Di Lingkungan KPU Kab.
Purwakarta Tahun 2007.

904. SK KPU No : 280.1/Kep.72-POKJA/KPU-Pwk/XI1/2007 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Pengalokasian Dan Pengepakan Barang-Barang Kelengkapan
TPS Dan Formulir-Formulir Untuk Pemungutan Dan perhitungan Suara Di TPS
Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

905. SK KPU No : 280.1/Kep.Pokja/KPU-PWK/XII/2007 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Kelompok Kerja Recruitmen Penggerak Pilkada (Panitia
Penyelenggara Sosialisasi) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008.

906. SK Sekretariat KPU No : 270.1/Kep.1/ALB-KPU-Pwk/2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Kantor Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007.

907. SK KPU No : 280.1/Kep.-28/KPU/Pwk/IX/2007 tentang Pengangkatan Panitia
Penerima Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

908. 1 (satu) map warna biru Notulen Rapat Pleno Tahun 2007

909. Daftar Penerimaan THR Bag. HUMAS Set.KPU Kab.PWK Periode 2007

910. Fotokopi Rencana Alokasi APBD KPU Kab.PWK 2007

911. Laporan Kegiatan POKJA Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pilbup
Th.2007

912. 1 (sau) map warna biru Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Pilkada Th.2008

913. 1 (satu) map warna biru Tanda terima Honorarium Anggota PPK bulan Oktober
2007 Se-Kab.PWK Pada PILKADA Th.2007

914. 1 (satu) map warna merah SPPD Periode Oktober 2007 KPA Asep Fakar

915. 1 (satu) map warna kuning SK KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Alat-alat
Kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008

916. 1 (satu) map warna orange Honorarium PPS Bulan Oktober 2007

917. 1 (satu) map warna kuning berisi :

- Tanda terima jumpa pers dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008

- 1 lembar kwitansi Pembayaran Rekaman, penggandaan Mars Pilkada dan
Desain Spot Iklan Trend FM

- 1 bundel nota pembayaran RM.Murah Meriah
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- Proposal Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kab.Purwakarta dai GIBAS

- 1 bundel kwitansi pembayaran Safari Garden Hotel dan Intan Hotel
- 1 bundel kwitansi pembayaran Spanduk

918. 1 (satu) map warna kuning Daftar Penerima honorarium PPK dan PPS Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

919. 1 (satu) map warna kuning Daftar Penerima honorarium PPK dan PPS Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

920. Laporan Kegiatan POKJA Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pilbup
Th.2007

921. 1 (satu) map warna merah tanda terima honorarium Pokja Calon anggota PPK
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008

922. Fotokopi Daftar honorarium Kegiatan Rapat Study Banding sekretarit KPU
Purwakarta

923. Fotokopi Honor Penerimaan Tim Perencana Study Banding KPU Purwakarta

924. SK Bupati Purwakarta No : 821.24/Kep.567-BKD/2008 Tentang Pengisian dan
Alih Tugas Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Purwakarta

925. Fotokopi kwitansi Pengadaan Alat Perlengkapan kantor

926. Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Purwakarta Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2008

927. SK KPU No : 280/Kep.11-KPU/Pwk/V1/2007 Tentang Pembentukan Panitia
Penyusunan Regulasi Dalam Rangka Menghadapi Persiapan Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2007.

Dan barang bukti lain yang disita :

1. Kwitansi Biaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara No. 2/Pilkada/2008/PT.
Bdg. An. Didi Suardi, SH tanggal 17 Mei 2008 Rp. 125.000.000,-

2. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ika Novia tanggal Rp. 75.000,-

3. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Iutom Effendi tanggal 7 Nopember
2008 Rp. 80.000,-

4. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal Rp.
80.000,-

5. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal 27 Oktober
2008 Rp. 80.000,-

6. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Nendy Fajar tanggal Rp. 75.000,-

7. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Sulasmiati tanggal Rp. 80.000,-

8. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Adi Sumardi tanggal 7 Nopember
2008 Rp. 75.000,-

9. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal 7
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Nopember 2008 Rp. 90.000,-

10. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal 23
Oktober 2008 Rp. 90.000,-

11. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Effendi tanggal Rp.
80.000,-

12. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Sakir tanggal Rp. 80.000,-

13. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Titin tanggal Rp. 80.000,-

14. Kwita nsi  Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Bunyamin tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

15. Kwitansi ~ Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Sulasmiati tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 80.000,-

16. Kwitansi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Dini S tanggal 10 Nopember
2008 Rp. 75.000,-

17. Kwitansi ~ Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Kusnadi tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

18. Kwitansi ~ Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Ade Suardi tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

19. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 8 Nopember
2008 Rp. 350.000,-

20. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 8 Nopember
2008 Rp. 350.000,-

21. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Drs. Karlan tanggal 12 Nopember
2008 Rp. 365.000,-

22. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Deni S tanggal 12 Nopember 2008
Rp. 150.000,-

23. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Heru Purwanto, SmHk tanggal 12
Nopember 2008 Rp. 365.000,-

24. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 18 Oktober 2008 Rp.
100.000,-

25. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana SH tanggal 18 Oktober 2008
Rp. 350.000,-

26. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. Heru Purwanto, SmHk
tanggal 23 Oktober 2008 Rp. 1.050.000,-

27. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. Deni S tanggal 23 Oktober
2008 Rp. 200.000,-

28. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. R. Agus Suryanata tanggal
23 Oktober 2008 Rp. 750.000,-

29. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 26 Oktober 2008 Rp.
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100.000,-

30. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 26 Oktober
2008 Rp. 350.000,-

31. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Karlan tanggal 30 Oktober 2008  Rp.
350.000,-

32. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Mustofa tanggal 30 Oktober 2008 Rp.
100.000,-

33. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 30 Oktober 2008
Rp. 250.000,-

34. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Basuki tanggal Rp. 80.000,-

35. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal 23 Oktober
2008 Rp. 80.000,-

36. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Tedi Sutedi tanggal Rp.
80.000,-

37. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp. 80.000,-

38. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9 Nopember
2008 Rp. 90.000,-

39. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudin tanggal Rp.
90.000,-

40. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7 Nopember
2008 Rp. 75.000,-

41. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kiki Rizkiana tanggal 7-11-2008

Rp. 150.000,-

42. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal 9-11-2008 Rp.
80.000,-

43. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Utom Efendi tanggal 7-11-2008 Rp.
80.000,-

44. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Arif Budiman tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

45. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Mubhtar Lutfi SE tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

46. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Abad Hasyim MM tanggal 10-10-2008
Rp. 350.000,-

47. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas (sopir) An. Ade Mustofa tanggal 10-10-2008 Rp.
100.000,-

48. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Suntama, SH tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

49. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 18-10-2008
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Rp. 350.000,-

50. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 18-10-2008 Rp.

250.000,-

51. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 18-10-2008 Rp.
350.000,-

52. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

53. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

54. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Heru Purwanto tanggal 30-10-2008 Rp.
350.000,-

55. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf maulana, SH tanggal 30-10-2008 Rp.
350.000,-

56. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 27-10-2008
Rp. 350.000,-

57. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 10-10-2008
Rp. 350.000,-

58. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf maulana, SH tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

59. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ika Novia tanggal - Rp. 75.000,-

60. Kwitansi Biaya Monitoring ke Kecamatan An. Yusuf Maulana, SH tanggal - Rp.
90.000,-

61. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal -
Rp. 90.000,-

62. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Effendi tanggal 9-11-2008
Rp. 80.000,-

63. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 26-10-2007

64. Surat Tugas Perjalanan Dinas H. Achmad Sadeli, SH tanggal 12-11-2007

65. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, Dkk tanggal 29-10-2007

66. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, Dkk tanggal 10-10-2007

67. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 30-10-2007

68. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, tanggal 27-10-2007

69. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 23-10-2007

70. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 26-10-2007

71. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 30-10-2007

72. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
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tanggal 9-11-2007

73. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung dkk tanggal 8-11-2007

74. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 18-11-2007

75. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 27-10-2007

76. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dini S tanggal 9-11-2008 Rp. 100.000,-

77. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 9-11-2008

Rp. 250.000,-

78. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 9-11-2008 Rp.
350.000,-

79. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Drs Karlan tanggal 9-11-2008 Rp.
350.000,-

80. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan tanggal 9-11-2008 Rp.
350.000,-

81. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Muhtar Lutfi SE tanggal 6-11-2008 Rp.
350.000,-

82. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 2-11-2007

83. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH, dkk tanggal 6-11-2007

84. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 9-11-2007

85. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, tanggal 8-11-2007

86. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 12-11-2007

87. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH, dkk tanggal 18-11-2007

88. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 8-11-2007

89. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Ir. Dadan K. Ramdan tanggal 18-
11-2008 Rp. 400.000,-

90. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, SH tanggal 6-11-2008 Rp.

350.000,-

91. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 6-11-2008 Rp.
350.000,-

92. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dodo Khudori tanggal 6-11-2008 Rp.
250.000,-

93. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Abad Hasyim MM tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

94. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Dani Abdurahman, SH tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

95. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 6-11-2008 Rp.
100.000,-

96. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Nila Asnawati tanggal - Rp.
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90.000,-

97. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.

80.000,-
98. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi tanggal - Rp.
90.000,-
99. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-
100. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-
101. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal - Rp.
80.000,-
102. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Bunyamin tanggal - Rp.
90.000,-
103. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal - Rp.
90.000,-
104. Kwitansi Biaya Pengiriman A.3 Kecamatan An. Ujang J tanggal - Rp.
75.000,-

105. Kwitansi Biaya Pengiriman A.3 Kecamatan An. Yuyun Kuswana tanggal 10-11-
2007  Rp. 80.000,-

106. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal - Rp.
80.000,-

107. Kwitansi Biaya Monitoring persiapan Pilkada Kecamatan An. Ir. Dadan KR, MT
tanggal - Rp. 100.000,-

108. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 2-11-2007 Rp.

100.000,-

109. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

110. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, SH tanggal 2-11-2007 Rp.
350.000,-

111. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR. MT tanggal 2-11-2007 Rp.
350.000,-

112. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Uum Aruman, SmHk. tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

113. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH. tanggal 18-10-2007
Rp. 350.000,-

114. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 30-10-
2007 Rp. 350.000,-
115. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela Mukaromah, Spd. tanggal 30-10-
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2007 Rp. 350.000,-

116. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Lukman, SH. tanggal 30-10-2007
Rp. 350.000,-

117. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Asep Maskar D, SH, MH. tanggal 30-
10-2007 Rp. 350.000,-

118. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Asep Maskar D, SH, MH. tanggal 26-
10-2007  Rp. 350.000,-

119. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Achmad Sadeli, SH. tanggal 26-10-2007
Rp. 350.000,-

120. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela Mukaromah, Spd. tanggal 26-10-
2007  Rp. 350.000,-

121. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 26-10-
2007 Rp. 350.000,-

122. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas 3 hari ke Jakarta An. Adang Lukman, SH.
tanggal 23-10-2007 Rp. 1.050.000,-

123. Kwitansi Biaya Monitoring Kecamatan An. Nurlela M, Spd. tanggal - Rp.
100.000,-

124. Kwitansi Biaya Monitoring Persiapan Pilkada Kecamatan An. D. Hutagalung
tanggal Rp. 100.000,-

125. Kwitansi Biaya Monitoring Persiapan Pilkada Kecamatan An. H. Ach. Sadeli, SH
tanggal 7-11-2007 Rp. 100.000,-

126. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Asep maskar D, SH tanggal 9-11-2007

Rp. 350.000,-

127. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela M, SPd. tanggal 9-11-2007 Rp.
350.000,-

128. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 9-11-2007
Rp. 350.000,-

129. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal - Rp.
350.000,-

130. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 30-10-2007
Rp. 350.000,-

131. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Asep maskar D, SH tanggal 27-10-
2007 Rp. 350.000,-

132. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal 27-10-2007
Rp. 350.000,-

133. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 27-10-2007
Rp. 350.000,-

134. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 8-11-2007 Rp.
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350.000,-

135. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 8-11-2007

Rp. 350.000,-

136. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 9-11-2007 Rp.
350.000,-

137. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal 8-11-2007
Rp. 350.000,-

138. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 12-
11-2007 Rp. 400.000,-

139. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 8-11-2007

140. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Heru Purwanto, SmHk, dkk tanggal 23-10-2007

141. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, tanggal 23-10-2007

142. Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 10 Nopember 2007.

143. Daftar Penerimaan Uang Lelah Peserta Sosialisasi

144. SK KPU No. 270.1/Kept.47-Pan/KPU-Pwk/X/2007 tanggal 1-11-2007.

145. SK KPU No. 270.1/Kept.34.A-Pan/KPU-Pwk/X/2007 tanggal 22-10-2007.

146. kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan alat kelengkapan kantor KPU Purwakarta
Tahun 2007 tanggal 1 3 Nopember 2007 Rp. 20.020.000,-

147. Nota Penagihan dari CV Sofyan tanggal 12 -11-2007 Rp. 22.020.000,-

148. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 17/SPK/Set. KPU/X/2007 tanggal 31-10-2007.

149. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama No. 14/Pan.PBJ-KPU/X1/2007 tanggal 19-11-
2007.

150. Tanda Terima Jumpa Pers Pilkada Bupati / Wakil Bupati tanggal 11-10-2007.

151. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/6/SPK-KPA/X/2007 tanggal 19-10-2007 CV
SOFYAN.

152. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/3/SPK-KPA/X/2007 tanggal 10-10-2007 CV
WILDAN

153. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/4/SPK-KPA/X/2007 tanggal 18-10-2007 CV
WILDAN

154. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/01/SPK-KPA/X/2007 tanggal 4-11-2007
Joes,s Gardening

155. Laporan Notulen Rapat Pleno KPU Kab. Purwakarta tanggal 4 Mei 2007 (tanpa
tandatangan).

156. Tanda terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa tanggal --- 2007.

157. Fotocopy surat No. 240/15/111/2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal penggunaan dana
pelayanan dan bantuan hukum.

158. Fotocopy surat No. 196/15/11/2007 tanggal 19-02-2007 tentang pemutakhiran data

wilayah.
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159. FC Surat No. 266/15/8/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang putusan Mahkamah

Agung RI No. 44/P/HUM/2006.
160. 160. Lampiran Kep.No. /KEP-KPU-PWK/ /2007 tanggal = 2007. (tanda tanda

tangan).
161. 161. Surat Perintah Kerja No. 270.2/  /SPK-KPA/XI1/2007 tanggal 11 Desember
2007 Pengadaan Telepon Celluler /HP APBD Th. 2007.
162. 162.Dokumen Pengadaan Kegiatan Pengadaan barang/Jasa KPU Kab. Purwakarta
tanggal 11-10-2007. (tanpa tanda tangan).
163. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket I pekerjaan pengadaan formulir dan amplop
tanggal Oktober 2007. (Tanpa tanda tangan).
164. Jadwal Kegiatan Pengadaan paket I tanggal 11 Oktober 2007 (tanpa tanda tangan).
165. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri ( HPS/OE ) Pengadaan Alat kelengkapan
kantor KPU Kab. Purwakarta tanggal 18 Oktober 2007 (tanpa tanda tangan).
166. Surat Undangan Penawaran No. 14/PH/Set. KPU/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007
(tanpa tanda tangan).
167. Surat Penawaran Harga No. 53/Pen/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 C SOFYAN.
(tanpa tanda tangan).
168. Berita Acara Evaulasi / Penelitian Penawaran Harga No.15 / BA / Set. KPU / X /
2007 tanggal 25-10-2007 (tanpa tanda tangan).
169. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No.16/BA/Set. KPU/X/2007 tanggal
29-10-2007 (tanpa tanda tangan).
170. Daftar hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kab. Purwakarta (tanda tanda
tangan).
171. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan No.19 / BA / Set. KPU / X1/ 2007
tanggal 9-11-2007 (tanpa tanda tangan).
172. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan No.20 / BA / Set. KPU / X / 2007
tanggal 12-11-2007 (tanpa tanda tangan).
173. Jadwal Pemilihan Langsung Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas tanggal Oktober
2007 (tanpa tanda tangan).
174. Jadwal Pelelangan Umum Kegiatan Pengadaan tanggal Oktober 2007 (tanpa
tanda tangan).
175. Surat Kebutuhan Bahan Sosialisasi / Soefenir / dan alat tulis kantor KPU Kab.
Purwakarta No. 280.1/414/KPU-Pwk/I1/2008 tanggal 7 Januari 2008.
176. Rincian Pembagian Uang.
177. Jawaban Penasehat Hukum Didi Suwardi & Rekan dalam perkara perdata No.
01/Pilkada/2008/PT. Bandung di Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung tanggal
13 Februari 2008

178. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan surat-surat Keputusan yang
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dikeluarkan KPU Kab. Purwakarta.

179. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan SPPD yang dikelola KPA Yusuf
Maulana, SH.

180. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan SPJ-SPJ yang dikelola oleh Yusuf
Maulana, SH.

181. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta No. 280.1 /53 / SK / KPU /
Pwk /IX /2007

182. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan honorarium lembur pelaksanaan
pendaftaran calon anggota PPK Kab. Purwakarta bulan Agustus 2007.

183. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honor PPS bulan Oktober Kecamatan
Sukatani, Maniis, Babakan Cikao, Sukasari, Jatiluhur, urwakarta, Darangdan,
Pondok salam.

184. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium Protokoler acara
pembukaan dan pelantikan PPK dan PPS se Kab. Purwakarta dan honor
Rohaniawan.

185. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium PPS bulan Oktober Kec.
Plered dan Tegalwaru.

186. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium PPS bulan Oktober Kec.
Bungursari dan Kiarapedes.

187. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan SPK pengadaan tas kerja, Notebook,
Ballpoint, dan tanda pengenal.

188. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :

- Tanda terima transport anggota PPK dan PPS
- Tanda terima Honor operator

- Tanda terima honor Pokja bakal calon anggota PPS
- Honor penyusunan tim seleksi PPK dan PPS
- SPK pengadaan software Sim Pilkada

- Honor Narasumber kegiatan pelantikan

- Daftar Honor Uang saku calon anggota PPK
- Honor Moderator

- Honor anggota PPK Kec. Sukatani

- Media TV

- Tanda terima insentif lebaran untuk Pers.

- Trend FM (kwitansi)

- Ucapan selamat Idul Fitri

- Kwitansi Intan Hotel

- Tanda terima setoran

- faktur
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- Kwitansi

- Honorarium operator Raker dan pelantikan PPK dan PPS
- Honorarium PPK.
189. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan honorarium petugas IT.
190. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan SPK pengadaan Hardware Sim
Pilkada
191. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan Surat Perintah Kerja pencetakan
buku pedoman PPK, PPS dan KPPS.
192. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan SPJ perjalanan dinas
193. Kwitansi Intan Hotel sejumlah Rp. 3.200.000,-
194. Kwitansi Safari Garden Hotel tanggal 6 Oktober 2007 sejumlah Rp. 1.650.000,-
195. Tanda terima jumpa pers dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Th. 2008 tanggal 10-10-2007.
196. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 01/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 01/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 1/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari permohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- daftar saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008.
197. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 02/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari permohon keberatan
- Daftar bukti pemohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- Daftar saksi-saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Kesimpulan dari pemohon keberatan.

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
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02-2008

198. 1 (satu) bundel map warna biru muda berisikan bukti-bukti yang diajukan
termohon dalam perkara sengketa Pilkada Kab. Purwakarta.
199. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Putusan No. 09/PK/KPUD 2008
- Kontra memori PK terhadap putusan Pengadian Tinggi Bandung No.
02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-02-2008
- Surat Kuasa No. 03/Tim-Adv/SK/II1/2008
- Kwitansi tanda pembayaran Rp. 250.000.000,- bulan Mei 2008.
- Surat perjanjian
200. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 02/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari pemohon keberatan
- Daftar bukti pemohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- Daftar saksi-saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Kesimpulan dari pemohon keberatan.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008
201. Surat No. 280.1/603-Keu/KPU-Pwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal
pertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHP Pemeriksaan terhadap
pengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab. Purwakarta 2007 untuk kegiatan
Pilkada Tahun 2007 / 2008 pada KPU Kab. Purwakarta No. 045.4/49/Bawasda

tanggal 24 Januari 2008.
202. Resi SP2D No. 920/BTL-LS/2007 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp.
9.317.060.000,-

203. Fotocopy SPM No. 900/868/BTL/LS/Setda/2007 tanggal 12-12-2007

204. SPP No. 846/SPP-LS/BP/07 tanggal 6-12-2007.

205. Surat Pengajuan SPPLS No. 846/SPP-LS/XII/Kesbang Linmas tanggal 5-12-2007.

206. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no.
846/SPTJ/KPA/XII/Kesbang Linmas tanggal 5-12-2007.

207. Resi SP2D No. 838/BTL-LS/2007 bulan Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,-

Halaman 135 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.
BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
208. SPM No. 900/796/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 6-11-2007 sejumlah Rp.

1.492.690.000,-
209. SPP No. 794/SPP-LS/BP/07 tertanggal 21-11-2007.

210. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no.
67/SPTJ/KPA/Il/Kesbang Linmas tanggal 24-11-2007.

211. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 67/SPP-LS/II/Kesbang Linmas tanggal 24-
11-2007.

212. SP2D No. 664/BTL-LS/2007 tanggal 26-9-2007 sejumlah Rp. 1.600.000.000,-

213. SPM No. 900/616/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 25-11-2007 sejumlah Rp.
1.600.000.000,-

214. SPP No. 612/SPP-LS/BP/07 tertanggal 24-09-2007

215.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 51/SPP-KPA/IX/Kesbang Linmas tanggal
25-09-2007.

216. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no.
51/SPTJ/KPA/IX/Kesbang Linmas tanggal 25-09-2007.

217. SP2D No. 389/BTL-LS/2007 tanggal 13-06-2007 sejumlah Rp. 500.000.000,-

218. SPM No. 900/246/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 31-05-2007 sejumlah Rp.
500.000.000,-

219. SPP No. 244/SPP-LS/BP/07 tertanggal 29-05-2007

220. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 24/SPP-KPA/V/Kesbang Linmas tanggal
31-05-2007.

221. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No.
24/SPTJ/KPA/V/Kesbang Linmas tanggal 31-05-2007

222. Keputusan Bupati Purwakarta No. 875.1/Kep.393-Pemb/2007 tentang pelimpahan
wewenang penunjukan Kuasa Pengguna anggaran / Pejabat pembuat komitmen /
atasan langsung bendahara, pejabat penatausahaan Keuangan dan Bendahara
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum daerah dan Ketua Panwas Kab.
Purwakarta Tahun anggaran 2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2007
oleh Bupati Purwakarta H. LILY HAMBALI HASAN.

223. Surat No. 280/174/KPU/Pwk/IX/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal
penyampaian program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

224. Surat No. 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal penggunaan
dana hibah.

225. Perubahan rincian kebutuhan belanja (RKB) Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kab. Purwakarta belanja KPU Kab. Purwakarta TA. 2007 sejumlah Rp.
12.409.750.000,-

226. Surat Perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara Pemerintah Kab. Purwakarta
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dengan Komisi Pemililhan Umum Kab. Purwakarta No.

410/30/SPBH/Pemda/X11/2007 tentang bantuan Penyelenggaraan Pilkada Kab.

Purwakarta Tahun 2008 kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta.

227. Keputusan Bupati Purwakarta No. 954/Kep.138-Pem/2007 tentang Penunjukkan
Kuasa pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat daerah Kab. Purwakarta Tahun
2007.

228. Foto copy buku rekening No. 0003666700100 tentang Satlinmas / Zaenal A /
Halim Cabang Purwakarta Bank Jabar

229. Surat tanda setoran (STS) sejumlah Rp. 19.888.150,- tanggal 26-03-2008.

230. Surat Tanda setoran bank Jabar ke No. Rekening 0018054952002 sejumlah Rp.
19.888.150,-

231. Surat Tanda setoran ke Kas daerah (STS) sejumlah Rp. 1.127.260.000,-

232. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke No. Rekening 0018054952002 sejumlah Rp.
1.127.260.000,-

233. Foto copy Surat Pengantar Daftar Rincian kebutuhan biaya operasional
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
24 Desember 2007 yang ditandatangani Ir. DADAN KOMARUL RAMDAN
beserta lampiran rincian kebutuhan biaya operasional KPU Kab. Purwakarta untuk
bulan Desember 2007 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008.

234. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 5.200.000.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 24-12-2007.

235. Kwitansi bulan  Desember 2007 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 5.200.000,000,-

236. Berita Acara No. 900/166/KesbanglLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 5.200.000,000,-

237. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 2.062.100.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 12-01-2008.

238. Kwitansi Tanggal 18 Januari 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan

Komarul Ramdan sejumlah Rp. 2.062.100.000,
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239. Berita Acara No. 900/173/KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kedua

DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA

tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 2.062.100.000,-

240. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1/451-
IX/KPU-Pwk/1/2008 tanggal 18-01-2008.

241. Surat Pengantar No. 270.5/466a/KPU-Pwk/I/2008 tanggal 17-01-2008 perihal
daftar usulan pencairan biaya operasional KPU pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 beserta lampiran daftar rincian kebutuhan biaya
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
17 januari 2008.

242. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 927.700.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 25-03-2008.

243. Kwitansi tanggal Maret 2008 perihal belanja Hibah wuntuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 927.700.000,-

244. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/498/KPU-Pwk/I1/2008 tanggal 27-02-2008.

245. Berita Acara No. 900/174/KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 927.700.000,-.

246. Surat Pengantar No. 280.1/497/KPU-Pwk/II/2008 tanggal 27-02-2008 perihal
daftar usulan pencairan biaya operasional KPU pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 bulan Pebruauri 2008 beserta lampiran rincian
kebutuhan biaya operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 bulan Pebruari 2008 tanggal 18-02-2008

247. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0002842671001  sejumlah Rp. 500.000.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA

248. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/921/KPU-Pwk/V1/2007 tanggal 14-06-2007.

249. Berita Acara No. 900/95/KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kesatu
SYAHRUL KOSWARA dan pihak kedua ASEP FAKAR, SH tentang Serah
Terima bantuan hibah sejumlah Rp. 500.000.000,-

250. Kwitansi tanggal 31-5-2007 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh

KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Asep
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Fakar, SH sejumlah Rp. 500.000.000,-.

251. Surat perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara pemerintah kab. Purwakarta
dengan KPU Kab. Purwakarta No. 410 / 09 / SPBH / Pemda / V / 2007 tentang
bantuan peneyelnggaraan Pilkada kepada Sekretariat KPU.

252. SP2D No. 389/ BTL-LS / 2007 tanggal 13-06-2007 sejumlah Rp. 500.000.000,-

253. SPM No. 900/246/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 31-05-2007 sejumlah Rp.
500.000.000,-

254. SPP No. 244/SPP-LS/BP/07 tertanggal 29-05-2007

255. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No. 24 / SPTJ /
KPA / V/ Kesbang Linmas tanggal 31-05-2007

256. Surat No. 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31-05-2007 perihal penggunaan
dana hibah beserta lampiran dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat KPUD
Kab. Purwakarta.

257. Salinan Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Jabar No. 295/KPU-JB/II1/2004
tentang pengangkatan pejabat eselon IV Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

258. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1 /
375a// KPU-Pwk / XII / 2007 tanggal 24-12-2007 Rp. 5.200.000.000,-

259. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/152.1/KPU-Pwk/IX/2007 tanggal 26-08-2007 sejumlah Rp. 1.600.000,000-

260. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1/291-
a/KPU-Pwk/X1/2007 tanggal 26-11-2007 sejumlah Rp. 1.492.690.000,-.

261. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 287.1/451-
a/KPU-Pwk/1/2008 tanggal 18-01-2008 sejumlah Rp. 2.062.100.000,-.

262. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/498/KPU-Pwk/I1/2008 tanggal 27-02-2008 sejumlah Rp. 927.700.000,-.

263. Kwitansi tanggal 26-11-2007 perihal pembayaran bantuan penyelenggaraan
Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh KPA Syahrul
Koswara, Bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan Komarul
Ramdan sejumlah  Rp. 1.492.690.000,-.

264. Kartu Disposisi dari Komisi Pemilihan Umum kepada Sekda perihal permohonan
bantuan biaya untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.
Purwakarta th. 2008 tanggal surat 20-09-2007 No. 280/26/KPU-PWK/1X/2007.

265. Pakta Integritas Pengadaan Barang / Jasa KPU Kab. Purwakarta dengan CV
Sofyan perihal Pengadaan alat kelengkapan kantor KPU Kab. Purwakarta.

266. 1 (satu) bundel kwitnsi-kwitansi jilid biru.

267. 1 (satu) bundel kwitnsi-kwitansi jilid merah

268. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 280.1/300/KPU-PWK/X1/2007 tanggal 30
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Nopember 2007 perihal pembuatan KM/WC KPU Kab. Purwakarta kepada CV

MAULANA MAGHRIBI sebesar Rp. 7.800.000,-.

269. Fhoto copy laporan realisasi anggaran biaya belanja Hibah pemilu Bupati/wakil
Bupati Purwakarta tahun 2008 komisi pemilihan umum darah kabupaten
purwakarta.

270. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 280.1/300/KPU-PWK/1/2007 tanggal 17 Januari
2008 perihal perbaikan pagar tembok penahan gedung dan pasangan atap asbes
gelombang KPU Kab. Purwakarta kepada CV MAULANA MAGHRIBI sebesar
Rp. 10.600.000,-

271. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 11.A/8/KPA/Keg. KPU/SPK/11/2007 tanggal 15
Nopember 2007 perihal Pencetakan Buku pada kegiatan sosialisasi KPU Kab.
Purwakarta kepada CV RODA MAS sebesar Rp. 49..920.750,-.

272. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/01/ALB-SPK/V1/2007 tanggal 18 Juni 2007
perihal Rehabilitasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Purwakarta
kepada CV RODA MAS sebesar Rp. 49.500.000,-.

273. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270/21/SPK/Set. KPU/I/2008 tanggal 15 Januari
2008 perihal Pengadaan Leaflet, Poster, dan Jurnal Pilkada KPU Kab. Purwakarta
kepada CV WIKAL sebesar Rp. 37.125.000,-.

274. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mebelair Sekretariat KPUD Kab.
Purwakarta dari PT. BILQIS RATU PRIMA.

275. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/SPK /X11/2007 tanggal 10 Desember
2007 perihal pengadaan Bilik Surat Suara Keperluan Pemilu Bupati dan
wakilBupati Purwakarta kepada CV MAHAMERU sebesar Rp. 276.210.000,-

276. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/SPKO06/KPU/XII/2007 tanggal 10
Desember 2007 perihal Pengadaan Cetakan Surat Suara Keperluan Pemilu Bupati
dan wakil Bupati Purwakarta kepada CV SANDIPALA ARTHAPUTRA sebesar
Rp. 326.053497,-.

277. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/03/ALB-SPK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus
2007 perihal Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan kantor KPU Purwakarta
kepada CV ALAM RAYA sebesar Rp. 22.047.250,-

278. Foto copy Daftar pengeluaran biaya pilkada.

279. 1 (satu) buah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten purwakarta
Nomor.280.1 / Kep.29 / KPU-pwk / IX / 2007 tentang penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan bendaharawan pengelola dana hibah di lingkungan komisi
pemilihan umum kabupaten purwakarta 2007 tanggal september 2007

280. I (satu) buah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten purwakarta
Nomor.280.1/Kep.51/KPU-pwk/X1/2007 tentang perubahan ke dua Keputusan

komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta nomor 2.80.1/29/KPU-
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Pwk/IX/2007 tentang penunjukan pengganti Kuasa Pengguna anggaran / pejabat

pembuat atasan langsung bendahara / penatausahaan keuangan dan bendaharawan
penggantinpengelola dana hibah di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten
purwakarta tahun anggaran 2007 tanggal 12 Nopember 2007

281. 1T (satu) buah Surat Keputusan Bupati purwakarta nomor 280.1 / 53 / SK?
KPU.PWK / XI / 2007 tentang perubahan ke tiga Keputusan Komisi pemilihan
umum Kabupaten Purwakarta Nomor 280.1/29/KPU-Pwk/IX/2007 tentang
penunjukan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran / pejabat pembuat komitmen /
atasan langsung bendaharawan / penatausahaan keuangan dan bendaharawan
pengelola dana Hibah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten
Purwakarta tahun anggaran 2007 tanggal 19 Nopember 2007

282. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954 / Kep.138.Pemb / 2007
tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat komitmen dan
bendahara pengeluaran dilingkungan sekertariat daerah kabupaten Purwakarta
tahun 2007 tanggal 1Maret 2007

283. 1 (satu) buah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 280.1 / Kep.30 / KPU-Pwk / X / 2007

284. Surat N0.900 / 422 / Kesbang Pol Linmas Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Dana Hibah.

285. Rekapitulasi penerimaan SPJ.

286. Surat No. 910/ 385 / DPRD perihal Laporan Penggunaan Dana Pemilu Pilkada.

287. Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pilkada 2008.

288. No. Rekening 0002568096001 An Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas.

289. Surat Nomor 270.5/466a/KPU-PWK/1/2008

290. 1 (satu) bundel fakta integritas.

291. Surat No. 2.80/104/KPU-PWK/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007 perihal permohonan
bantuan anggaran belanja penyelenggaraan pemilu Bupati dan wakil bupati
purwakarta tahun 2008.

292. Surat No. 270.2/...../KPA/X1/2007 tanggal 22 Nopember 2007 perihal persiapan
pengadaan.

293. Surat Nomor 280/26/KPU-Pwk/IX/2007 tanggal 23 September 2007Perihal biaya
permohonan  kegiatan pemilihan umum Bupati dan akil bupati kabupaten
purwakarta tahun 2008.

294. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan
pemilihan Kepala daerah Nomor 67/LHP/XVIIL.BDG/12/2008 tanggal
30Desember 2008.

295. 1 (satu) bundel spj beserta kelengkapannya.

296. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270/75/SPK-KPA/XI11/2007 perihal Pengadaan
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Telepon Cellular / Hand Phone (HP) APBD TA. 2007 kepada CV. RATU

PUSPARANI MANDIRI sebesar Rp. 69.575.000,.

297. Surat perintah kerjasama kegiatan pengadaan perlengkapan TPS

298. Foto copy  kwitansi untuk pengadaan Hand Phone sebesar Rp. 69.575.000.
tanggal 18 Januari 2008 beserta kelengkapannya.

299. Nota Penagihan CV. SARI WANGI tanggal 14 Januari 2008

300. Surat Perintah Kerja Nomor : 270.2/6/SPK-KPA/X/2007 antara H. Adang
Lukman, SH dan Agus Sasmita

301. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/SPK/X11/2007 perihal Pengadaan Barang /
Jasa  Sekretariat KPU Kab. Purwakarta kepada PT. SWADHARA
ERAGRAPINDO SARANA sebesar Rp. 462.868.762,-

302. 1 (satu) buah odner SPJ Daftar Penerimaan Honorarium Kegiatan penyusunan
regulasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta.

303. 1 (satu) bundel spj honorarium pemeriksa barang sekertariat KPU Kab Purwakarta
tahun 2007.

304. Nota Penagihan CV. Jayaningrat tanggal 06 Desember 2007.

305. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pengadaan kertas segel pilkada
sekertariat KPU Kabupaten Purwakarta.

306. Surat Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta nomor 01/Kep-
KPU-PWK/VII 2003 tertanggal juli 2003

307. Nota penagihan CV Jaya Pasopati pratiwi tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.
52.232.280

308. Surat perintah membayar nomor 900/246/BTL-LS/Setda /2007 sebesar Rp.
500.000.000 beserta lampirannya

309. Kwitansi tanggal 21 Desember 2008sebesar Rp. 31856.650. untuk pengadaan
sampul Berita Acara KPPS, PPK. KPPS, KPU dan naskah sumpah janji ketua
KPPS beserta lampirannya.

310. Nota penagiahan CV Ratu pusparani mandiri tangal 18 januari 2007 sebesar Rp.

69.575.000.

311. Surat Nomor 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal penggunaan
dana hibah.

312. Surat No. 207.1/ /Set..KPU-Pwk/1/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal

pemesanan jamuan makan yang belum ditandatangani oleh Sdr. H. ADANG
LUKMAN.

313. Foto copy rekening koran Bank Jabar Banten transaksi rekening cabang 0018
cabang Purwakarta No. Nasabah 002 Cn3 No. Rekening 0003283895001 KPU
Kab. Purwakarta Ck.-Giro Kasda Periode 26-09-2007 s/d 01-09-2008.

314. Buku CekNo. 464531 sampai dengan 464540.
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315. Surat Seoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 44.184.254,-.

316. Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 6.627.638,.
317. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 4.572.912,.
318. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 30.486.085,-.
319. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 672.000,-.
320. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 4.480.000,.
321. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 1.820.000,.
322. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 273.000,-.
323. Surat Setoran Pajak tanggal Desember 2007 sebesar Rp. 941.250,-.
324. Surat Setoran Pajak tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 491.250,-.
325. Surat Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp. 708.750,-.
326. Surat Setoran Pajak tanggal 25 Mei 2008 sebesar Rp. 1.361.738,.
327. Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 8.778.259,-
328. Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 1.730.000,-.

329. Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 4.160.000,-.

330. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 sebesar Rp. 3.881.250,-

331. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008.
332. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk

dipergunakan dalam perkara lain.

- Membebankan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(' lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung
Nomor : 88 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg tertanggal 29 April 2013 tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 06 Mei 2013 sebagaimana Akta Permintaan
Banding Nomor : 14 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2013 / PN. Bdg dan permintaan banding Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terdakwa

pada tanggal 07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 Mei 2013 dan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Mei

2013;

Menimbang, bahwa suhubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat
hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 08 Juni 2013 ;
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Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung

telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara

dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan
masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei
2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada
tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya tidak membebankan uang pengganti kepada
masing-masing Terdakwa. Sedangkan menurut penilaian hasil pembuktian kami di
persidangan telah terungkap dari bukti-bukti yang telah diajukan terdapat pengeluaran-
pengeluaran diluar peruntukan KPU sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPUD

Purwakarta.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 03 Juni
2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada
tanggal 08 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Purwakarta tanggal 17 Mei 2013 atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dan

mengadili sendiri.
- Mengabulkan perlawanan dari Terbanding / Terdakwa I.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung dalam perkara No.88 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan kontra memori banding
tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis
Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan mengenai uang pengganti,
berhubung oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dipastikan berapa yang

diperoleh dan dinikmati Para Terdakwa dari uang kerugian Negara tersebut ; ------------------

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara,
salinan resmi putusan, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta fakta-
fakta hukum lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan
hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur-unsur
dakwaan / surat dakwaan dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih

Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili
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perkara ini, terkecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan tambahan

pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, H. ADANG LUKMAN, SH alias HLUKMAN, SH
bin H.YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kabupaten Purwakarta dan Terdakwa II, AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR
CICIN selaku Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten

Purwakarta seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang membatasi

kewenangan mereka dalam hal pengelolaan Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Para
Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kesewenangan penggunaan
uang Negara oleh Para Terdakwa dengan melakukan perbaikan terhadap putusan tingkat
pertama berupa memperberat lamanya penjatuhan pidana penjara dan subsidair penjara pidana

uang pengganti dengan pertimbangan masing-masing bagi Terdakwa yang akan diuraikan

lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, H. ADANG LUKMAN, SH alias HLUKMAN, SH
bin H.YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen

pelaksanaan anggaran yang telah disahkan ;

Menimbang, bahwa Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 2 agar
pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN / APBD

dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif,

dan akuntabel ;

Menimbang, bahwa kata efektif dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 2, berarti
pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ; ----------

Menimbang, bahwa kata terbuka dan bersaing dalam Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal
2, berarti pengadaan barang / jasa harus terbuka bagi penyedia barang / jasa yang memenuhi
persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa
yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

jelas dan transparan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
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Negara dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran berwenang :
a. Menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan
sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
C.  Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang
bersangkutan;

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa
Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; ------------

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara dalam Pasal 54 disebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab
secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada

dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I, H. ADANG LUKMAN, SH alias
H.LUKMAN, SH bin H.YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta tidak melakukan pengelolaan uang Negara
secara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR CICIN
selaku Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta
sesuai dengan profesinya dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan
yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara / Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar

/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara / Daerah ; ---------

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2-3) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang

keuangan negara disebutkan bahwa :

2. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan / atau menyerahkan
uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas
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kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa II, AHMAD ZAENUDIN bin
AHMAD YASIR CICIN selaku Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Purwakarta tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan Undang-undang No 17
Tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam Pasal 3 yang disebutkan bahwa Keuangan
Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan ;

Menimbang, bahwa dalam dalam penjelasan Pasal 3 yang disebutkan bahwa setiap
penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan,

penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah
dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding
masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan hak-hak sosial, ekonomi masyarakat dan

berdampak merusak moral serta karakter bangsa.

- Para Terdakwa dari awal menyadari perbuatan mereka akan merugikan keuangan

dan perekonomian Negara.

- Para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Para Terdakwa

tidak dapat membuat pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka

pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama diperbaiki dengan

memperberat sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana penjara diperbaiki dengan memperberat, maka putusan
Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Nomor:88 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg
tanggal 29 April 2013 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai

pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagaimana diktum amar putusan ini ; ---------

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa

diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka
Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; ------
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Memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang Undang
Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

= Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

=  Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 April
2013 Nomor: 88 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut

sekedar mengenai pidana penjara sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. ADANG LUKMAN, SH alias H.LLUKMAN, SH bin
H.YUSUF dan Terdakwa I AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR CICIN tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair
tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. H. ADANG LUKMAN, SH alias HLUKMAN, SH bin
H.YUSUF dan terdakwa II AHMAD ZAENUDIN bin AHMAD YASIR CICIN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi
secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; ----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-
masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing
sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 ( tiga )

bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti tersebut berupa :

ODNER SPJ NOPEMBER 2007

1. Honorarium Tim Dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Wabup.

2. Honorarium Sekretariat Tim Dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Wabup

3. SSP No. 002964807409000 tentang pembayaran PPh Pasal 21 Honor Tim Dokter dan
Sekrtariat Tim Dokter Cabup dan Cawabup Rp 1.436.250,- tanggal Desember 07
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4. Kwitansi tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2007 Biaya Operasional PPK dan PPs

Kecamatan Campaka sejumlah Rp. 19.650.000,-

5. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Cibatu sejumlah Rp. 25.550.000,-

6. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Purwakarta sejumlah Rp. 25.550.000,-

7. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Sukasari sejumlah Rp.23.850.000,-

8. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Bungursari sejumlah Rp 22.400.000,-

9. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Jatiluhur sejumlah Rp 25.550.000,-

10. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Kiarapdes sejumlah Rp.24.150.000,-

11. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Babakan Cikao sejumlah Rp.29.525.000,-

12. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Bojong sejumlah Rp.40.150.000,-

13. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Wanayasa sejumlah Rp.37.275.000,-

14. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Darangdan sejumlah Rp. 42.275.000,-

15. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Tegalwaru sejumlah Rp. 33.150.000,-

16. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Plered sejummlah Rp. 44.200.000,-

17. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Maniis sejumlah Rp. 27.400.000,-

18. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Sukasari sejumlah Rp. 39.450.000,-

19. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Pasawahan sejumlah Rp 29.400.000,-

20. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya operasional PPK
dan PPS kec. Pondoksalam sejummlah Rp 33.775.000,-

21. Kwitansi tanggal 30 Nopember Tahun 2007 untuk pembayaran Biaya Pengamanan
Stationer sejumlah Rp. 5.000.000,-

22. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretria Komisi Pemilihan Umum

Kab.Purwakarta Paket 1 sebesar Rp 3.600.000,-
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23. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum

Kab.Purwakarta Paket 2 sebesar Rp 3.600.000,-

24. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 3 sebesar Rp 3.250.000,-

25. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 4 sebesar Rp 1.325.000,-

26. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 5 sebesar Rp 1.325.000,-

27. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 6 sebesar Rp 1.325.000,-

28. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 7 sebesar Rp 1.325.000,-

29. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 8 sebesar Rp 1.325.000,-

30. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 9 sebesar Rp 675.000,-

31. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 10 sebesar Rp 675.000,-

32. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 11 sebesar Rp 675.000,-

33. Honorarium Panitya Pengadaan Barang dan Jasa Sekretriat Komisi Pemilihan Umum
Kab.Purwakarta Paket 12 sebesar Rp 675.000,-

34. Daftar Rekapitulasi Pengeluaran Uang Lembur Bulan Nopember 2007 tanggal 29
Nopember 2007 sejumlah Rp. 4.575.000,-
35. Daftar Lembur Pegawai pada Komisi PemilihanUmum Kab. Purwakarta Bulan
Nopember 2007 lembar 1, 2 dan 3 tanggal Nopember 2007 sebesar Rp. 4.200.000,-
36. Daftar Lembur Pegawai pada Komisi PemilihanUmum Kab. Purwakarta Bulan
Nopember 2007 lembar 4 tanggal Nopember 2007 sebesar Rp. 375.000,-

37. Daftar Hadir lembur Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat KPU kab. Purwakarta
Bulan Nopember 2007 tanggal; 2,5,6,sd,8 -9 Nopember 2007

38. Tanda terima honorarium Nara Sumber Rapat Kerja PPK se Kab. Purwakarta, tanggal
29 Nopember 2007, tempat Aula Rapat KPU kab. Purwakarta sebesar Rp. 1.450.000,-

39. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

40. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007
Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.250.000,-
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41. Tanda Terima Honorarium Penyusunan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2007

Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal 29 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

42. Undangan Rapat Koordinasi tertanggal 28 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh
Ketua KPU

43. Daftar Hadir Ketua PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal 29
Nopember 2007

44. Daftar Hadir Bendahara PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal
29 Nopember 2007

45. Daftar Hadir Sekretaris PPK pada acara Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal
29 Nopember 2007

46. Daftar Hadir Anggota dan Sekretariat KPU pada Acara Rapat Kerja PPK pada acara
Rapat Kerja PPK se kab. Purwakarta tanggal 29 Nopember 2007

47. Kwitansi tanggal 29 Nopember Tahun 2007 tentang Honorarium Peliputan Pers Untuk
Wartawan sebesar Rp. 750.000,-

48. Kwitansi tanggal 28 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja ATK ke Toko
Wisuda Purwakarta sebesar Rp. 2.795.500,-

49. Kwitansi tanggal 27 Nopember Tahun 2007 tentang biaya liputan pers sebesar Rp
800.000,-

50. Tanda terima konfrensi Pers dengan KPU Kab. Purwakarta untuk Pemilihan Umum
Bupati ( lampiran kwitansi diatas )

51. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang Belanja ATK sebesar Rp.
2.597.150,-

52. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang perjalanan dinas atas nama Ade
Suardi, sebesar Rp. 150.000,-

53. Kwitansi tanggal 24 Nopember Tahun 2007 tentang perjalanan dinas atas nama Drs
Karlan sebesar Rp. 350.000,-

54. Rekapitulai Pembayaran uang lelah Petugas data entri sekabupaten Purwakarta tanggal
19 Nopember 2007 sebesar Rp. 17.070.000,-

55. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kecamatan Kec. Campaka sebesar Rp.
960.000,-

56. Tanda terima uang lelah Operator Data EntriKec. Campaka sebesar Rp. 960.000,-

57. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Bungursari tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

58. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Jatiluhur tanggal 19 Nopember 2007
sebesar Rp. 960.000,-

59. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Babakan Cikao tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 960.000,-
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60. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Sukatani tanggal 19 Nopember 2007

sebesar Rp. 960.000,-

61. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Plered tanggal 19 Nopember 2007
sebesar Rp. 960.000,-

62. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Sukasari tanggal 19 Nopember 2007
sebesar Rp. 1.080.000,-

63. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Maniis tanggal 19 Nopember 2007
sebesar Rp. 1.020.000,-

64. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Darangdan tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp.960.000,-

65. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Bojong tanggal 19 Nopember 2007
sebesar Rp. 1.020.000,-

66. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Wanayasa tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

67. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Kiarapedes tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 1.020.000,

68. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Pondoksalam tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

69. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Pasawahan tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp. 960.000,-

70. Tanda terima uang lelah Operator Data Entri Kec. Tegalwaru tanggal 19 Nopember
2007 sebesar Rp.1.020.000,-

71. Rekapitulasi Tanda Terima Honorarium Inveksi Pendaftaran Pemilih Dari DPA Ke
DPS pada KPU Kab. Purwakarta tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 18.730.000,-

72. Honor Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab. Purwakarta
untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 1.500.000,-

73. Honor Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab. Purwakarta
untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp. 4.250.000,-

74. Honor Pengawalan Inveksi Pendaftaran Pemilih dari DP4 ke DPS pada KPU kab.
Purwakarta untuk Pej.Sekretariat KPU tanggal 19 Nopemer 2007 sebesar Rp.
1.000.000,-

75. Kwitansi tanggal 17 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja ATK ke Toko
Wisuda Purwakarta sebesar Rp. 435.000,-

76. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja konsumsi
rapat sebesar Rp. 170.000,-

77. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 tentang pembayaran belanja konsumsi
rapat sebesar Rp. 300.000,-

78. Kwitansi tanggal 16 Nopember Tahun 2007 biaya Photocopi Format A3.2 dan A3.3
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sebsar Rp. 8.700.000,-

79. Kwitansi tanggal 16 Nopember 2007 tentang Biaya Operasional Pengamanan
Pendaftaran Calon Bupat/Wakil Bupati sebesar Rp. 5.000.000,-

80. Surat Printah Polres Purwakarta tentang Perintah pelaksanaan Pam Pendaftaran Balon
Bupati/Wkl Bupati tanggal 12 Nopember 2007

81. Kwitansi biaya cetak ulang Format A1l tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.
617.700,-

82. Kwitansi biaya sewa mobil box untuk mendistribusikan barang cetak ke 17 kecamatan
tnggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 600.000,-

83. Kwitansi biaya suvervisi dan jaminan instalsi Kantor KPU Purwakarta tanggal 12
Nopember 2007 sebesar Rp. 4.125.000,- kepada PLN Purwakarta

84. Kwitansi pembayaran biaya perubahan daya dar PLN Purwakarta tanggal 12
Nopember 2007 sebesar Rp.4.167.100,-

85. Rekapitulasi Honorarium Petugas Pengiriman Format Daftar Pemilih sementara Rp.
2.450.000,- tanggal 14 Nopember 2007

86. Tanda terima honorarium Petugas Pengalokasian Barang Daftar pemilih Daftar
pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000,-

87. Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barang Daftar Pemilih Sementara dan
Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 14 Nopember 2007
sebesar Rp. 1.360.000,-

88. Tanda terima Honorarium Sekretariat KPU Kab. Purwakarta = Kelompok Kerja
Alokasi Distribusi Barang Daftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu
Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.
1.250.000,-

89. Tanda terima Honorarium KPU Kab. Purwakarta Kelompok Kerja Alokasi Distribusi
Barang Daftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati
Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,-

90. Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barang Daftar Pemilih sementara dan
Formulir

91. Tanda terima untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14
Nopember 2007 sebesar Rp. 1.360.000,-

ODNER SPJ DESEMBER 2007 :

92. Kwitansi Rp.9.000.000,- untuk pembayaran Prestasi Deklarasi Damai tertanggal 15
Januari 2007.
93. Kwitansi Kosong yang ditandatangani dan dicap Natural Stone.

94. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Sewa Gedung Deklarasi Damai
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tertanggal 15 Januari 2007.

95. Kwitansi Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Cetak Undangan Deklarasi Damai
tertanggal kosong.

96. Kwitansi Kosong yang ditandatangani oleh Nurdin Hidayat.

97. Kwitansi Rp.27.000.000,- untuk pembayaran Jamuan Makan dan Snack pada
Deklarasi Damai tertanggal 15 Januari 2008.

98. Kwitansi Kosong yang ditandatangani.

99. Kwitansi Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Dekorasi Ruangan Deklarasi Damai
tertanggal 15 Januari 2008.

100. Kwitansi Kosong yang ditandatangani oleh Anton Sujarwo.

101. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Kesenian Tradisional bulan Januari
2008.

102. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Transportasi dan Honor Tim Paduan
Suara tertanggal 15 Januari 2008.

103. Purchase Order Tiens Marble kosong dan ditandatangani serta dicap.

104. Kwitansi Rp.2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Liputan Deklarasi Damai Para
Kandidat tanggal 17 Januari 2008 yang tertanggal 18 Januari 2008.

105. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Siaran Langsung Ikrar Prasasti
Deklarasi Damai oleh Calon Bupati/Wakil Bupati tertanggal 17 Januari 2008.

106. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
(DPT) tertanggal 17 Januari 2008.

107. Kwitansi Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Koran/Tabloid TRIK dalam Pemuatan
Perubahan Pengumuman Pelaksanaan Pencoblosan tertanggal 16 Januari 2008, serta
Nota Tagihan.

108. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Tahun
2007 Pengadaan Laporan Form C-KWK dan Model DA-KWK tertanggal 18
Desember 2007.

109. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat KPU Kab. Purwakarta Tahun
2007 Pengadaan Sampul dan Naskah Sumpah Janji tertanggal 18 Desember 2007.

110. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Biaya Sosialisasi tertanggal 18
Desember 2007.

111. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Biaya Sosialisasi tertanggal 18
Desember 2007.

112. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta untuk FK Bamusdes tertanggal 22
Desember 2007.

113. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
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Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta untuk SP3 tertanggal 22

Desember 2007.

114. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, BEM STAI Muttagiem tertanggal
22 Desember 2007.

115. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, PWI Kab. Purwakarta tertanggal
22 Desember 2007.

116. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, KAHALI tertanggal 22 Desember
2007.

117. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, FKMB tertanggal 22 Desember
2007.

118. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, GSC tertanggal 23 Desember
2007.

119. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, POC tertanggal 23 Desember
2007.

120. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Iwamapu tertanggal 23 Desember
2007.

121. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Pemuda Persis tertanggal 24
Desember 2007.

122. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tertanggal 23 Desember 2007.

123. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, ISY tertanggal 23 Desember
2007.

124. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, Pemuda Muhamadiyah
Purwakarta tertanggal 24 Desember 2007.

125. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta, dengan STIE Muttagien
tertanggal 24 Desember 2007.

126. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
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Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan KNPI tertanggal 24

Desember 2007.

127. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IKSAP tertanggal 24
Desember 2007.

128. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Kemas tertanggal 25
Desember 2007.

129. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan HIPWI tertanggal 25
Desember 2007.

130. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan FPM tertanggal 25
Desember 2007.

131. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Pemuda Muhamadiyah
tertanggal 26 Desember 2007.

132. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IJP tertanggal 26
Desember 2007.

133. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan IKAMI tertanggal 26
Desember 2007.

134. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan LP3 tertanggal 26
Desember 2007.

135. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Komunitas Wartawan
Purwakarta tertanggal 28 Desember 2007.

136. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan Karang Taruna Kiarapedes
tertanggal 28 Desember 2007.

137. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Sosialisasi / Pendidikan Pemilih Pada
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta dengan UNPUR tertanggal 28
Desember 2007.

138. Kwitansi Rp.1.400.000,- untuk pembayaran Tambahan biaya print out Kec. Kiara
pedes dan biaya foto copy Kec. Bojong tertanggal 2 Desember 2007.

139. Faktur Rp.985.000,- tertanggal 20 Desember 2007.
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140. Faktur Rp.622.500,- tertanggal 18 Desember 2007.

141. Faktur Rp.822.500,- tertanggal 27 Desember 2007.
142. Faktur Rp.570.000,- tertanggal 12 Desember 2007.

143. Kwitansi Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Service & Pembelian Spare Part
Kendaraan Dinas KPU tertanggal Desember 2007.

144. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

145. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

146. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

147. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

148. Tanda Terima Honorarium Tim kerja monitoring sosialisasi oleh panitia
penyelenggara sosialisasi untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008 tertanggal 31 Desember 2007.

149. Kwitansi Rp.250.000,- untuk pembayaran service printer tertanggal 31 Desember
2007 beserta Surat Permohonannya.

150. Kwitansi Rp.5.250.000,- untuk pembayaran tabloid Trik tertanggal 31 Desember
2007.

151. Kwitansi Rp.390.000,- tertanggal 31 Desember 2007.

152. Tanda Terima Honorarium pokja pengalokasian dan pengepakan barang-barang
kelengkapan TPS dan formulir-formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara
di TPS untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008,
tertanggal 31 Desember 2007.

153. Tanda Terima Honorarium pokja pengalokasian dan pengepakan barang-barang
kelengkapan TPS dan formulir-formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara
di TPS untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008,
tertanggal 31 Desember 2007.

154. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

155. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

156. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
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Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

157. Tanda Terima Honorarium pokja monitoring kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2007.

158. Rekap Honor Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta tertangal 31 Desember
2007.

159. Daftar Hadir Lembur PNS pada Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

160. Daftar Hadir Lembur Pegawai Honorer pada Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

161. Daftar Hadir Lembur Satpam dan Pramubakti pada Sekretariat KPU Kab.
Purwakarta.

162. Kwitansi Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Tabloid Polkrim tertanggal 31 Desember
2007, beserta Nota Tagihannya.

163. Kwitansi Rp.1.100.000,- untuk pembayaran pembelian 5 buah Cartrider tertanggal
31 Desember 2007.

164. Kwitansi Rp.500.000,- untuk pembayaran Monitoring kampanye tertanggal 31
Desember 2007.

165. Kwitansi Rp.1.917.000,- untuk pembayaran Honorarium petugas pemutakhiran data
tertanggal 31 Desember 2007.

166. Kwitansi Rp.500.000,- untuk pembayaran Honorarium tertanggal 28 Desember
2007.

167. Kwitansi Rp.350.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi
tertanggal 31 Desember 2007.

168. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.825.000,-

169. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.590.363,-

170. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.220.000,-

171. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.220.000,-

172. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.135.081,-

173. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.71.610,-

174. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.130.420,-

175. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.35.860,-

176. Bukti Pembayaran Telkom bulan November 2007 Rp.1.597.979,-

177. Bukti Pembayaran Telkom bulan Desember 2007 Rp.1.373.373,-

178. Bukti Pembayaran Telkom bulan September 2007 Rp.909.076,-

179. Bukti Pembayaran Telkom bulan Oktober 2007 Rp.1.445.358,-

180. Surat Tagihan Rekening Telepon / Speedy yang ditujukan kepada Ketua KPU.

181. Kwitansi Rp.10.000.000,- untuk pembayaran Pengamanan stasioner Polres
Purwakarta tertanggal 28 Desember 2007.

182. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

183. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.
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184. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

185. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 29 Desember 2007.
186. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

187. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

188. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

189. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

190. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.19.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

191. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

192. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

193. Tanda Terima Honorarium sebesar Rp.14.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

194. Kwitansi Rp.1.523.500,- tertanggal 28 Desember 2007.

195. Kwitansi Rp.2.213.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

196. Kwitansi Rp.2.538.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

197. Kwitansi Rp.2.725.300,- tertanggal 28 Desember 2007.

198. Kwitansi Rp.5.850.000,- tertanggal Desember 2007.

199. Kwitansi Rp.10.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

200. Kwitansi Rp.12.450.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

201. Permohonan Pencairan Dana Raker PPS dan KPPS Kec. Darangdan tertanggal 28
Desember 2007.

202. Kwitansi Rp.9.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

203. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

204. Kwitansi Rp.33.300.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

205. Kwitansi Rp.8.700.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

206. Kwitansi Rp.6.750.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

207. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

208. Kwitansi Rp.6.150.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

209. Kwitansi Rp.9.300.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

210. Kwitansi Rp.10.500.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

211. Kwitansi Rp.8.100.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

212. Permohonan Pencairan Dana Raker PPS dan KPPS Kec. Campaka tertanggal 28
Desember 2007.

213. Kwitansi Rp.14.250.000,- tertanggal 28 Desember 2007

214. Kwitansi Rp.10.050.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

215. Kwitansi Rp.2.384.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

216. Kwitansi Rp.39.462.500,- tertanggal 27 Desember 2007 beserta Nota Tagihannya.

217. Surat Perintah Kerja Nomor :270/24/SPK/Set. KPU/X1/2007 tanggal 26 November
2007.

218. Kwitansi Rp.41.913.190,- tertanggal 27 Desember 2007 beserta Nota Tagihannya.
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219. Faktur No.11/SW/XI1/2007.

220. Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 27 Desember 2007.

221. Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 27 Desember 2007.

222. Kwitansi Rp.23.135.000,-,- tertanggal 27 Desember 2007.

223. Kwitansi Rp.1.461.600,- tertanggal 27 Desember 2007.

224. Surat Permohonan Dana Pembuatan SKCK untuk PPK dan PPS se Kabupaten
Purwakarta tertanggal 26 Desember 2007.

225. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan IWARTA tertanggal 27 Desember 2007.

226. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan AXIC tertanggal 27 Desember 2007.

227. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan APPSI tertanggal 27 Desember 2007.

228. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan KWNI tertanggal 27 Desember 2007.

229. Kwitansi Rp.3.450.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

230. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

231. Kwitansi Rp.3.450.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

232. Kwitansi No.K07-01104 Rp.335.346.935,- tertanggal 27 Desember 2007.

233. Kwitansi Rp.66.000.000,- tertanggal 26 Desember 2007.

234. Invoice dari Kharisma Management Consultans Rp.66.000.000,-

235. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/Pan. TTA-KPU/X1/2007

236. Surat Kegiatan Pengadaan Tanda Khusus Tinta Pilkada tertanggal 15 Nopember
2007.

237. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan Pernaja tertanggal 26 Desember 2007.

238. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan ZLS tertanggal 26 Desember 2007.

239. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan GPI tertanggal 26 Desember 2007.

240. Kwitansi Rp.53.292.580,- tertanggal 26 Desember 2008.

241. Nota Tagihan Rp.53.292.580,- tertanggal 26 Desember 2007.

242. Faktur Nomor : 036/RPM/FAK-XII/07 tertanggal 26 Desember 2007.

243. Daftar Pengiriman Barang KPUD Kabupaten urwakarta tertanggal 26 Desember
2007.

244. Kwitansi Rp.31.856.550,- tertanggal 26 Desember 2008.

245. Nota Tagihan Rp.31.856.550,- tertanggal 26 Desember 2007.

246. Faktur Nomor : 034/RPM/FAK-XII/07 tertanggal 21 Desember 2007.
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247. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati dengan KJN tertanggal 25 Desember 2007.

248. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati tertanggal 24 Desember 2007.

249. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan Baladhika Karya tertanggal 24 Desember 2007.

250. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan PII tertanggal 24 Desember 2007.

251. Kwitansi Rp.20.812.500,- tertanggal 24 Desember 2007.

252. Permohonan Pembayaran dari Sugiono Poulus tertanggal 24 Desember 2007.

253. Kwitansi Rp.24.750.000,- tertanggal Desember 2007.

254. Surat Penawaran Audit Dana Kampanye dari Sugiono Poulus tertanggal 07
Desember 2007.

255. Kwitansi Rp.5.850.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

256. Kwitansi Rp.14.250.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

257. Kwitansi Rp.3.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

258. Kwitansi Rp.10.050.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

259. Kwitansi Rp.33.300.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

260. Kwitansi Rp.9.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

261. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

262. Kwitansi Rp.11.100.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

263. Kwitansi Rp.12.450.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

264. Kwitansi Rp.8.700.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

265. Kwitansi Rp.9.300.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

266. Kwitansi Rp.6.000.000,- tertanggal 27 Desember 2007.

267. Kwitansi Rp.6.150.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

268. Kwitansi Rp.6.000.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

269. Kwitansi Rp.9.150.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

270. Kwitansi Rp.12.900.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

271. Kwitansi Rp.6.750.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

272. Kwitansi Rp.8.100.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

273. Kwitansi Rp.1.200.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

274. Kwitansi Rp.3.000.000,- tertanggal 24 Desember 2007.

275. Surat Permohonan Pencairan Anggaran Perlengkapan Administrasi TPS tertanggal
22 Desember 2007.

276. Nota Penagihan dari CV. Nurrahman tertanggal 19 Desember 2007.

277. Kwitansi Rp.91.551.625,- tertanggal 24 Desember 2007.

278. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 3 Desember 2007.
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279. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 23 Desember 2007.

280. Kwitansi Rp.1.600.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

281. Kwitansi Rp.3.800.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

282. Honorarium Rp.2.240.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

283. Honorarium Rp.4.000.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

284. Honorarium Rp.750.000,- tertanggal Desember 2007.

285. Tanda Terima Honorarium Rp.1.250.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

286. Tanda Terima Honorarium Rp.800.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

287. Tanda Terima Honorarium Rp.1.250.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

288. Tanda Terima Honorarium Rp.1.500.000,- tertanggal 22 Desember 2007.

289. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk H. Adang Lukman, SH. Dkk.

tertanggal 22 Desember 2007.

290. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk Ir. Dadan Komarul Ramdan, MT.
Dkk. tertanggal 22 Desember 2007.

291. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- untuk H. Achmad Sadeli, SH. Dkk.
tertanggal 22 Desember 2007.

292. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 21 Desember 2010.

293. Tanda Terima Uang Saku dan Transportasi Rp.3.300.000,- tertanggal 21 Desember
2007.

294. Kwitansi dari CV. Beringin Sakti Rp.63.019.550,- tertanggal 21 Desember 2007.

295. Faktur dari CV. Beringin Sakti Rp.63.019.550,- tertanggal 13 Desember 2007.

296. Kwitansi Rp.28.325.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

297. Nota Penagihan Rp.28.325.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

298. Faktur dari CV. Triguna Mandiri tertanggal 13 Desember 2007.

299. Surat Perintah Kerja kepada CV. Triguna Mandiri tertanggal 26 November 2007.

300. Kwitansi Rp.62.012.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

301. Nota Penagihan Rp. 62.012.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

302. Faktur dari CV. Mitra Anugrah tertanggal 12 Desember 2007.

303. Surat Perintah Kerja kepada CV. Mitra Anugrah tertanggal 26 November 2007.

304. Kwitansi Rp.29.562.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

305. Nota Penagihan Rp.29.562.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

306. Faktur dari CV. Planet tertanggal 12 Desember 2007.

307. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

308. Kwitansi Rp.56.100.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

309. Nota Penagihan Rp. 56.100.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

310. Faktur dari CV. Planet tertanggal 13 Desember 2007.

311. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.

312. Surat Perintah Kerja kepada CV. Triguna Mandiri tertanggal 26 November 2007.
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313. Kwitansi Rp.13.200.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

314. Faktur dari CV. Triguna Mandiri tertanggal 14 Desember 2007.

315. Nota Penagihan Rp.13.200.000,- tertanggal 14 November 2007.

316. Kwitansi Rp.39.462.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

317. Nota Penagihan Rp.39.462.500,- tertanggal 12 Desember 2007.

318. Faktur dari CV. Planet tertanggal 12 Desember 2007.

319. Surat Perintah Kerja kepada CV. Planet Grafika tertanggal 26 November 2007.
320. Kwitansi Rp.38.307.500,- tertanggal 21 Desember 2007.

321. Nota Penagihan Rp. 38.307.500,- tertanggal 13 Desember 2007.

322. Faktur dari CV. Mitra Anugrah tertanggal 13 Desember 2007.

323. Kwitansi Rp.21.230.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

324. Faktur dari Jatiluhur TV tertanggal November 2007.

325. Kwitansi Rp.27.984.550,-,- tertanggal 21 Desember 2007.

326. Surat Permohonan Pencairan Daa Pengadaan Sampul KPPS, PPK dan KPU

tertanggal 24 Desember 2007.

327. Nota Penagihan dari CV. Ratu Pusparani Mandiri Rp.27.984.550,- tertanggal 21
Desember 2007.

328. Nota Penagihan dari CV. Mahameru Rp.276.210.000,- tertanggal 21 Desember 2007.

329. Faktur dari CV. Mahameru tertanggal 21 Desember 2007.

330. Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa KPU Kab.
Purwakarta Nomor : 270.02/11/PPBJ-03/X11/2007 tertanggal 21 Desember 2007.

331. Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Bilik Suara KPU Kab.
Purwakarta Nomor : 270.02/10/PPBJ-03/X11/2007 tertanggal 21 Desember 2007.

332. Kwitansi Rp.800.000,- tertanggal 28 Desember 2007 yang menerima RM. Nurcahya,
ST.

333. Kwitansi Rp.775.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Usman Sadeli.

334. Kwitansi Rp.9.025.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Syarief Y.

335. Kwitansi Rp.6.625.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Panji.

336. Kwitansi Rp.6.700.000,- tertanggal 20 Desember 2007 yang menerima Usman
Sadeli.

337. Kwitansi Rp.4.175.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima A. Anwar
Sadat.

338. Kwitansi Rp.4.475.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima radisastra.

339. Kwitansi Rp.6.425.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Abad
Badrudin.

340. Kwitansi Rp.6.881.000,- tertanggal 5 Desember 2007 yang menerima Encep Anwar
M.

341. Kwitansi Rp.675.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima PPK Kec.
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Pasawahan.

342. Kwitansi Rp.625.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Suheryana.

343. Kwitansi Rp.775.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

344. Kwitansi Rp.725.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Encep Anwar
M.

345. Kwitansi Rp.875.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Asep Supandi.

346. Kwitansi Rp.525.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ridwan
Nazarudin.

347. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Enjang
Rahmat.

348. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ketua PPK.

349. Kwitansi Rp.575.000,- tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Ketua PPR.

350. Surat Lembur Pada Hari Libur Nasional tertanggal 26 Desember 2007.

351. Surat Perintah melaksanakan lembur tertanggal 26 Desember 2007.

352. Daftar Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta bulan Desember 2007

Rp.5.850.000,-.

353. Daftar Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta bulan Desember 2007
Rp.600.000,-

354. Daftar Hadir Lembur Pegawai pada KPU Kab. Purwakarta tanggal 20, 23 & 25
Desember 2007.

355. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 18 Desember 2008 yang menerima Ridwan
Nazarudin.

356. Tanda Terima Honorarium Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

357. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

358. Kwitansi Rp.750.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

359. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007 yang menerima Polres
Purwakarta.

360. Surat Perintah Kapolres Purwakarta No.Pol : SPRIN/504/X11/2007 dalam rangka
PAM Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

361. Tanda Terima Honorarium Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

362. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

363. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 19 Desember 2007.

364. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007 yang menerima Sukanda /
Kodim Purwakarta.

365. Tanda Terima Honorarium Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

366. Tanda Terima Honorarium Rp.1.200.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

367. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

368. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 17 Desember 2007.
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369. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

370. Nota toko Sakura Rp.175.000,- dan bensin Rp.25.000,- tertanggal 17 Desember
2007.

371. Daftar Hadir Rapat Persiapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 17
Desember 2007.

372. Kwitansi Rp.250.000,- tertanggal 17 Desember 2007 yang menerima Iwan Torana.

373. Kwitansi Rp.500.000,- tertanggal 14 Desember 2007.

374. Kwitansi Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2007.

375. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 16 Desember 2007.

376. Kwitansi Rp.750.000,- tertanggal 18 Desember 2007.

377. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Agus
Kusnaedi.

378. Kwitansi Rp.250.000,- tertanggal 15 Januari 2007 yang menerima Ahmad Mustofa.

379. Kwitansi Rp.200.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

380. Kwitansi Rp.200.000,- untuk pembelian catridge Canon Pixma tertanggal 15
Desember 2007.

381. Kwitansi Rp.75.000,- tertanggal 15 Juni 2008 yang menerima Sugandi.

382. Kwitansi Rp.75.000,- tertanggal 15 Juni 2007 yang menerima S. Poermana.

383. Kwitansi Rp.395.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

384. Kwitansi Rp.150.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Asep.

385. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal kosong yang menerima I Nyoman S.

386. Kwitansi Rp.100.000,- tertanggal 15 Desember 2007.

387. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008 untuk Biaya Sosialisasi & Honor
Narasumber.

388. Kwitansi Rp.200.000,- tertanggal 16 Desember 2007 yang menerima Nakar Putra.

389. Kwitansi Rp.450.000,- tertanggal 16 Desember 2007 yang menerima Dedi Suhendi.

390. Kwitansi Rp.558.000,- tertanggal 15 Desember 2007 yang menerima Iman.

391. Kwitansi Rp.600.000,- tertanggal 14 Desember 2007 untuk Sewa Mobil.

392. Kwitansi Rp.3.500.000,- tertanggal 7 Desember 2007 yang menerima Kompol
Sunyoto.

393. Surat Perintah Kapolres Purwakarta No.Pol : SPRIN/426/X1/2007 dalam rangka
Pengamanan Pembukaan Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati.

394. Kwitansi Rp.48.725.000,- tertanggal kosong untuk pembayaran tahap I
Pembentukan Media Centre KPU Kab. Purwakarta, yang menerima Ir. Ari Sufyandi,
Dipl.H. MT. Ph.D.

395. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 10 Desember 2007.

396. Kwitansi Rp.130.000,- tertnggal 13 Desember 2007.

397. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 14 Desember 2007.
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398. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati dengan DPC HIPSI tertanggal 4 Januari 2008.

399. Kwitansi Rp.3.150.000,- tertanggal 13 Desember 2007.

400. Surat Kebutuhan ATK untuk Print Out Penyelesaian Daftar Pemilih Sementara
(DPS) dan DPT Tambahan tertanggal 13 Desember 2007.

401. Kwitansi Rp.30.000,- tertanggal 8 Desember 2007.

402. Tanda Terima Honorarium Tim Pengelola Keuangan Rp.7.550.000,- tertanggal 7
Desember 2007.

403. Kwitansi Rp.9.350.000,- untuk sistem infus printer tertanggal 7 Desember 2007.

404. Surat Permohonan Pencairan Dana Alat System Infus Printer tertanggal 7 Desember
2007.

405. Kwitansi Rp.45.760.000,- untuk pembayaran Biaya Penayangan Publikasi &
Informasi KPU Kab. Purwakarta tertanggal 6 Desember 2007.

406. Faktur dari PT. Raja Cipta Media Televisi.

407. Kwitansi Rp.100.000,- untuk pembelian BBM kendaraan tertanggal 6 Desember
2007.

408. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 8 Desember 2007 kepada Trend 101,2 FM
Purwakarta.

409. Penawaran Harga dari Trend 101,2 FM Purwakarta tertanggal 6 November 2007.

410. Permohonan Pencairan Dana Sosialisasi ke Radio Trend FM tertanggal 29
November 2007.

411. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 6 Desember 2007 yang menerima H. Ahmad
Sadeli, SH.

412. Kwitansi Rp.50.000,- tertanggal 6 Desember 2007.

413. Kwitansi Rp.9.850.000,- untuk belanja ATK tertanggal 5 Desember 2007.

414. Kwitansi Rp.40.872.810,- untuk pembayaran Pengadaan Sampul KPPS, PPK KPU
dan Saksi serta Pengadaan Berita Acara untuk Pelatihan tertanggal 21 Desember
2007.

415. Nota Tagihan Rp.40.872.810,- dari CV. Jaya Posopati Pratiwi tertanggal 21
Desember 2007.

416. Honorarium Petugas Monitoring Kampanye tanggal 5 Desember 2007
Rp.2.250.000,- tertanggal 28 Desember 2007.

417. Tanda Terima Honorarium Petugas Monitoring Tempat Kampanye tertanggal 5
Desember 2007.

418. Surat Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Berita Acara KPPS, PPK, KPU &
Saksi serta Pengadaan Berita Acara untuk Pelatihan tertanggal 24 Desember 2007.

419. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye tertanggal 4 Desember

2007.
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420. Kwitansi Rp.4.953.780,- tertanggal 7 Desember 2007.

421. Kwitansi kosong ditandatangani dan dicap.

422. Nota Penagihan dari CV. Sukatani Cipta Lestari 4.953.780,- tertanggal 4 Desember
2007.

423. Faktur dari CV. Sukatani Cipta Lestari tertanggal 4 Desember 2007.

424. Kwitansi Rp.300.000,- tertanggal 5 Desember 2007.

425. Kwitansi kosong ditandatangani dan dicap.

426. Kwitansi Rp.167.350,- tertanggal 5 Desember 2007.

427. Rekap Tanda Terima Honorarium Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.13.700.000,- tertanggal 3
Desember 2007.

428. Tanda Terima Honorarium Anggota KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.6.500.000,- tertanggal 3
Desember 2007.

429. Tanda Terima Honorarium Sekretariat KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.2.300.000,- tertanggal
Desember 2007.

430. Tanda Terima Honorarium Sekretariat KPU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Desember 2007 Rp.3.250.000,- tertanggal
Desember 2007.

431. Kwitansi Rp.5.000.000,- untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati dengan PERSWADA tertanggal 2 Januari 2008.

432. Honorarium Petugas Monitoring Kampanye tanggal 3 Desember 2007
Rp.2.000.000,- tertanggal 3 Desember 2007.

433. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Rp.1.600.000,- tertanggal 3 Desember
2007.

434. Tanda Terima Honorarium Monitoring Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Rp.2.000.000,- tertanggal 2 Desember
2007.

435. Kwitansi Rp.5.000.000,- tertanggal 2 Desember 2007 yang menerima Kompol
Sunyoto.

436. Kwitansi Rp.60.000,- untuk pembayaran HU. Pikiran Rakyat bulan Nopember 2007
tertanggal Desember 2007.

437. Kwitansi Rp.60.000,- untuk pembayaran Koran HU. Pelita bulan Nopember 2007
tertanggal 1 Desember 2007.

ODNER SPJj JANUARI 2008 :
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438. Kwitansi No.K 278 Pengamanan di KPU Kab. Purwakarta dari Intel Kodim
Purwakarta tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 500.000,-

439. Kwitansi Langganan Koran HU Radar Karawang tanggal 1 Januari 2008 sebesar
Rp. 50.000,-

440. Surat Permohonan Pencairan Angaran Pembuatan Buku Peraturan KPU tanggal 31
Desember 2007.

441. Nota penagihan dari CV Triguna mandiri tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.
67.100.000,-

442. Kwitansi No.K 271 Kehormatan Linmas TPS Sukasari Kec. Sukasari tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,-

443. Kwitansi No.K 202a Sidang Penghitungan Suara di Kec. Purwakarta tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-.

444. Kwitansi No.K 202 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Tegalwaru
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000

445. Kwitansi No.K 203 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Jatiluhur
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

446. Kwitansi No.K 204 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Bojong
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

447. Kwitansi No.K 205 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Babakan
Cikao tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-.

448. Kwitansi No.K 206 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Sukasari
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

449. Kwitansi No.K 207 Sidang Penghitungan Suara dan Sewa Infocus Kec. Pasawahan
tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 5.450.000,-

450. Kwitansi No.K 208 honorarium Linmas di TPS Kec. Pasawahan tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 11.800.000,-.

451. Kwitansi No.K 209 honorarium Linmas di TPS Kec. Bojong tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 12.400.000,-

452. Kwitansi No.K 210 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya sidang
Penghitungan Suara di PPK Kec. Kiarapedes tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
13.450.000,-

453. Kwitansi No.K 211 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya sidang
Penghitungan Suara di PPK tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 13.650.000,-

454. Kwitansi No.K 212 honorarium Sus Linmas di TPS, sewa infocus dan Biaya sidang
Penghitungan Suara di PPK Kec.Maniis tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
13.650.000,-

455. Kwitansi No.K 213 honorarium Linmas KPPS Kec. Babakan Cikao tanggal 18
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Januari 2008 sebesar Rp. 14.000.000,-

456. Kwitansi No.K 213a honorarium Linmas KPPS Kec. Tegalwaru tanggal 18 Januari
2008 sebesar Rp. 14.600.000,-

457. Kwitansi No.K 214 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan
penggandaan DPT dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
15.585.000,-

458. Kwitansi No.K 215 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan sewa
infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 16.250.000,-

459. Kwitansi No.K 216 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK dan sewa
infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 17.250.000,-

460. Kwitansi No.K 217 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec. Bungur
Sari dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 18.850.000,-

461. Kwitansi No.K 218 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec.
Darangdan dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 22.050.000,-

462. Kwitansi No.K 219 honorarium Linmas di TPS, Biaya Sidang PPK Kec. Jatiluhur
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 22.650.000,-

463. Kwitansi No.K 220 honorarium Linmas di TPS, Biasa Sidang PPK Kec. Sukatani
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 23.050.000,-

464. Kwitansi No. K 221 honorarium Linmas di TPS, Biasa Sidang PPK Kec.Plered
dan sewa infocus tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 24.450.000,-

465. Kwitansi No. K 222 honorarium Linmas KPPS Kec. Purwakarta tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp. 45.200.000,-

466. Kwitansi No. K 222a pembayaran biaya penulis C.6 di Kelurahan Ciseureuh tanggal
18 Januari 2008 Rp. 2.252.300,-

467. Kwitansi No. 223 Pengadaan hand Phone tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.
69.575.000,-

468. Kwitansi No. 224 Makan Siang (acara Silaturahmi PPK dan Sekretariat PPK Kab.
Purwkarta tanggal 18 Januauri 2008 Rp. 6.418.000,-

469. Tanda Terima No. K. 227 Uang lelah Rapat Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 19 Januari
2008

470. Kwitansi No K 230 Pulsa Elektrik untuk Quick count tanggal 20 Januari 2008 Rp.
3.950.000,-

471. Kwitansi No K 231 Pulsa lektrik tanggal 21 Januari 2008 Rp. 270.000,-

472. Kwitansi No K 234 Honorarium PPDP Kec. KiaraPedes tanggal 21 Januari 2008
Rp. 5.584.000,-

473. Kwitansi No K 235 Honorarium PPDP Kec. Pondok Salam tanggal 24 Januari 2008
Rp. 6.072.000,-
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474. Kwitansi No K 236 Honorarium PPDP Kec. Cibatu tanggal 21 Januari 2008 Rp.

6.317..000,-

475. Kwitansi No K 237 Dokumentasi selama Pilkada tanggal 21 Januauri 2008 Rp.
7.000.000,-

476. Kwitansi No K 233 Liputan Langsung Radio Trend FM tanggal 21 Januauri 2008
Rp. 5.000.000,-

477. Kwitansi No K 238 Honorarium PPDP Kec. Wanayasa tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.247..000,-

478. Kwitansi No K 239 Honorarium PPDP Kec. Pasawahan tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.848..000,-

479. Kwitansi No K 240 Honorarium PPDP Kec.Bungur Sari tanggal 21 Januari 2008
Rp. 8.967..000,-

480. Kwitansi No K 241 Honorarium PPDP 60% Kec.Tegalwaru tanggal 21 Januari 2008
Rp. 9.281.000,-

481. Kwitansi No K 242 Honorarium PPDP 60 % Kec. Bojong tanggal 21 Januari 2008
Rp. 9.541.000,-

482. Kwitansi No K 243 Honorarium PPDP 60 % Kec. Jatiluhur tanggal 21 Januari
2008 Rp. 12.345.000,-

483. Kwitansi No K 244 Honorarium PPDP 60 % Kec. Campaka tanggal 21 Januari
2008 Rp. 13.181.000,-

484. Kwitansi No K 245 Honorarium PPDP Kec. Babakan cikao tanggal 21 Januari
2008 Rp. 15.940.500,-

485. Kwitansi No K 245a Biaya Tambahan untuk TPS IX Ciwareng tanggal 21 Januari
2008 Rp. 968.000,-

486. Kwitansi No K 247 Honorarium PPDP Kec. Sukatani tanggal 23 Januari 2008 Rp.
22.046.500,-

487. Kwitansi No K 248 Honorarium PPDP Kec. Plered tanggal 21 Januari 2008 Rp.
24.764.000,-

488. Kwitansi No K 249 Biaya Cetak Poster Deklarasi Damai tanggal 21 Januari 2008
Rp. 37.125.000,-

489. Nota Penagihan CV Wikal tanggal 21 Januari 2008 Rp. 37.125.000,-

490. Kwitansi No K 250 Honorarium PPDP 100 % Kec. Purwakarta tanggal 21 Januari
2008 Rp. 55.947.000,-

491. Tanda Terima No K 253 Uang lelah Rapat Penetapan Calon Terpilih Pilkada Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008

492. Kwitansi No K 257 Honorarium Monitoring Pemungutan Suara Pilbup tanggal 23
Januari 2008 Rp. 200.000,-
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493. Kwitansi No K 259 Honorarium PPDP Kec.Darangdan tanggal 23 Januari 2008 Rp.

13.252.500,-

494. Kwitansi No K 260 Keamanan Insidentil KPU untuk Polres Purwakarta tanggal 24
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

495. Kwitansi No K 261Honorarium PPDP tanggal 24 Januari 2008 Rp. 4.787.000,-

496. Kwitansi No K 267 SPPD ke Kec.Bojong tanggal 25 Januari 2008 Rp. 100.000,-

497. Kwitansi No K 270 Pengadaan Baligo LOBH ukuran 3 x 4 m tanggal 25 Januari
2008 Rp. 36.300.000,-

498. Kwitansi No K 271 Cetak Model C 6 Pilkada 2008 tanggal 21 Januari 2008Rp.
96.560.849,-

499. Kwitansi No K 272 Pulsa Elektrik tanggal 25 Januari 2008 Rp. 825.000,-

500. Kwitansi No K 272a Pam Insidentil tanggal 26 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

501. Kwitansi No K 273 Monitoring ke Kecamatan tanggal 27 Januari 2008 Rp.
200.000,-

502. Kwitansi No K 274 Service dan Pembelian Spare Part Kendaraan Dinas KPU
tanggal Januari 2008 Rp. 2.500.000,-

503. Kwitansi No K 275 Honorarium Koordinator Data Entry Kecamatan se Kab.
Purwakarta tanggal 27 Januari 2008

504. Kwitansi No K 277 Honorarium Sub Simpul Data Entry Kecamatan se Kab.
Purwakarta tanggal 27 Januari 2008

505. Kwitansi No K 280 Pembayaran Radio RSPD Purwakarta tentang Pengumunan
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tanggal 28 Januari 2008 Rp.

700.000,-

506. Kwitansi No K 282 Pam Anggota Polwil Kasubag Intel tanggal 28 Januari 2008
Rp. 1.000.000,-

507. Kwitansi No K 283 Pam Unjuk Rasa Kassubag Samapta tanggal 28 Januari 2008
Rp. 1.000.000,-

508. Kwitansi No K 284 Iklan Program Jurnal Pilkada Purwakarta di Jatiluhur TV
tanggal 28 Januari 2008 Rp. 14.100.000,-

509. Kwitansi No K 284a Perbaikan Pagar Belakang KPU Purwakarta tanggal 28
Januari 2008 Rp. 9.691.000,-

510. Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Pagar Belakang KPU Purwakarta tanggal
Januari 2008

511. Kwitansi No K 286 Catering Nasi Bungkus tanggal 30 Januari 2008 Rp.
3.750.000,-

512. Kwitansi No K 287 pembayaran Kartu Pemilih tanggal 30 Januari 2008 Rp.
486.026.789,-

513. Kwitansi No K 288 Biaya Adips Radio Sadang Rp. 700.000,-
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514. Kwitansi No K 292 Pengadaan Leaflet Posko dan Jurnal Pilkada tanggal Januari

2008 Rp. 17.600.000,-

515. Kwitansi No K 293 Cetak sertifikat dan Kartu Monitoring dan kartu pemantau
tanggal Rp. 6.291.000,-

516. Kwitansi No K 294 sewa mobil box 2 x dan kijang tanggal - Rp. 4.400.000,-

517. Kwitansi No K 295 Biaya pengamanan Insidentil Polres Purwakarta tanggal 31
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

518. Kwitansi No K 296 Pengumuman Penetapan Hasil Pilkada 2008 Purwakarta
tanggal 31 Januari 2008 Rp. 700.000,-

519. Kwitansi No.K 005 Sortir Kertas Suara Kec. Sukasari tanggal 1 Januari 2008
Rp. 421.800,-

520. Kwitansi No.K 046 Sortir Kertas Suara Kec. Sukasari tanggal 4 Januari 2008
Rp. 471.200,-

521. Kwitansi No.K 199 Honorariun PPDP Kec. Sukasari tanggal 18 Januari 2008
Rp. 2.879.100,-

522. Kwitansi No.K 192 Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 10 Januari 2008
Rp. 365.000,-

523. Kwitansi No.K 190 Insidentil saat Penandatanganan Deklarasi Damai di Gedung
Sigrong tanggal 18 Januari 2008 Rp. 500.000,-

524. Kwitansi No.K 190 Insidentil saat Penandatanganan Deklarasi Damai di Gedung
Sigrong tanggal 18 Januari 2008 Rp. 500.000,-

525. Bukti Tanda Terima Pengriman barang Tiki

526. Surat No. K 189 b Cash Sales Transaktion Report

527. Kwitansi No.K 189 Dp makan siang bersama RM Alam Sari BIC tanggal 17
Januari 2008 Rp. 2.500.000,-

528. Kwitansi No.K 189 Sewa Genset tanggal 17 Januari 2008 Rp. 8.425.900,-

529. Kwitansi No.K 187 Biaya Sambung Listrik Sementara tanggal 17 Januari 2008

Rp. 570.000,-
530. Kwitansi No.K 186 Berita Profil di Media Demokratis tanggal 2008 Rp.
500.000,-

531. Kwitansi No.K 182a Biaya Operasional KPPS Kec. Maniis tanggal 18 Januari
2008 Rp. 66.300.000,-

532. Kwitansi No.K 181 Biaya Operasional KPPS Bln Januari 2008 tanggal 16
Januari 2008 Rp. 161.200.000,-

533. Kwitansi No.K 180 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Sukasari tanggal 16 Januari 2008 Rp. 165.525.000,-

534. Kwitansi No.K 179 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
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Kec. Jatiluhur tanggal 16 Januari 2008 Rp. 163.375.000,-

535. Kwitansi No.K 178 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Tegalwaru tanggal 16 Januari 2008 Rp. 131.400.000,-

536. Kwitansi No.K 177 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Babakan Cikao tanggal 16 Januari 2008 Rp. 131.125.000,-

537. Kwitansi No.K 176 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
tanggal 16 Januari 2008 Rp. 126.925.000,-

538. Kwitansi No.K 175 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Wanayasa tanggal 16 Januari 2008 Rp. 115.350.000,-

539. Kwitansi No.K 174 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Pasawahan tanggal 16 Januari 2008 Rp. 111.725.000,-

540. Kwitansi No.K 173 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
tanggal 16 Januari 2008 Rp. 106.175.000,-

541. Kwitansi No.K 172 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Bojong tanggal 16 Januari 2008 Rp. 105.400.000,-

542. Kwitansi No.K 171 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Campaka tanggal 16 Januari 2008 Rp. 102.925.000,-

543. Kwitansi No.K 170 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS BIn Januari 2008
Kec. Cibatu tanggal 16 Januari 2008 Rp. 88.475.000,-

544. Kwitansi No.K 169 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Kiarapedes tanggal 16 Januari 2008 Rp. 80.575.000,-

545. Kwitansi No.K 168 Biaya Operasional PPK,, PPS dan KPPS Bln Januari 2008
Kec. Pondoksalam tanggal 16 Januari 2008 Rp. 78.475.000,-

546. Kwitansi No.K 167 Biaya Operasional KPPS Kec. Maniis tanggal 16 Januari 2008
Rp. 69.700.000,-

547. Kwitansi No.K 165 tambahan pengadaan tinta Pilkada 2008 tanggal 16 Januari
2008 Rp. 2.500.000,-

548. Kwitansi No.K 160 ¢ Biaya mengantar undangan acara deklarasi damai tanggal 16
Januari 2008 Rp. 100.000,-

549. Kwitansi No.K 160 b kebutuhan operator IT KPU tanggal 16 Januari 2008 Rp.
150.000,-

550. Kwitansi No.K 160 a tambahan biaya penggandaan DPT Kec. Purwakarta tanggal
16 Januari 2008 Rp. 125.000,-

551. Tanda terima Nomor K 159 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16 januari
2008 Rp. 1.000.000,-

552. Tanda terima Nomor K 160 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16 januari
2008 Rp. 600.000,-

553. Tanda terima Nomor K 158 Uang saku petugas penyelesaian DPT tanggal 16 januari
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2008 Rp. 2.000.000,-

554. Tanda terima Nomor K 155 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT dan
penandatanganan prasasti deklarasi damai tanggal 15 januari 2008 Rp. 4.775.000,-

555. Tanda terima Nomor K 156 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT dan
penandatanganan prasasti deklarasi damai bulan Desember 2007 tanggal 15 januari
2008 Rp. 1.750.000,-

556. Tanda terima Nomor K 157 Honor panitia penyelenggara penyerahan rekap DPT dan
penandatanganan prasasti deklarasi damai tanggal 15 januari 2008 Rp. 400.000,-

557. Kwitansi No.K 154 Biaya Operasional PPK, PPS Kec. Purwakarta bulan Januari,
Pebruari dan Maret 2008 tanggal 16 Januari 2008 Rp. 36.275.000,-

558. Surat PPK Kec. Purwakarta No. /PPK-PWK/1/2007 tanggal 8 Januari 2008
tentang permohonan Pencairan Dana Operasional dan Belanja Pegawai.

559. Surat PPK Kec. Purwakarta No. / /Sekret tanggal 14 Januari 2008 tentang Sisa
Anggaran Sekretariat PPK Kec. Purwakarta.

560. Kwitansi No.K 153 Penggandaan Tanda Pengenal dan Gambar Calon Pilkada
tanggal 15 Januari 2008 Rp. 34.306.800,-

561. Kwitansi No.K 152 Biaya Pengamanan Stasioner Polres Purwakarta tanggal 15
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

562. Kwitansi No.K 151 Alat-alat Tulis Kantor tanggal 15 Januari 2008 Rp.
10.000.000,-

563. Kwitansi No.K 150 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec.Maniis Bln. Januari
2008 tanggal 15 Januari 2008 Rp. 8.625.000,-

564. Kwitansi No.K 149 Honorarium PPDP 40% Kec. Jatiluhur tanggal 15 Januari
2008 Rp. 8.230.000,-

565. Kwitansi No.K 148 Biaya Perbaikan gorong-gorong tanggal 15 Januari 2008 Rp.
4.850.000,-

566. Surat dari CV Buana Putra Tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengajuan Anggaran
Dana Pengerjaan jembatan Pintu Depan KPU Kab. Purwakarta.

567. Kwitansi No.K 147 Liputan kampanye PD I, PD III, DP II, PD III tanggal 4
Januari 2008 Rp. 4.000.000,-

568. Kwitansi No.K 145 Biaya Komputer tanggal 15 Januari 2008 Rp. 640.000,-

569. Kwitansi No.K 136 Rilis Berita Pilkada tanggal 15 Januari 2008 Rp. 350.000,-

570. Kwitansi No.K 135 Biaya Pembuatan dan Pembongkaran TPS Kec. Darangdan
tanggal 14 Januari 2008 Rp. 49.800.000,-

571. Kwitansi No.K 134 a BBM T 168 A ke Bojong tanggal 15 Januari 2008 Rp.
100.000,-

572. Kwitansi No.K 134 Kebutuhan Operator IT tanggal 15 Januari 2008 Rp.
150.000,-
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573. Kwitansi No.K 133 c Pres Release HU Progresif Jaya tanggal 15 Januari 2008

Rp. 2.000.000,-

574. Kwitansi No. K 133 b Biaya Pembuatan dan Pembongkaran TPS Kec. Darangdan
tanggal 14 Januari 2008 Rp. 49.800.000,-

575. Kwitansi No.K 133 a Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Bojong tanggal 14
Januari 2008 Rp. 7.225.000,-

576. Kwitansi No.K 133 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Sukasari tanggal 14
Januari 2008 Rp. 47.000.000,-

577. Kwitansi No.K 132 d Biaya Pembelian ATK tanggal 19 Januari 2008 Rp.
1.082.000,-

578. Kwitansi No.K 132 ¢ Pengamanan Stasioner Kodim bulan Januari 2008 tanggal
14 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

579. Kwitansi No.K 133 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Wanayasa tanggal 14
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

580. Kwitansi No.K 132 a Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Tegalwaru tanggal
14 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

581. Kwitansi No.K 131 Penggandaan DPT tanggal 14 Januari 2008 Rp. 5.500.000,-

582. Faktur Penjualan No. 125 Toko Vinaya Komputer BEC Bandung tanggal 13 Januari
2008 Rp. 3.196.000,-

583. Kwitansi No.K 124 Biaya Pengamanan Kotak Suara di PPK Bojong tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

584. Kwitansi No.K 117 b Belanja ATK tanggal 12 Januari 2008 Rp. 343.000,-

585. Kwitansi No.K 117 a Penambahan Pembentukan dan Raker KPPS Kec.
Purwakarta Kelurahan Purwamekar tanggal 12 Januari 2008 Rp. 300.000,-

586. Kwitansi No.K 117 Biaya Operasional PPK dan PPS Kec. Plered tanggal 12
Januari 2008 Rp. 16.945.000,-

587. Tanda terima No. K 116 uang rapat pleno penetapan DPT tanggal 12 Januari 2008
Rp. 7.800.000,-

588. Kwitansi No.K 115 a PPDP Kec. Podok Salam 40 % tanggal 12 Januari 2008 Rp.
4.048.000,-

589. Kwitansi No.K 115 a PPDP Kec. Pasawahan 40 % tanggal 12 Januari 2008 Rp.
5.905.500,-

590. Kwitansi No.K 114 a Uang lelah saksi dalam pengundian nomor urut tanggal 17
Desember 2007 Rp. 500.000,-

591. Kwitansi No.K 114 penggandaan DPT 8 kelurahan Kec. Purwakarta tanggal 12
Januari 2008 Rp. 3.325.500,-

592. Kwitansi No.K 113 Biaya pengamanan kotak suara Kec. Pondok Salam tanggal 12
Januari 2008 Rp. 1.600.000-
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593. Kwitansi No.K 112 tambahan angkutan PPS Desa terpencil Kec. tegalwaru tanggal

12 Januari 2008 Rp. 500.000,-

594. Kwitansi No.K 111 pengamanan logistik Pilkada Kec. Wanayasa tanggal 11
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

595. Kwitansi No.K 110 a Biaya foto copy dan ATK tanggal 11 Januari 2008 Rp.
271.250,-

596. Kwitansi No.K 110 Lumpsum Makanan dan penambah daya tahan tubuh tim IT
KPU tanggal 11 Januari 2008 Rp. 500.000,-

597. Kwitansi No.K 107 Pengawalan pengangkutan logistik Pemilul3 kecamatan
tanggal 10 Januari 2008 Rp. 2.600.000,-

598. Kwitansi No.K 106 Pengawalan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Pasawahan tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

599. Kwitansi ~ No.K 105 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Babakan cikao tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

600. Kwitansi No.K 104 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Darangdan tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

601. Kwitansi No.K 103 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan Plered
tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

602. Kwitansi No.K 102 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
tegalwaru tanggal 08 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

603. Kwitansi No.K 100 Pengamanan logistik Pemilu kecamatan Kiara Pedes tanggal
10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

604. Kwitansi No.K 101 Pengamanan pengangkutan logistik Pemilu kecamatan
Bungursari tanggal 10 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

605. Kwitansi No.K 099 kebutuhan Tim IT (lumpsum makanan) tanggal 10 Januari
2008 Rp. 400.000,-

606. Kwitansi No.K 098 pengamanan logistik Pemilu kecamatan Bojong tanggal 10
Januari 2008 Rp. 100.000,-

607. Kwitansi No.K 096 a catride dan tinta komputer tanggal 09 Januari 2008 Rp.
1.575.000,-

608. Kwitansi No.K 096 makan minum tanggal 9 Januari 2008 Rp. 1.172.500,-

609. Kwitansi No.K 094 c Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan GMBI tanggal 8
Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

610. Kwitansi No.K 094 b Rilis Berita di Media Eksis tanggal 8 Januari 2008 Rp.
300.000,-

611. Kwitansi No.K 094 a Pam Insidentil Polres Purwakarta tanggal 8 Januari 2008
Rp. 5.000.000,-

612. Kwitansi No.K 094 Honorarium Piket Polres bulan Januari 2008 tanggal 8
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Januari 2008 Rp. 4.000.000,-

613. Kwitansi No.K 093 Penggandaan Daftar Pemilih Tambahan Kec. Plered tanggal 8
Januari 2008 Rp. 3.914.000,-

614. Kwitansi No.K 092 Penggandaan DPT Kec. Sukatani tanggal 8 Januari 2008 Rp.
3.524.000,-

615. Kwitansi ~ No.K 091 Penggandaan Daftar Pemilih Tambahan Kec. Darangdan
tanggal 8 Januari 2008 Rp. 3.412.000,-

616. Kwitansi No.K 090 Pengawalan 5 orang anggota tanggal 8 Januari 2008 Rp.

3.000.000,-

617. Kwitansi No.K 089 Penggandaan DPT Kec. Campaka tanggal 8 Januari 2008 Rp.
2.384.000,-

618. Kwitansi No.K 088 Penggandaan DPT Kec. Maniis tanggal 8 Januari 2008 Rp.
1.750.000,-

619. Kwitansi No.K 087 a Pengamanan alat-alat KPU di Kec. Cibatu tanggal 10
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

620. Kwitansi No.K 087 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Campaka tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

621. Kwitansi No.K 086 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Jatiluhur tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

622. Kwitansi No.K 085 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Sukatani tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

623. Kwitansi No.K 084 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Sukasari tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

624. Kwitansi No.K 083 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Maniis tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

625. Kwitansi No.K 082 Pengamanan Perlengkapan TPS di Kec. Purwakarta tanggal
15 Januari 2008 Rp. 1.600.000,-

626. Kwitansi No.K 081 Transport Logistik Pilkada Kec. Purwakarta tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

627. Kwitansi No.K 080 Transport Logistik Pilkada Kec. Bojong tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

628. Kwitansi No.K 079 Transport Logistik Pilkada Kec. Cibatu tanggal 9 Januari 2008
Rp. 1.500.000,-

629. Kwitansi No.K 078 Transport Logistik Pilkada Kec. Sukasari tanggal 9 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

630. Kwitansi No.K 077 a Belanja ATK tanggal 20 Nopember 2007 Rp. 1.802.500,-

631. Kwitansi No.K 077 Transport Logistik Pilkada Kec. Sukatani tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-
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632. Kwitansi No.K 076 Transport Logistik Pilkada Kec. Pondok Salam tanggal 8

Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

633. Kwitansi No.K 075 Transport Logistik Pilkada Kec. Plered tanggal 8 Januari 2008
Rp. 1.500.000,-

634. Kwitansi No.K 074 Transport Logistik Pilkada Kec. Kiara Pedes tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

635. Kwitansi No.K 073 Transport Logistik Pilkada Kec.Jatiluhur tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

636. Kwitansi No.K 072 Transport Logistik Pilkada Kec. Babakan Cikao tanggal 8
Januari 2008 Rp. 1.500.000,-

637. Kwitansi No.K 071 Transport Logistik Pilkada Kec. Darangdan tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

638. Kwitansi No.K 070 Transport Logistik Pilkada Kec. Maniis tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

639. Kwitansi No.K 069 Transport Logistik Pilkada Kec. Bungur sari tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

640. Kwitansi No.K 068 Transport Logistik Pilkada Kec. Wanayasa tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

641. Kwitansi No.K 067 Transport Logistik Pilkada Kec. Tegalwaru tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

642. Kwitansi No.K 066 Transport Logistik Pilkada Kec. Pasawahan tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

643. Kwitansi No.K 065 Transport Logistik Pilkada Kec. Campaka tanggal 8 Januari
2008 Rp. 1.500.000,-

644. Kwitansi No.K 064 Penggandaan DPT Kec. Sukatani tanggal 8 Januari 2008
Rp. 767.000,-

645. Kwitansi No.K 063 Tambahan biaya Trasport Alat TPS desa Terpencil Kec.
Sukasari tanggal 8 Januari 2008 Rp. 500.000,-

646. Kwitansi No.K 062 Iklan Pasangan Calon Bupati tanggal 8 Januari 2008 Rp.
400.000,-

647. Kwitansi No.K 061 Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung kegiatan Raker
Pembahasan Program dan Tahapan Pilgub Jabar 2008.tanggal 8 Januari 2008 Rp.
365.000,-

648. Kwitansi No.K 060 Biaya Pendataan Pemilih untuk PPK dan PPS Kec. Sukasari
tanggal 8 Januari 2008 Rp. 325.000,-

649. Kwitansi No.K 059 Konsumsi operator IT tanggal 8 Januari 2008 Rp. 205.000,-

650. Kwitansi No.K 058 a Mengawal logistik Pemilu Ke Kec. Babakan Cikao tanggal
8 Januari 2008 Rp. 100.000,-
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651. Kwitansi No.K 057a Biaya Makan petugas data entry tanggal 8 Januari 2008 Rp.

350.000,-

652. Kwitansi No.K 057 Penggandaan Tanda Gambar Calon ( Baligo ) tanggal 7
Januari 2008 Rp. 31.540.000,-

653. Kwitansi No.K 056 Pembayaran honorarium operator komputer data entry
kecamatan tanggal 7 Januari 2008 Rp. 28.050.000,-

654. Kwitansi No.K 055 Pembayaran honorarium petugas PPDP Kec. Bungur sari
tanggal 7 Januari 2008 Rp. 5.959.000,-

655. Kwitansi No.K 054 Pengumunan hari pencoblosan Trend FM tanggal 7 Januari
2008 Rp. 5.355.000,-

656. Kwitansi No.K 053 Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Visi Misi Calon tanggal
7 Januari 2008 Rp. 5.000.000,-

657. Kwitansi No.K 050 Kekurangan penggandaan DPT tanggal 7 Januari 2008 Rp.

89.000,-
658. Kwitansi No.K 049a Sosialisasi Interaktif di Trend FM tanggal 4 Januari 2008
Rp. 2.000.000,-

659. Kwitansi No.K 045 Pengadan Berita Acara KPPS, PK, KPU tanggal 3 Januari
2008 Rp. 51.598.580,-

660. Kwitansi No.K 044 Pengadaan mebelair KPUD Kab. Purwakarta tanggal 3
Januari 200 Rp. 33.748.000,-

661. Kwitansi No.K 043 Pengadaan AC Split 1 PK dan % PK tanggal 3 Januari 2008
Rp. 17.215.000,-

662. Kwitansi No.K 042 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Plered bulan Januari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 12.925.000,-

663. Kwitansi No.K 040a Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Sukatani bulan Januari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 11.625.000,-

664. Kwitansi No.K 039 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Biaya Raker Kec.
Purwakarta bulan Januari tanggal 4 Januari 2008 Rp. 11.025.000,-

665. Kwitansi No.K 038 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Tegalwaru tanggal 3 Januari 2008 Rp. 10.975.000,-

666. Kwitansi No.K 037 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Pasawahan tanggal 3 Januari 2008 Rp. 10.325.000,-

667. Kwitansi No.K 036 Biaya Pengamanan Stasioner Polres Purwakarta tanggal 3
Januari 2008 Rp. 10.000.000,-

668. Kwitansi No.K 034 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Pondok Salam tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.675.000,-

669. Kwitansi No.K 033 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Jatiluhur tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-
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670. Kwitansi No.K 031 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.

Cibatu tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

671. Kwitansi No.K 030 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Bungur Sari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

672. Kwitansi No.K 029 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Campaka tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

673. Kwitansi No.K 028 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Kiarapedes tanggal 3 Januari 2008 Rp. 9.025.000,-

674. Kwitansi No.K 027 Pembayaran honorarium PPK/PPS Kec. Babakan Cikao
tanggal 3 Januari 2008 Rp. 8.375.000,-

675. Kwitansi No.K 026 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Maniis tanggal 3 Januari 2008 Rp. 7.725.000,-

676. Kwitansi No.K 025 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Sukasari tanggal 3 Januari 2008 Rp. 5.775.000,-

677. Kwitansi No.K 024 honorarium Petugas Piket dari Polres Purwakarta (Dalmas)
tanggal 3 Januari 2008 Rp. 3.500.000,-

678. Kwitansi No.K 023 Pembayaran penggandaan DPT Kec. Bojong tanggal 3
Januari 2008 Rp. 2.571.000,-

679. Kwitansi No.K 022 honorarium PPK Kec. Wanayasa tanggal 3 Januari 2008

Rp. 2.525.000,-

680. Kwitansi No.K 021 Penggandaan DPT Kec. Pasawahan tanggal 3 Januari 2008
Rp. 2.359.000,-

681. Kwitansi No.K 020 Liputan langsung Rapat tanggal 3 Januari 2008 Rp.
1.000.000,-

682. Kwitansi ~ No.K 018 Tambahan pembentukan KPPS dan Raker KPPS Kec.
Purwakarta tanggal 3 Januari 2008 Rp. 900.000,-

683. Kwitansi No.K 017 Biaya perbaikan kamar mandi / wc kantor KPU tanggal 3
Januari 2008 Rp. 427.000,-

684. Kwitansi No.K 016 Biaya Tambahan pembentukan KPPS dan Raker KPPS Kec.
Tegalwaru tanggal 4 Januari 2008 Rp. 300.000,-

685. Kwitansi No.K 015 Langnganan Majalah Pushing tanggal 3 Januari 2008 Rp.
300.000,-

686. Kwitansi No.K 014 Pembayaran honorarium PPK/PPS dan Sekretariat PPK Kec.
Darangdan tanggal 3 Januari 2008 Rp. 12.275.000,-

687. Kwitansi No.K 013a Pengadaan tanda gambar, tanda pengenal dan alat kebersihan
kantor tanggal 3 Januari 2008 Rp. 4.495.350,-

688. Kwitansi No.K 013b Penggandaan DPT Kec. Jatiluhur tanggal 3 Januari 2008
Rp. 3.227.000,-
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689. Kwitansi No.K 013a Pengamanan stasioner Kodim Purwakarta tanggal 2 Januari

2008 Rp. 5.000.000,-

690. Tanda terima No. K 012 Honorarium Anggota KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

691. Tanda terima No. K 012a Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal
2 Januari 2008

692. Tanda terima No. K 012a Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal
2 Januari 2008

693. Tanda terima No. K 011 Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

694. Tanda terima No. K 010 Honorarium Sekretariat KPU bulan Januari 2008 tanggal 2
Januari 2008

695. Tanda terima No. K 009 Konfrensi Pers tanggal 2 Januari 2008

696. Kwitansi No.K 008 Biaya pengamanan insidentil tanggal 1 Januari 2008 Rp.
5.000.000,-

697. Kwitansi No.K 003a HU Pikiran akyat bln Desember 2007 tanggal 6 Januari
2008 Rp. 60.000,-

698. Kwitansi No.K 003 Langganan Koran Harian Umum Pelita bln Desember 2007
tanggal 1 Januari 2008 Rp. 60.000,-

ODNER SP) PEBRUARI 2008 :

699. Kwitansi sejumlah Rp. 17.600.000,-

700. Nota Penagihan CV. Planet tanggal 26 Desember 2007.

701. Surat perintah kerja Nomor ; 270.2 / 95 / SPK / Set. KPU / XII / 2007 tanggal 26
Desember 2007.

702. Kwitansi (tanda pembayaran) Rp. 3.500.000,-

703. Kwitansi lily Motor sejumlah Rp.2.500.000,- bulan Pebruari 2008.

704. Faktur Lily Motor tanggal 04 Pebruari 2008.

705. Kwitansi sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 28 Pebruari 2008.

706.  Struk bukti pembayaran PLN tanggal 27 Pebruari 2008.

707. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 1.000.000,-

708. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-

709. Kwitansi pembayaran Mei 2008 sejumlah Rp. 250.000.000,-

710. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 6.000.000,-

711.  Nota Kontan Mekar Jaya Oil tanggal 20 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 135.000,-

712. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008

sejumlah Rp. 59.758,-
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713. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008

sejumlah Rp. 1.288.392,-

714. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 900.000,-

715. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 544.413,-

716. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 852.743,-

717. Bukti pembayaran jasa telekomunikasi Januari 2008 tanggal 20 Pebruari 2008
sejumlah Rp. 825.000,-

718.  Surat Tagihan rekening telepon dari Telkom tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor :
020/KU-110/d02-130200/2008.

719. Daftar tagihan rekening telepon KPU Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2008.

720. Kwitansi tanggal 19 pebruari 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-

721. Kwitansi kosong bermaterai, berstempel Toko wisuda.

722.  Nota kosong berstempel Toko Wisuda.

723. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 2.610.000,-

724. Kwitansi tanggal 11 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 2.500.000,-

725. Kwitansi tanggal 12 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-

726. Kwitansi tanggal 08 pebruari 2008 sejumlah Rp.4.000.000,-

727. Kwitansi tanggal 08 pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-

728. Kwitansi tanggal 06 pebruari 2008 sejumlah Rp. 14.100.000,-

729.  Faktur jatiluhur TV Nomor : 001/TG-JLTV/2008 tanggal 28 Januari 2008.

730. Kwitansi sejumlah Rp. 750.000,-

731. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 400.000,-

732. Nota Tagihan dari Politik dan Kriminal tanggal 04 Pebruari 2008.

733. Kwitansi tanggal 4 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 5.250.000

734. Nota tagihan dari Trik tanggal 04 Pebruari 2008.

735. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 7.800.000,-

736. 1 (satu) buah laporan pelaksanaan Nomor : 35 / MLN / XII / 2007 tanggal 11
Desember 2007.

737. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 48.725.000,-

738. Surat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pembentukan
mediacentre KPU kab. Purwakarta Nomor : 270.2/SPK.04/Set-KPU/X/2007.

739. Berita Acara Nomor : 270.1/108/PPJB/BA/Sert. KPU/I/2008 tentang pemeriksaan
barang / pekerjaan jamuan makan dan jamuan ringan / snack Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2007.
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740. Berita Acara Nomor : 270.1/109/PPJB/BA/Set. KPU/I/2008 tentang Penerimaan

barang / Jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Jamuan Makan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 28 Januari 2008.

741. Kwitansi tanggal 04 pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,-

742. Kwitansi kosong bermaterai dan berstempel Toko Wisuda.

743. Nota kosong berstempel Toko Wisuda.

744. Kwitansi tanggal 04 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 40.000,-

745. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 199.500,-

746. Nota Katineung Rasa tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 199.500,-

747. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 275.000,- atas nama Sakir.

748.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Sakir.

749. Kwitansi tanggal 03 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 300.000,- atas nama Kusnadi
Suryadinata.

750. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Kusnadi
Suryadinata.

751. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp. 300.000,- atas nama Yusuf
Maulana.

752. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Yusuf
Maulana.

753. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Bripka
Handono.

754.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Bripka
Handono.

755. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama briptu Agus

Triono.

756.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama briptu Agus
Triono.

757. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

758.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

759. Kwtansi tanggal 03 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

760. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 03 pebruari 2008 atas nama Ipda
Burhanudin.

761. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Sakir.

762.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Sakir.
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763. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Kusnadi

Suryadinata.

764. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Kusnadi
Suryadinata.

765. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.300.000,- atas nama Yusuf
Maulana.

766. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008 atas nama Yusuf
Maulana.

767. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

768.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Aipda Anas
Ikhsanudin.

769. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama briptu Agus
Triono.

770.  Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama briptu Agus
Triono.

771. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Bripka
Handono.

772. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Bripka
Handono.

773. Kwtansi tanggal 02 pebruari 2008 sejumlah Rp.275.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

774. Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 02 pebruari 2008. atas nama Ipda
Burhanudin.

775. Pembayaran PT. Radio Swara Populer kencana tanggal 01 pebruari 2008 sejumlah
Rp. 700.000,-

776. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 1.400.000,-

777. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 10.000.000,-

778. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 10.000.000,-

779. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 60.000,-

780. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 75.000,-

781. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 85.000,-

782. Rekap honorarium KPUD kab. Purwakarta dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

783. Tanda terima honorarium anggota KPUD Kab. Purwakarta dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.

784. Tanda terima honorarium Sekretariat KPUD Kab. Purwakarta dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Bulan Pebruari 2008.
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785. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,- atas nama Yusuf

Maulana, SH.
786. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,- atas nama Kusnadi

Suryadinata

787. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Sakir

788. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Aiptu
Endang Supriadi.

789. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Briptu Agus
Triono.

790. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Ipda
Burhanudin.

791. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 600.000,- atas nama Bripka
Handono.

792. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas H. Adang Lukman,SH tanggal 01
Pebruari 2007.

793. 2 (dua) Surat Tugas No. 280/546/KPU-PWK/I1/2008 tanggal 01 Januari 2008.

794. Pembayaran PT. Radio Swara Populer Kencana sejumlah Rp. 700.000,-

ODNER SPJ MARET.

795. Kwitansi pengadaan catering di KPU tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp.
97.484.040

796. Nota penagihan CV. Dwi Visi Utama 21 Januari 2008.

797.  Kwitansi kosong bersetempel Dwi Visi Utama.

798.  Kwitansi kosong warna hijau bermaterai CV Purwajakti.

799. Kwitansi sesuai dengan SPK No.270/45/PK/Set KPU/Xk/2007 tanggal 13 Maret
2008. Sejumlah Rp.44040.454

800. Nota Penagihan CV Planet Grafika tanggal 02 Januari 2008, beserta permohonan
pencairan anggaran sortir Surat Suara.

801. Kwitansi pengamanan insidentil 28 Maret 2008 sejumlah Rp. 10.000.000.

802. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.6000.000.-

803. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.13500.000.-

804. Tanda terima uang honor kelompok kerja evaluasi dan pelaporan hasil
penyelenggaraan pilbub tahun 2008 maret 2008 sejumlah Rp.3000.000.-

805. Rekapitulasi penerimaan Honorrarium Panitia Pengadaan barang dan jasa

sekertariat KPU Kab. Purwakarta sejumlah 9.881,250 Maret 2008
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806. Kwitansi audit pilkada dana kampanye sejumlah Rp. 24.750.000.- termin I

807. Kwitansi audit pilkada dana kampanye sejumlah Rp. 24.750.000.-Termin II

808. Kwitansi pembayaran baligo deklarasi damai CV Planet sejumlah 17.809.000.
beserta nota penagihan CV Planet sejumlah Rp. 24.750.000.-, besrta permohonan
pencairan dana, Surat Perintah Kerja,

809. Kwitansi pembayaran personalisa sesuai dengan SPK No. 270/24/SPK/Set
KPU/1/2008 tanggal 25 Maret 2008, beserta permohonan pencairan, beserta nota
penagihan CV Mitra anugrah.

810. Kwitansi kosong warna kuning CV Mitra anugrah.

811.  Surat Perintah Kerja Nomor 270/24/SPK/Set. KPU//2008

812. Kwitansi cetak jurnal pilkada No. SPK 270/14/SPK/Set KPU/2008 25 Maret 2008
beserta Surat Permohonan Pencairan Anggaran, serta Nota Tagihan dan SPK No.
270/29/SPK/Set. KPU/1/2008.

813. Nota tanggal 09/03/2008 sejumlah Rp.68.200,- beserta kwitansi tanggal 09 Maret
2008

814. Kwitansi Kosong berstempel Purwajati catering beserta surat penawaran.

815. Kwitansi pembayaran kepada agency Sindo sejumlah Rp. 79.000,-

816. Kwitansi pembayaran agency Kompas Rp. 72.000,-

817. Rekapitulasi penerimaan honor pengadaan barang dan jasa sekertariat KPU Kab
Purwakarta Maret 2008 sejumlah 9.881,250,-

818. 31 lembar tanda terima honorarium Panitia Pengadaan barang/Jasa Sekertariat
KPU Kab Purwakarta Tahun 2007 Pengadaan (kosong) tanggal kosong bulan
kosong tahun 2007 jumlah masing-masing tiap lembar tanda terima sejumlah

Rp.318.750.00,-

DOKUMEN / SURAT LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILUKADA KAB.
PURWAKARTA TAHUN 2007/2008.

819. Kwitansi tanggal 09 Maret 2008 sejumlah Rp. 58.125,-

820. Nota dari Family Copy Centre sejumlah Rp. 58.125,- tanggal 09 Maret 2008.
821. Kwitansi tanggal 01 Maret 2008 sejumlah Rp. 465.000,-

822. Nota dari toko Wisuda sejumlah Rp. 465.000,- tanggal 01 Maret 2008.

823. Kwitansi tanggal 29 Maret 2008 sejumlah Rp. 875.000,-

824. Nota dari took Wisuda sejumlah Rp. 875.000,-

825. Kwitansi tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 900.000,-

826. Nota dari took Wisuda tanggal 30 Maret 2008 sejumlah Rp. 900.000,-

827. Kwitansi tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp. 2.515.000,-

828. Nota dari took Wisuda tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp. 2.515.000,-
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829. Kwitansi bulan Maret sejumlah Rp. 6.000.000,-

830. Faktur sewa kendaraan dari ’ Hidayah ‘ Rent Car’.

831. Kwitansi bulan Pebruari 2008 sejumlah Rp. 12.050.000,-

832. Kwitansi dan faktur “Hidayah” rent car sejumlah Rp. 2.600.000,- tanggal 15
Pebruari 2008.

833. Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Pendi.

834. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Jehi Junaedi

835. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Abad Badnadi

836. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Awan Pr

837. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Dadang.

838. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Jajang Sutarnan.

839. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Asep Supardi

840. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Jejen H.

841. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Ridwan

842. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Iwan

843. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Suheryana.

844. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Usman

845. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Yanto S

846. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Acit

847. Kwitansi sejumlah Rp. 50.000,- atas nama E. Anwar

848. Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas Enjang R.

849. Kwitansi tanggal 18 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 50.000,- atas nama Sandoro.

850. Tanda Pembayaran Hotel Intan tanggal 17 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 700.000,-

851. Foto copy Nota Penagihan CV. Purwajati tanggal 07 Jasnuari 2008 sejumlah Rp.
97.961.710,-

852. Nota Penagihan CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp. 93.786.000,-

853. Surat Penawaran harga Nomor : 70/PJ/12/2007 dari CV. Purwajati tanggal 11
Desember 2007.

854. Surat Proses Pengadaan Nomor : 270.1/102/Set. KPU/XII/2007 tanggal 07
Desember 2007.

855. Rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS/OE) tanggal 07 Desember 2007.

856. Berita Acara Nomor : 270.1/104/PPJB/BA/Set. KPU/XI1/2007 tentang Evaluasi
Penelitian Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan jamuan Makan Komisi
Pemilihan Umum kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008.

857.  Surat dari CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008.

858. Kewitansi sejumlah Rp. 93.786.000,-

859. Foto copy Nota Penagihan dari CV. Purwajati tanggal 30 Januari 2008.

860. Foto copy Nota Penagihan dari CV. Citra Utama tanggal 04 Pebruari 2008.
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861. Foto copy faktur dari CV. Citra Utama tanggal 04 Pebruari 2008.

862. Kwitansi tanggal 16 Januari 2008 sejumlah Rp. 384.200.000,-
863. Foto copy faktur CV. Dwi Visi Utama tanggal 21 Januari 2008.

864. Foto copy Nota Penagihan CV. Dwi Visi Utama tanggal 21 Januari 2008.

865. Kwitansi tanggal 15 Pebruari 2008 Rp. 2.000.000,-

866. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2008 Rp. 2.850.000,-

867. Kwitansi tanggal 15 Pebruari 2008 Rp. 5.000.000,-

868. 1 (satu) map warna biru yang berisikan Buku Kas Umum Bulan Nopember 2007.

869. 1 (satu) Map warna hijau berisikan daftar rincian penyaluran PPK dan rekapitulasi
pengeluaran dana operasional KPU.

870. 1 (satu) buah buku laporan pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati
Purwakarta pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

871. 1 (satu) buah Laporan Berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Puwakarta
pada pemilu Bupati dan wakil Bupati Purwakarta tahun 2008.

872. 1 (satu) map kuning berisikan blanko SSP (Surat setoran pajak) yang belum
digunakan untuk disetorkan.

873. 1 (satu) map warna biru tentang Belanja Nila Isna Pilkada yang berisi catatan
pribadi bapak Jaenudin untuk biaya operasional sehari-hari di KPU.

874. 1 (satu) bundle SPJ sosialisasi (Nurlela).

875. 1 (satu) bundle SPJ sosialisasi Pilkada tahun 2008.

876. Daftar pengeluaran biaya Pilkada.

877. Rekap pertanggungjawaban pemilihan Bupati oleh KPU.

878. 1 (satu) bundle transaksi penerimaan dan pengeluaran Pilkada Tahun 2007.

879. 1 (satu) bundle pengeluaran-pengeluaran yang belum dilengkapi dengan bukti
yang syah.

880. 1 (satu) lembar transaksi penerimaan dan pengeluaran Pilkada Tahun 2007.

881. 1 (satu) bundle hasil pemeriksaan sementara transaksi penerimaan dan pengeluaran
s.d tanggal 10-12-2007.

882. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 03/Tim-Adv/SK/III/2008 tanggal 11 Maret 2008.

883. Foto Copy Surat Nomor : 001/DS-Adv/P/I11/2008 perihal Permohonan Biaya
tanggal 11 Maret 2008.

884. 1 (satu) unit computer. Monitror : Advance, Keyboard : Logitech, UPS : Advance,
CPU : Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E 7300 @2,66 GHz, 2,67 GHz merk
Samsung.

885. Map wara biru berisikan :

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan Kampanye Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007.

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
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dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Tanda terima honorarium Pokja Monitoring Kegiatan kampanye Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007

- Rekap honorarium petugas monitoring kampanya dari tanggal 03 s/d Desember
2007 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
05 Desember 2007.

- Rekap honorarium monitoring tempat kampanya dalam Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 Desember 2007.

886. Berita Acara Nomor 280/BA54/KPU-PWK/X1/2007 tentang Penyusunan
Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta tahun 2008.

887. SK Sekretariat KPU No : 270.2/Kep.01/KPA/IX/2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kantor KPU Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran 2007.

888. SK KPU No : 280/Kep.06-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pendaftaran pemilih Dan Sosialisasi
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008

889. SK KPU No : 280/Kep.34/KPU-PWK/X/2007 Tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008.

890. SK KPU No : 280 / Kep.134.A-PPK / KPU-PWK / IX / 2007 Tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Se-Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2008.

891. SK KPU No : 280 / kep.02-POKJA / KPU-PWK / VI / 2005 tentang
Pembentukkan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilihan Umum Dan Peraturan
Pemerintahan Daerah Khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten
Purwakarta.

892. SK KPU No : 280/Kep.10-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik
Serta Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008.

893. SK KPU No : 280/Kep.05-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
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Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008

894. SK KPU No : 280/Kep.07-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusunan Materi Rencana Kegiatan Pengumuman, Pendaftaran Dan
Verifikasi Calon Kepala Daerah Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008

895. SK KPU No : 280.1/SK.62/KPU-PWK/XII/TAHUN 2007 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008-2013

896. SK KPU No : 280/Kep.09-KPU/Pwk/V1/2005 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Penyusun Materi Rencana Kegiatan Rekruitmen Personil Aparat
Penyelenggaraan Dan Kelembagaan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

897. SK KPU No : 280/Kep.134.B-PPS/KPU-PWK/IX/2007 tentang Pembentukan Dan
Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten
Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008.

898. SK KPU No. : 280/Kep.34/KPU-PWK/X/2007 tentang Tahapan, Program, Dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008.

899. SK sekretariat KPU No : 270.1/Kep.60-Pan/Set. KPU/PWK/XII/2007 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Tim Kerja Penetapan Daftar Pasangan Calon Dan
Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

900. SK KPU No : 280/Kep.134.A-PPK/KPU-PWK/IX/2007 tentang Pembentukan
Dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se
Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008

901. SK Sekretaris KPU No : 270.1/Kep.370-Pan/Set. KPU/PWK/X/2007 tentang
Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008

902. SK KPU No : 280.1/BA.664/KPU-PWK/XII/2007 tentang Berita Acara
Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Monitoring
Pelaksanaan Sosialisasi Oleh Panitia Penyelenggara Sosialisasi (Penggerak
Pilkada) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun
2008.

903. SK KPU No : 280/Kep.21B-KPU Pwk/2007 tentang pembentukan Panitia
Pelaksana Persiapan Study Banding ke Lokasi Pilkada Di Lingkungan KPU Kab.
Purwakarta Tahun 2007.
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904. SK KPU No : 280.1/Kep.72-POKJA/KPU-Pwk/XI1/2007 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Pengalokasian Dan Pengepakan Barang-Barang Kelengkapan
TPS Dan Formulir-Formulir Untuk Pemungutan Dan perhitungan Suara Di TPS
Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

905. SK KPU No : 280.1/Kep.Pokja/KPU-PWK/XII/2007 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Kelompok Kerja Recruitmen Penggerak Pilkada (Panitia
Penyelenggara Sosialisasi) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2008.

906. SK Sekretariat KPU No : 270.1/Kep.1/ALB-KPU-Pwk/2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Kantor Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007.

907. SK KPU No : 280.1/Kep.-28/KPU/Pwk/IX/2007 tentang Pengangkatan Panitia
Penerima Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

908. 1 (satu) map warna biru Notulen Rapat Pleno Tahun 2007

909. Daftar Penerimaan THR Bag. HUMAS Set. KPU Kab.PWK Periode 2007

910. Fotokopi Rencana Alokasi APBD KPU Kab.PWK 2007

911. Laporan Kegiatan POKJA Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pilbup
Th.2007

912. 1 (sau) map warna biru Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Pilkada Th.2008

913. 1 (satu) map warna biru Tanda terima Honorarium Anggota PPK bulan Oktober
2007 Se-Kab.PWK Pada PILKADA Th.2007

914. 1 (satu) map warna merah SPPD Periode Oktober 2007 KPA Asep Fakar

915. 1 (satu) map warna kuning SK KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengadaan Barang / Jasa Alat-alat
Kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008

916. 1 (satu) map warna orange Honorarium PPS Bulan Oktober 2007

917. 1 (satu) map warna kuning berisi :

- Tanda terima jumpa pers dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008

- 1 lembar kwitansi Pembayaran Rekaman, penggandaan Mars Pilkada dan
Desain Spot Iklan Trend FM

- 1 bundel nota pembayaran RM.Murah Meriah

- Proposal Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kab.Purwakarta dai GIBAS

- 1 bundel kwitansi pembayaran Safari Garden Hotel dan Intan Hotel

- 1 bundel kwitansi pembayaran Spanduk

918. 1 (satu) map warna kuning Daftar Penerima honorarium PPK dan PPS Pemilu
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Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

919. 1 (satu) map warna kuning Daftar Penerima honorarium PPK dan PPS Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

920. Laporan Kegiatan POKJA Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pilbup
Th.2007

921. 1 (satu) map warna merah tanda terima honorarium Pokja Calon anggota PPK
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008

922. Fotokopi Daftar honorarium Kegiatan Rapat Study Banding sekretarit KPU
Purwakarta

923. Fotokopi Honor Penerimaan Tim Perencana Study Banding KPU Purwakarta

924. SK Bupati Purwakarta No : 821.24/Kep.567-BKD/2008 Tentang Pengisian dan
Alih Tugas Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Purwakarta

925. Fotokopi kwitansi Pengadaan Alat Perlengkapan kantor

926. Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Purwakarta Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2008

927. SK KPU No : 280/Kep.11-KPU/Pwk/VI/2007 Tentang Pembentukan Panitia
Penyusunan Regulasi Dalam Rangka Menghadapi Persiapan Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2007.
Dan barang bukti lain yang disita

1. Kwitansi Biaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara No. 2/Pilkada/2008/PT.
Bdg. An. Didi Suardi, SH tanggal 17 Mei 2008 Rp. 125.000.000,-

2. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ika Novia tanggal Rp. 75.000,-

3. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. ITutom Effendi tanggal 7

Nopember 2008 Rp. 80.000,-

4. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal Rp.
80.000,-
5. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal 27

Oktober 2008 Rp. 80.000,-

6. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Nendy Fajar tanggal Rp.
75.000,-

7. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Sulasmiati tanggal Rp. 80.000,-

8. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Adi Sumardi tanggal 7

Nopember 2008 Rp. 75.000,-

9. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal 7
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

10. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal 23
Oktober 2008 Rp. 90.000,-
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11. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Effendi tanggal Rp.

80.000,-

12. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Sakir tanggal Rp. 80.000,-

13. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Titin tanggal Rp. 80.000,-

14. Kwita nsi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Bunyamin tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

15.  Kwitansi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Sulasmiati tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 80.000,-

16. Kwitansi ~ Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Dini S tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

17.  Kwitansi Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Kusnadi tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

18. Kwitansi  Biaya Pengiriman Model A.3 Kecamatan An. Ade Suardi tanggal 10
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

19. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 8
Nopember 2008 Rp. 350.000,-

20. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 8
Nopember 2008 Rp. 350.000,-

21. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Drs. Karlan tanggal 12
Nopember 2008 Rp. 365.000,-

22. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Deni S tanggal 12 Nopember
2008 Rp. 150.000,-

23. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Heru Purwanto, SmHk tanggal

12 Nopember 2008 Rp. 365.000,-

24, Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 18 Oktober 2008 Rp.
100.000,-

25. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana SH tanggal 18 Oktober
2008 Rp. 350.000,-

26. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. Heru Purwanto, SmHk
tanggal 23 Oktober 2008 Rp. 1.050.000,-

27.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. Deni S tanggal 23
Oktober 2008 Rp. 200.000,-

28.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 3 hari An. R. Agus Suryanata
tanggal 23 Oktober 2008 Rp. 750.000,-

29. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 26 Oktober 2008 Rp.
100.000,-

30. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 26
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Oktober 2008 Rp. 350.000,-

31. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Karlan tanggal 30 Oktober 2008
Rp. 350.000,-

32.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Mustofa tanggal 30 Oktober 2008
Rp. 100.000,-

33. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 30 Oktober
2008 Rp. 250.000,-

34. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Basuki tanggal Rp. 80.000,-

35. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal 23
Oktober 2008 Rp. 80.000,-

36.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Tedi Sutedi tanggal Rp.
80.000,-

37. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal Rp. 80.000,-

38. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal 9
Nopember 2008 Rp. 90.000,-

39. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ahmad Jaenudin tanggal Rp.
90.000,-

40. Kwitansi ~ Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Siti Aisyah tanggal 7
Nopember 2008 Rp. 75.000,-

41. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kiki Rizkiana tanggal 7-11-
2008 Rp. 150.000,-

42. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun tanggal 9-11-2008
Rp. 80.000,-

43. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Utom Efendi tanggal 7-11-2008 Rp.
80.000,-

44.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Arif Budiman tanggal 10-10-2008
Rp. 350.000,-

45. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Muhtar Lutfi SE tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

46. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Abad Hasyim MM tanggal 10-10-
2008 Rp. 350.000,-

47. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas (sopir) An. Ade Mustofa tanggal 10-10-2008
Rp. 100.000,-

48. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Suntama, SH tanggal 10-10-2008 Rp.
350.000,-

49. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 18-10-
2008 Rp. 350.000,-

50. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 18-10-2008
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Rp. 250.000,-

51. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 18-10-2008
Rp. 350.000,-

52. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 30-10-
2008 Rp. 350.000,-

53. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

54. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Heru Purwanto tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

55. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf maulana, SH tanggal 30-10-2008
Rp. 350.000,-

56. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan MT tanggal 27-10-
2008 Rp. 350.000,-

57.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 10-10-2008

Rp. 350.000,-

58. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf maulana, SH tanggal 10-10-2008
Rp. 350.000,-

59. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Ika Novia tanggal - Rp.
75.000,-

60. Kwitansi Biaya Monitoring ke Kecamatan An. Yusuf Maulana, SH tanggal -
Rp. 90.000,-

61. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi Suryadinata tanggal -
Rp. 90.000,-

62. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Effendi tanggal 9-11-
2008 Rp. 80.000,-

63.  Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 26-10-2007

64.  Surat Tugas Perjalanan Dinas H. Achmad Sadeli, SH tanggal 12-11-2007

65. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, Dkk tanggal 29-10-2007

66. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, Dkk tanggal 10-10-2007

67. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 30-10-2007

68. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, tanggal 27-10-2007

69.  Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 23-10-
2007

70. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 26-10-2007

71. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 30-10-2007

72. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
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tanggal 9-11-2007

73. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung dkk tanggal 8-11-2007

74. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 18-11-
2007

75. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. Asep Maskar Dwiguna, SH, MH, dkk
tanggal 27-10-2007

76.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dini S tanggal 9-11-2008 Rp.
100.000,-

77. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. R. Agus Suryanata tanggal 9-11-2008
Rp. 250.000,-

78. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 9-11-2008
Rp. 350.000,-

79.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs Karlan tanggal 9-11-2008 Rp.
350.000,-

80. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan K. Ramdan tanggal 9-11-2008
Rp. 350.000,-

81. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Muhtar Lutfi SE tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

82. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 2-11-2007

83.  Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH, dkk tanggal 6-11-2007

84. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 9-11-2007

85. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, tanggal 8-11-2007

86. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 12-11-2007

87. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH, dkk tanggal 18-11-2007

88.  Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR, MT, dkk tanggal 8-11-2007

89.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. Ir. Dadan K. Ramdan tanggal
18-11-2008 Rp. 400.000,-

90. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, SH tanggal 6-11-2008

Rp. 350.000,-

91. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

92.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dodo Khudori tanggal 6-11-2008 Rp.
250.000,-

93.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Abad Hasyim MM tanggal 6-11-
2008 Rp. 350.000,-

94. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Dani Abdurahman, SH tanggal 6-11-2008
Rp. 350.000,-

95.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 6-11-2008 Rp.
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100.000,-

96. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Nila Asnawati tanggal - Rp.
90.000,-

97. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-

98.  Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi tanggal - Rp.
90.000,-

99. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-

100. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Utom Efendi tanggal - Rp.
80.000,-

101. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal - Rp.
80.000,-

102. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Bunyamin tanggal - Rp.
90.000,-

103. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Kusnadi S tanggal - Rp.
90.000,-

104. Kwitansi Biaya Pengiriman A.3 Kecamatan An. Ujang J tanggal - Rp.
75.000,-

105. Kwitansi Biaya Pengiriman A.3 Kecamatan An. Yuyun Kuswana tanggal 10-11-
2007  Rp. 80.000,-

106. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan An. Yuyun Ruswana tanggal - Rp.
80.000,-

107. Kwitansi Biaya Monitoring persiapan Pilkada Kecamatan An. Ir. Dadan KR, MT
tanggal - Rp. 100.000,-

108. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas An. Ade Suardi tanggal 2-11-2007 Rp.

100.000,-

109. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Sunendar, SH tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

110. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Yusuf Maulana, SH tanggal 2-11-2007 Rp.
350.000,-

111. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Dadan KR. MT tanggal 2-11-2007 Rp.
350.000,-

112. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Uum Aruman, SmHk. tanggal 2-11-2007
Rp. 350.000,-

113. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH. tanggal 18-10-2007
Rp. 350.000,-

114. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 30-10-
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2007 Rp. 350.000,-

115. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela Mukaromah, Spd. tanggal 30-10-
2007 Rp. 350.000,-

116. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Adang Lukman, SH. tanggal 30-10-2007
Rp. 350.000,-

117. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Asep Maskar D, SH, MH. tanggal 30-
10-2007 Rp. 350.000,-

118. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Asep Maskar D, SH, MH. tanggal 26-
10-2007 Rp. 350.000,-

119. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Achmad Sadeli, SH. tanggal 26-10-2007
Rp. 350.000,-

120. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela Mukaromah, Spd. tanggal 26-10-
2007  Rp. 350.000,-

121. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 26-10-
2007 Rp. 350.000,-

122. Kwitansi  Biaya Perjalanan Dinas 3 hari ke Jakarta An. Adang Lukman, SH.
tanggal 23-10-2007 Rp. 1.050.000,-

123. Kwitansi Biaya Monitoring Kecamatan An. Nurlela M, Spd. tanggal - Rp.
100.000,-

124. Kwitansi Biaya Monitoring Persiapan Pilkada Kecamatan An. D. Hutagalung
tanggal Rp. 100.000,-

125. Kwitansi Biaya Monitoring Persiapan Pilkada Kecamatan An. H. Ach. Sadeli,
SH tanggal 7-11-2007 Rp. 100.000,-

126. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Asep maskar D, SH tanggal 9-11-
2007 Rp. 350.000,-

127. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Nurlela M, SPd. tanggal 9-11-2007 Rp.
350.000,-

128. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 9-11-
2007 Rp. 350.000,-

129. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal - Rp.
350.000,-

130. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 30-10-2007
Rp. 350.000,-

131. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Asep maskar D, SH tanggal 27-10-
2007 Rp. 350.000,-

132. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal 27-10-
2007 Rp. 350.000,-

133. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 27-10-2007
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Rp. 350.000,-

134. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 8-11-2007
Rp. 350.000,-

135. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. Darius Hutagalung, SH. tanggal 8-11-
2007 Rp. 350.000,-

136. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 9-11-2007
Rp. 350.000,-

137. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas An. H.Adang Lukman, SH. tanggal 8-11-2007
Rp. 350.000,-

138. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta An. H. Ach. Sadeli, SH. tanggal 12-
11-2007 Rp. 400.000,-

139. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, dkk tanggal 8-11-2007

140. Surat Tugas Perjalanan Dinas An. Heru Purwanto, SmHk, dkk tanggal 23-10-
2007

141.  Surat Tugas Perjalanan Dinas An. H. Adang Lukman, SH, tanggal 23-10-2007

142. Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 10 Nopember 2007.

143.  Daftar Penerimaan Uang Lelah Peserta Sosialisasi

144. SK KPU No. 270.1/Kept.47-Pan/KPU-Pwk/X/2007 tanggal 1-11-2007.

145.  SK KPU No. 270.1/Kept.34.A-Pan/KPU-Pwk/X/2007 tanggal 22-10-2007.

146. kwitansi pembayaran pekerjaan pengadaan alat kelengkapan kantor KPU
Purwakarta Tahun 2007 tanggal 1 3 Nopember 2007 Rp. 20.020.000,-

147. Nota Penagihan dari CV Sofyan tanggal 12 -11-2007 Rp. 22.020.000,-

148.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 17/SPK/Set. KPU/X/2007 tanggal 31-10-2007.

149. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama No. 14/Pan.PBJ-KPU/X1/2007 tanggal 19-
11-2007.

150. Tanda Terima Jumpa Pers Pilkada Bupati / Wakil Bupati tanggal 11-10-2007.

151.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/6/SPK-KPA/X/2007 tanggal 19-10-2007 CV

SOFYAN.

152.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/3/SPK-KPA/X/2007 tanggal 10-10-2007 CV
WILDAN

153.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/4/SPK-KPA/X/2007 tanggal 18-10-2007 CV
WILDAN

154.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/01/SPK-KPA/X/2007 tanggal 4-11-2007
Joes,s Gardening

155. Laporan Notulen Rapat Pleno KPU Kab. Purwakarta tanggal 4 Mei 2007 (tanpa
tandatangan).

156. Tanda terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa tanggal --- 2007.

157. Fotocopy surat No. 240/15/111/2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal penggunaan
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dana pelayanan dan bantuan hukum.

158. Fotocopy surat No. 196/15/11/2007 tanggal 19-02-2007 tentang pemutakhiran data

wilayah.

159. FC Surat No. 266/15/8/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang putusan Mahkamah
Agung RI No. 44/P/HUM/2006.

160. Lampiran Kep.No. /KEP-KPU-PWK/ /2007 tanggal 2007. (tanda tanda tangan).

161. 161. Surat Perintah Kerja No. 270.2/ /SPK-KPA/XII/2007 tanggal
11 Desember 2007 Pengadaan Telepon Celluler /HP APBD Th. 2007.

162.  162.Dokumen Pengadaan Kegiatan Pengadaan barang/Jasa KPU Kab. Purwakarta
tanggal 11-10-2007. (tanpa tanda tangan).

163. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket I pekerjaan pengadaan formulir dan amplop
tanggal Oktober 2007. (Tanpa tanda tangan).

164. Jadwal Kegiatan Pengadaan paket I tanggal 11 Oktober 2007 (tanpa tanda tangan).

165. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri ( HPS/OE ) Pengadaan Alat kelengkapan
kantor KPU Kab. Purwakarta tanggal 18 Oktober 2007 (tanpa tanda tangan).

166.  Surat Undangan Penawaran No. 14/PH/Set. KPU/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007
(tanpa tanda tangan).

167.  Surat Penawaran Harga No. 53/Pen/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 C SOFYAN.
(tanpa tanda tangan).

168. Berita Acara Evaulasi / Penelitian Penawaran Harga No.15 / BA / Set. KPU / X /
2007 tanggal 25-10-2007 (tanpa tanda tangan).

169. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No.16/BA/Set. KPU/X/2007 tanggal
29-10-2007 (tanpa tanda tangan).

170. Daftar hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kab. Purwakarta (tanda tanda
tangan).

171. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan No.19 / BA / Set.KPU / XI / 2007
tanggal 9-11-2007 (tanpa tanda tangan).

172.  Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan No.20 / BA / Set. KPU / X / 2007
tanggal 12-11-2007 (tanpa tanda tangan).

173. Jadwal Pemilihan Langsung Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas tanggal Oktober
2007 (tanpa tanda tangan).

174. Jadwal Pelelangan Umum Kegiatan Pengadaan tanggal Oktober 2007 (tanpa
tanda tangan).

175. Surat Kebutuhan Bahan Sosialisasi / Soefenir / dan alat tulis kantor KPU Kab.
Purwakarta No. 280.1/414/KPU-Pwk/1/2008 tanggal 7 Januari 2008.

176. Rincian Pembagian Uang.

177. Jawaban Penasehat Hukum Didi Suwardi & Rekan dalam perkara perdata No.
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01/Pilkada/2008/PT. Bandung di Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung tanggal

13 Februari 2008

178. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan surat-surat Keputusan yang
dikeluarkan KPU Kab. Purwakarta.

179. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan SPPD yang dikelola KPA Yusuf
Maulana, SH.

180. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan SPJ-SPJ yang dikelola oleh Yusuf
Maulana, SH.

181. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta No. 280.1 / 53 / SK / KPU /
Pwk /IX /2007

182. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan honorarium lembur pelaksanaan
pendaftaran calon anggota PPK Kab. Purwakarta bulan Agustus 2007.

183. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honor PPS bulan Oktober Kecamatan
Sukatani, Maniis, Babakan Cikao, Sukasari, Jatiluhur, urwakarta, Darangdan,
Pondok salam.

184. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium Protokoler acara
pembukaan dan pelantikan PPK dan PPS se Kab. Purwakarta dan honor
Rohaniawan.

185. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium PPS bulan Oktober Kec.
Plered dan Tegalwaru.

186. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan Honorarium PPS bulan Oktober Kec.
Bungursari dan Kiarapedes.

187. 1 (satu) bundel map warna merah berisikan SPK pengadaan tas kerja, Notebook,
Ballpoint, dan tanda pengenal.

188. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :

- Tanda terima transport anggota PPK dan PPS
- Tanda terima Honor operator

- Tanda terima honor Pokja bakal calon anggota PPS
- Honor penyusunan tim seleksi PPK dan PPS
- SPK pengadaan software Sim Pilkada

- Honor Narasumber kegiatan pelantikan

- Daftar Honor Uang saku calon anggota PPK
- Honor Moderator

- Honor anggota PPK Kec. Sukatani

- Media TV

- Tanda terima insentif lebaran untuk Pers.

- Trend FM (kwitansi)

- Ucapan selamat Idul Fitri
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- Kwitansi Intan Hotel

- Tanda terima setoran
- faktur
- Kwitansi
- Honorarium operator Raker dan pelantikan PPK dan PPS
- Honorarium PPK.
189. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan honorarium petugas IT.
190. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan SPK pengadaan Hardware Sim
Pilkada
191. 1 (satu) bundel map warna merah muda berisikan Surat Perintah Kerja pencetakan
buku pedoman PPK, PPS dan KPPS.
192. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan SPJ perjalanan dinas
193. Kwitansi Intan Hotel sejumlah Rp. 3.200.000,-
194. Kwitansi Safari Garden Hotel tanggal 6 Oktober 2007 sejumlah Rp. 1.650.000,-
195. Tanda terima jumpa pers dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Th. 2008 tanggal 10-10-2007.
196. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 01/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 01/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 1/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari permohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- daftar saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008.
197. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 02/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari permohon keberatan
- Daftar bukti pemohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan

- Daftar saksi-saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
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- Kesimpulan dari termohon keberatan

- Kesimpulan dari pemohon keberatan.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008
198. 1 (satu) bundel map warna biru muda berisikan bukti-bukti yang diajukan
termohon dalam perkara sengketa Pilkada Kab. Purwakarta.
199. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Putusan No. 09/PK/KPUD 2008
- Kontra memori PK terhadap putusan Pengadian Tinggi Bandung No.
02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-02-2008
- Surat Kuasa No. 03/Tim-Adv/SK/111/2008
- Kwitansi tanda pembayaran Rp. 250.000.000,- bulan Mei 2008.
- Surat perjanjian
200. 1 (satu) bundel map warna hijau berisikan :
- Acara Persidangan Perkara No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg.
- Surat Kuasa dari termohon keberatan No. 02/Tim-Adv/SK/I1/2008 tanggal 11-
2-2008.
- Risalah panggilan No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 5-2-2008.
- Jawaban dari termohon keberatan
- Replik dari pemohon keberatan
- Daftar bukti pemohon keberatan
- Daftar bukti yang diajukan termohon keberatan
- Daftar saksi-saksi yang diajukan oleh termohon keberatan
- Kesimpulan dari termohon keberatan
- Kesimpulan dari pemohon keberatan.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 02/Pilkada/2008/PT. Bdg tanggal 20-
02-2008
201. Surat No. 280.1/603-Kew/KPU-Pwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal
pertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHP Pemeriksaan terhadap
pengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab. Purwakarta 2007 untuk kegiatan
Pilkada Tahun 2007 / 2008 pada KPU Kab. Purwakarta No. 045.4/49/Bawasda

tanggal 24 Januari 2008.
202. Resi SP2D No. 920/BTL-LS/2007 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp.
9.317.060.000,-

203. Fotocopy SPM No. 900/868/BTL/LS/Setda/2007 tanggal 12-12-2007
204. SPP No. 846/SPP-LS/BP/07 tanggal 6-12-2007.
205. Surat Pengajuan SPPLS No. 846/SPP-LS/XII/Kesbang Linmas tanggal 5-12-2007.

206. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no.
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846/SPTJ/KPA/XII/Kesbang Linmas tanggal 5-12-2007.

207. Resi SP2D No. 838/BTL-LS/2007 bulan Nopember 2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,-

208. SPM No. 900/796/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 6-11-2007 sejumlah Rp.
1.492.690.000,-

209. SPP No. 794/SPP-LS/BP/07 tertanggal 21-11-2007.

210. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no.
67/SPTJ/KPA/II/Kesbang Linmas tanggal 24-11-2007.

211.  Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 67/SPP-LS/II/Kesbang Linmas tanggal
24-11-2007.

212.  SP2D No. 664/BTL-LS/2007 tanggal 26-9-2007 sejumlah Rp. 1.600.000.000,-

213. SPM No. 900/616/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 25-11-2007 sejumlah Rp.
1.600.000.000,-

214.  SPP No. 612/SPP-LS/BP/07 tertanggal 24-09-2007

215. 215.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 51/SPP-KPA/IX/Kesbang Linmas
tanggal 25-09-2007.

216. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran no.
51/SPTJ/KPA/IX/Kesbang Linmas tanggal 25-09-2007.

217. SP2D No. 389/BTL-LS/2007 tanggal 13-06-2007 sejumlah Rp. 500.000.000,-

218. SPM No. 900/246/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 31-05-2007 sejumlah Rp.
500.000.000,-

219. SPP No. 244/SPP-LS/BP/07 tertanggal 29-05-2007

220. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 24/SPP-KPA/V/Kesbang Linmas tanggal
31-05-2007.

221. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No.
24/SPTJ/KPA/V/Kesbang Linmas tanggal 31-05-2007

222. Keputusan Bupati Purwakarta No. 875.1/Kep.393-Pemb/2007 tentang pelimpahan
wewenang penunjukan Kuasa Pengguna anggaran / Pejabat pembuat komitmen /
atasan langsung bendahara, pejabat penatausahaan Keuangan dan Bendahara
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum daerah dan Ketua Panwas Kab.
Purwakarta Tahun anggaran 2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2007
oleh Bupati Purwakarta H. LILY HAMBALI HASAN.

223. Surat No.  280/174/KPU/Pwk/IX/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal
penyampaian program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

224. Surat No. 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal penggunaan
dana hibah.

225. Perubahan rincian kebutuhan belanja (RKB) Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil
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Bupati Kab. Purwakarta belanja KPU Kab. Purwakarta TA. 2007 sejumlah Rp.

12.409.750.000,-

226. Surat Perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara Pemerintah Kab. Purwakarta
dengan Komisi Pemililhan Umum Kab. Purwakarta No.
410/30/SPBH/Pemda/X11/2007 tentang bantuan Penyelenggaraan Pilkada Kab.
Purwakarta Tahun 2008 kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta.

227. Keputusan Bupati Purwakarta No. 954/Kep.138-Pem/2007 tentang Penunjukkan
Kuasa pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat daerah Kab. Purwakarta Tahun
2007.

228. Foto copy buku rekening No. 0003666700100 tentang Satlinmas / Zaenal A /
Halim Cabang Purwakarta Bank Jabar

229. Surat tanda setoran (STS) sejumlah Rp. 19.888.150,- tanggal 26-03-2008.

230. 230. Surat Tanda setoran bank Jabar ke No. Rekening
0018054952002 sejumlah Rp. 19.888.150,-

231. Surat Tanda setoran ke Kas daerah (STS) sejumlah Rp. 1.127.260.000,-

232. 232 Surat Tanda setoran Bank Jabar ke No. Rekening
0018054952002 sejumlah Rp. 1.127.260.000,-

233. Foto copy Surat Pengantar Daftar Rincian kebutuhan biaya operasional
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
24 Desember 2007 yang ditandatangani Ir. DADAN KOMARUL RAMDAN
beserta lampiran rincian kebutuhan biaya operasional KPU Kab. Purwakarta untuk
bulan Desember 2007 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.

234. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 5.200.000.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 24-12-2007.

235. 235, Kwitansi bulan Desember 2007 perihal belanja Hibah untuk
bantuan penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang
ditandatangani oleh KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang
menerima Dadan Komarul Ramdan sejumlah Rp. 5.200.000,000,-

236. Berita Acara No. 900/166/KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 5.200.000,000,-

237. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 2.062.100.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 12-01-2008.

238. Kwitansi Tanggal 18 Januari 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
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KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 2.062.100.000,

239. Berita Acara No. 900/173/KesbanglLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 2.062.100.000,-

240. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1/451-
IX/KPU-Pwk/1/2008 tanggal 18-01-2008.

241. Surat Pengantar No. 270.5/466a/KPU-Pwk/I/2008 tanggal 17-01-2008 perihal
daftar usulan pencairan biaya operasional KPU pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 beserta lampiran daftar rincian kebutuhan biaya
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 tanggal
17 januari 2008.

242,  Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0003283895001  sejumlah Rp. 927.700.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA tanggal 25-03-2008.

243. Kwitansi tanggal Maret 2008 perihal belanja Hibah untuk bantuan
penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh
KPA Syahrul Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan
Komarul Ramdan sejumlah Rp. 927.700.000,-

244. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/498/KPU-Pwk/11/2008 tanggal 27-02-2008.

245. Berita Acara No. 900/174/KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kedua
DADAN KOMARUL RAMDAN dan pihak kesatu SYAHRUL KOSWARA
tentang penyerahan bantuan hibah sejumlah Rp. 927.700.000,-.

246. Surat Pengantar No. 280.1/497/KPU-Pwk/11/2008 tanggal 27-02-2008 perihal
daftar usulan pencairan biaya operasional KPU pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Purwakarta Tahun 2008 bulan Pebruauri 2008 beserta lampiran rincian
kebutuhan biaya operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
Tahun 2008 bulan Pebruari 2008 tanggal 18-02-2008

247. Surat Tanda setoran Bank Jabar ke KPU Kab. Purwakarta melalui No. Rekening
0002842671001  sejumlah Rp. 500.000.000,- yang disetor oleh HALIM
RUSMANA

248. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/921/KPU-Pwk/V1/2007 tanggal 14-06-2007.

249. Berita Acara No. 900/95/KesbangLinmas yang ditandatangani pihak kesatu
SYAHRUL KOSWARA dan pihak kedua ASEP FAKAR, SH tentang Serah
Terima bantuan hibah sejumlah Rp. 500.000.000,-

250. Kwitansi tanggal 31-5-2007 perihal belanja Hibah untuk bantuan penyelenggaraan
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Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh KPA Syahrul

Koswara, bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Asep Fakar, SH
sejumlah Rp. 500.000.000,-.

251.  Surat perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara pemerintah kab. Purwakarta dengan
KPU Kab. Purwakarta No. 410 / 09 / SPBH / Pemda / V / 2007 tentang bantuan
peneyelnggaraan Pilkada kepada Sekretariat KPU.

252.  SP2D No. 389/ BTL-LS / 2007 tanggal 13-06-2007 sejumlah Rp. 500.000.000,-

253. SPM No. 900/246/BTL-LS/Setda/2007 tanggal 31-05-2007 sejumlah Rp.
500.000.000,-

254.  SPP No. 244/SPP-LS/BP/07 tertanggal 29-05-2007

255. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No. 24 / SPTJ /
KPA / V/ Kesbang Linmas tanggal 31-05-2007

256.  Surat No. 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31-05-2007 perihal penggunaan
dana hibah beserta lampiran dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat KPUD
Kab. Purwakarta.

257. Salinan Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Jabar No. 295/KPU-JB/II1/2004
tentang pengangkatan pejabat eselon IV Sekretariat KPU Kab. Purwakarta.

258. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1 /
375a// KPU-Pwk / X1II / 2007 tanggal 24-12-2007 Rp. 5.200.000.000,-

259. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/152.1/KPU-Pwk/IX/2007 tanggal 26-08-2007 sejumlah Rp. 1.600.000,000-.

260. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 270.1/291-
a/KPU-Pwk/X1/2007 tanggal 26-11-2007 sejumlah Rp. 1.492.690.000,-.

261. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No. 287.1/451-
a/KPU-Pwk/1/2008 tanggal 18-01-2008 sejumlah Rp. 2.062.100.000,-.

262. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pakta Integritas Pimpinan KPU No.
280.1/498/KPU-Pwk/11/2008 tanggal 27-02-2008 sejumlah Rp. 927.700.000,-.

263. Kwitansi tanggal 26-11-2007 perihal pembayaran bantuan penyelenggaraan
Pilkada kepada KPU Kab. Purwakarta yang ditandatangani oleh KPA Syahrul
Koswara, Bendahara Halim Rusmana dan yang menerima Dadan Komarul
Ramdan sejumlah  Rp. 1.492.690.000,-.

264. Kartu Disposisi dari Komisi Pemilihan Umum kepada Sekda perihal permohonan
bantuan biaya untuk kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.
Purwakarta th. 2008 tanggal surat 20-09-2007 No. 280/26/KPU-PWK/IX/2007.

265. Pakta Integritas Pengadaan Barang / Jasa KPU Kab. Purwakarta dengan CV
Sofyan perihal Pengadaan alat kelengkapan kantor KPU Kab. Purwakarta.

266. 1 (satu) bundel kwitnsi-kwitansi jilid biru.

267. 1 (satu) bundel kwitnsi-kwitansi jilid merah
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268. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 280.1/300/KPU-PWK/X1/2007 tanggal 30

Nopember 2007 perihal pembuatan KM/WC KPU Kab. Purwakarta kepada CV
MAULANA MAGHRIBI sebesar Rp. 7.800.000,-.

269. Fhoto copy laporan realisasi anggaran biaya belanja Hibah pemilu Bupati/wakil
Bupati Purwakarta tahun 2008 komisi pemilihan umum darah kabupaten
purwakarta.

270. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 280.1/300/KPU-PWK/1/2007 tanggal 17 Januari
2008 perihal perbaikan pagar tembok penahan gedung dan pasangan atap asbes
gelombang KPU Kab. Purwakarta kepada CV MAULANA MAGHRIBI sebesar
Rp. 10.600.000,-

271.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 11.A/8/KPA/Keg. KPU/SPK/11/2007 tanggal 15
Nopember 2007 perihal Pencetakan Buku pada kegiatan sosialisasi KPU Kab.
Purwakarta kepada CV RODA MAS sebesar Rp. 49..920.750,-.

272.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/01/ALB-SPK/V1/2007 tanggal 18 Juni 2007
perihal Rehabilitasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Purwakarta
kepada CV RODA MAS sebesar Rp. 49.500.000,-.

273.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270/21/SPK/Set.KPU/I/2008 tanggal 15 Januari
2008 perihal Pengadaan Leaflet, Poster, dan Jurnal Pilkada KPU Kab. Purwakarta
kepada CV WIKAL sebesar Rp. 37.125.000,-.

274. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mebelair Sekretariat KPUD Kab.
Purwakarta dari PT. BILQIS RATU PRIMA.

275.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/SPK /X11/2007 tanggal 10 Desember
2007 perihal pengadaan Bilik Surat Suara Keperluan Pemilu Bupati dan
wakilBupati Purwakarta kepada CV MAHAMERU sebesar Rp. 276.210.000,-

276. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/SPK06/KPU/XII/2007 tanggal 10
Desember 2007 perihal Pengadaan Cetakan Surat Suara Keperluan Pemilu Bupati
dan wakil Bupati Purwakarta kepada CV SANDIPALA ARTHAPUTRA sebesar
Rp. 326.053497,-.

277.  Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.02/03/ALB-SPK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus
2007 perihal Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan kantor KPU Purwakarta
kepada CV ALAM RAYA sebesar Rp. 22.047.250,-

278. Foto copy Daftar pengeluaran biaya pilkada.

279. 1 (satu) buah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten purwakarta
Nomor.280.1 / Kep.29 / KPU-pwk / IX / 2007 tentang penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan bendaharawan pengelola dana hibah di lingkungan komisi
pemilihan umum kabupaten purwakarta 2007 tanggal september 2007

280. I (satu) buah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten purwakarta

Nomor.280.1/Kep.51/KPU-pwk/X1/2007 tentang perubahan ke dua Keputusan
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komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta nomor 2.80.1/29/KPU-
Pwk/IX/2007 tentang penunjukan pengganti Kuasa Pengguna anggaran / pejabat
pembuat atasan langsung bendahara / penatausahaan keuangan dan bendaharawan
penggantinpengelola dana hibah di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten
purwakarta tahun anggaran 2007 tanggal 12 Nopember 2007

281. I (satu) buah Surat Keputusan Bupati purwakarta nomor 280.1 / 53 / SK?
KPU.PWK / XI / 2007 tentang perubahan ke tiga Keputusan Komisi pemilihan
umum Kabupaten Purwakarta Nomor 280.1/29/KPU-Pwk/IX/2007 tentang
penunjukan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran / pejabat pembuat komitmen /
atasan langsung bendaharawan / penatausahaan keuangan dan bendaharawan
pengelola dana Hibah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten
Purwakarta tahun anggaran 2007 tanggal 19 Nopember 2007

282. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954 / Kep.138.Pemb / 2007
tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat komitmen dan
bendahara pengeluaran dilingkungan sekertariat daerah kabupaten Purwakarta
tahun 2007 tanggal 1Maret 2007

283. 1 (satu) buah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 280.1 / Kep.30 / KPU-Pwk / X / 2007

284.  Surat No.900 / 422 / Kesbang Pol Linmas Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Dana Hibah.

285. Rekapitulasi penerimaan SPJ.

286. Surat No. 910/ 385 / DPRD perihal Laporan Penggunaan Dana Pemilu Pilkada.

287. Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pilkada 2008.

288. No. Rekening 0002568096001 An Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas.

289.  Surat Nomor 270.5/466a/KPU-PWK/1/2008

290. 1 (satu) bundel fakta integritas.

291.  Surat No. 2.80/104/KPU-PWK/VI1/2007 tanggal 06 Juli 2007 perihal permohonan
bantuan anggaran belanja penyelenggaraan pemilu Bupati dan wakil bupati
purwakarta tahun 2008.

292.  Surat No. 270.2/...../KPA/X1/2007 tanggal 22 Nopember 2007 perihal persiapan
pengadaan.

293. Surat Nomor 280/26/KPU-Pwk/I1X/2007 tanggal 23 September 2007Perihal biaya
permohonan  kegiatan pemilihan umum Bupati dan akil bupati kabupaten
purwakarta tahun 2008.

294. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan
pemilihan Kepala daerah Nomor 67/LHP/XVIIL.BDG/12/2008 tanggal
30Desember 2008.

295. 1 (satu) bundel spj beserta kelengkapannya.
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296. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270/75/SPK-KPA/XII/2007 perihal Pengadaan

Telepon Cellular / Hand Phone (HP) APBD TA. 2007 kepada CV. RATU
PUSPARANI MANDIRI sebesar Rp. 69.575.000,.

297. Surat perintah kerjasama kegiatan pengadaan perlengkapan TPS

298. Foto copy  kwitansi untuk pengadaan Hand Phone sebesar Rp. 69.575.000.
tanggal 18 Januari 2008 beserta kelengkapannya.

299. Nota Penagihan CV. SARI WANGI tanggal 14 Januari 2008

300. Surat Perintah Kerja Nomor : 270.2/6/SPK-KPA/X/2007 antara H. Adang
Lukman, SH dan Agus Sasmita

301. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 270.2/SPK/XI11/2007 perihal Pengadaan Barang /
Jasa  Sekretariat KPU Kab. Purwakarta kepada PT. SWADHARA
ERAGRAPINDO SARANA sebesar Rp. 462.868.762,-

302. 1 (satu) buah odner SPJ Daftar Penerimaan Honorarium Kegiatan penyusunan
regulasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta.

303. 1 (satu) bundel spj honorarium pemeriksa barang sekertariat KPU Kab Purwakarta
tahun 2007.

304. Nota Penagihan CV. Jayaningrat tanggal 06 Desember 2007.

305. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pengadaan kertas segel pilkada
sekertariat KPU Kabupaten Purwakarta.

306. Surat Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten purwakarta nomor 01/Kep-
KPU-PWK/VII 2003 tertanggal juli 2003

307. Nota penagihan CV Jaya Pasopati pratiwi tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.
52.232.280

308. Surat perintah membayar nomor 900/246/BTL-LS/Setda /2007 sebesar Rp.
500.000.000 beserta lampirannya

309. Kwitansi tanggal 21 Desember 2008sebesar Rp. 31856.650. untuk pengadaan
sampul Berita Acara KPPS, PPK. KPPS, KPU dan naskah sumpah janji ketua
KPPS beserta lampirannya.

310. Nota penagiahan CV Ratu pusparani mandiri tangal 18 januari 2007 sebesar Rp.

69.575.000.

311.  Surat Nomor 270.1/78/KPU-Pwk/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal penggunaan
dana hibah.

312.  Surat No. 207.1/ /Set..KPU-Pwk/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal

pemesanan jamuan makan yang belum ditandatangani oleh Sdr. H. ADANG
LUKMAN.

313. Foto copy rekening koran Bank Jabar Banten transaksi rekening cabang 0018
cabang Purwakarta No. Nasabah 002 Cn3 No. Rekening 0003283895001 KPU
Kab. Purwakarta Ck.-Giro Kasda Periode 26-09-2007 s/d 01-09-2008.
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314. Buku CekNo. 464531 sampai dengan 464540.

315.  Surat Seoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 44.184.254,-.
316.  Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 6.627.638,.
317.  Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 4.572.912,.
318. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 30.486.085,-.
319. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 672.000,-.
320. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 4.480.000,.
321. Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 1.820.000,.
322.  Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 273.000,-.
323.  Surat Setoran Pajak tanggal Desember 2007 sebesar Rp. 941.250,-.
324.  Surat Setoran Pajak tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 491.250,-.
325.  Surat Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp. 708.750,-.
326. Surat Setoran Pajak tanggal 25 Mei 2008 sebesar Rp. 1.361.738,.
327.  Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 8.778.259,-
328.  Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 1.730.000,-.

329.  Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 4.160.000,-.

330. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 sebesar Rp. 3.881.250,-

331. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 16 Juli 2008.
332. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 15 Juli 2008.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk

diperqunakan dalam perkara lain.

= Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; ---------

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada
hari RABU, tanggal 03 JULI 2013 oleh KORNEL SIANTURI, SH. , M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.IrH. FONTIAN MUNZIL,SH.,MH.,ME..CFP dan H.
HENING TYASTANTO, SH., CN. Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 JULI
2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu
oleh DEDE SOBARI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa

dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS
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